














1. Pasal 1 7 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Keuangan Daerah; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
r 

MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang: 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 77 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

MENTER! DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 



Pasal 2 

( 1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau 

yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah 

provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. 

3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 

Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan 

bupati/wali kota. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN 

TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

Menetapkan: 



Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah; 

d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi 

pemerintah daerah; dan 

e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar 

belanja, 

ditetapkan paling lama tahun 2022. 
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j. badan layanan umum daerah; 

k. penyelesaian kerugian keuangan daerah; 

1. informasi keuangan daerah; dan 

m. pembinaan dan pengawasan. 

(3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

pertanggungjawaban h. penyusunan rancangan 

pelaksanaan APBD; 

i. kekayaan daerah dan utang daerah; 

(2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pengelola keuangan daerah; 

b. APBD; 

c. penyusunan rancangan APBD; 

d. penetapan APBD; 

e. pelaksanaan dan penatausahaan; 

f. laporan realisasi semester pertama APBD dan 

perubahan APBD; 

g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah; 
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Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

dan 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kelima Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1560), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1781 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2020 

MENTER! DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah 
yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola 
Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan 
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam 
Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh 
yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap 
tahapan pcngelolaan keuangan daerah, 
Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing- 
masing sebagai berikut: 
A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai 
kewenangan: 
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; · 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 
perubahan APBD, dan rancangan Perda ten tang 

BAB I 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

TEKNIS PED OMAN TENT ANG 

LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 77 TAHUN 2020 



7 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 
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Pe,i;gelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh 
Daerah dan/atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan KPA; 
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah; 
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang 

dan Piutang Daerah; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit 
menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran 
pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, 
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus 
lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

4. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian 
atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan 
memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada 
prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, 
dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 

5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas: 
a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c. kepala SKPD selaku PA 



C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 
1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan 

unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku 
PPKD mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
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B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 

mempunyai tugas: 

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah; 

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan 

perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; dan 

f. memimpin TAPD. 
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi: 

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan daerah; 

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 
daerah; 

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 
daerah. 

3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan 
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. 

4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait 
dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah 
dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah. 

5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, 

sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi 

terse but. 

merupakan yang 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur 

dalam Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA-SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama pemerintah daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

j. melakukan pen ca ta tan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan 

pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD. 

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: 

a. mengelola investasi; 

b. menetapkan anggaran kas; 

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 

d. membuka rekening Kas umum daerah; 

e. membuka rekening penerimaan; 

f. membuka rekening pengeluaran; dan 

g. menyusun laporan keuangan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 



mengelola/ menatausahakan investasi; 

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban 

APBD; 

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah 

daerah; 

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan; 

k. melakukan penagihan piutang daerah. 

4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan 

menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 

ditetapkan oleh BUD; 

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola 

piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak 

tertagih atas investasi; 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan 

dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

5. Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD 

6. Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) 

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran 
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dan daerah uang 

D. KUASABUD 

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 

kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

3. Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas; 

b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; 

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang daerah; 

g. melaksanakan penempatan 

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. 



E. PENGGUNA ANGGARAN 

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA-SKPD; 

b. menyusun DPA-SKPD; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan; 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab 

SKPD yang dipimpinnya; 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, 

meliputi: 
a. menyusun anggaran kas SKPD; 
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; 
c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 
d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 
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jumlah uang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ atau rentang 

kendali. 

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, 

lokasi, dan/ a tau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala 

daerah. 



melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan 

dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; 

dan 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, 

meliputi: 

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD); 

c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran 

Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang 

melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan 

pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan DPA-SKPD. 

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai 

akibat: 

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; 

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia 

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun 

anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; dan 

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya 
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F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit 

SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran 

kegiatan/ sub kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh 

SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang 

kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. 

4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap 

SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, 

dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas 

usul kepala SKPD. 

6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi: 
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kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 

a. perjanjian atau perikatan; 

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; dan 

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA 

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu 

oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas 

pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat 

melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk 

kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. 



a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan mernerintahkan 

pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

i. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya; dan 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggungjawab kepada PA. 

8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya 

memungut pajak daerah kepada KPA. 

9. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit 

SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 

10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA 

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu 

oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas 

pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mernpunyai 

tugas: 

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan; 

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang 
dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

14 
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G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 
1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan 

pejabat pada SKPD /Unit SKPD selaku PPTK. 
2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 
3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 
teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPD /Unit SKPD; 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub 
kegiatan SKPD /Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 

4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis 
Kegiatan/ Sub kegiatan meliputi: 
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

dan 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab 
SKPD yang dipimpinnya; 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi 
bersifat khusus yang dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat 
khusus yang dipimpinnya; 

1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; 
dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih 
pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala 
Unit SKPD selaku KPA. 



c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan 

kepada PA/KPA. 

5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 

beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi: 

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- 

undangan; dan 

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

kegiatan. 

6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada 

PA. 

7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab 

kepada KPA. 

8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang 

dilaksanakan oleh PPTK. 

9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 

SKPD /Unit SKPD. 

10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 

besaran anggaran Kegiatan/ sub kegiatan, be ban kerja, lokasi, rentang 

kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya 

ditetapkan kepala daerah. 

11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi. 

12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat 

satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki 

kemampuan manajerial dan berintegritas. 

14. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN 

yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA 

dan/ atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 

15. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK 

yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. 

16 



17 

H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 

1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi 

tata us aha keuangan pada SKPD. 

2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD 

3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang 

BLUD 

4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas 

melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, 

dan/atau PPTK. 

5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti 

kelengkapan dan keabsahan. 

7. Selain nielaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 

lainnya; 

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 

penerimaan; dan 

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 
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I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD 
1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA 

menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada Unit SKPD. 

2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: 
a. Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan 

bagian pada kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Daerah; 
b. rentang kendali dan/ atau lokasi; 
c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 

layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP- 
LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP- 
TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD 
melaksanakan tugas lainnya meliputi: 
a. melakukan verifikasi surat perrnintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-TU dan SPP- LS beserta bukti kelengkapannya 
sebagai dasar penyiapan SPM. 

7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas 
meliputi: 

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 
PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan 
SKPD. 



J. BENDAHARA 
1. Bendahara Penerimaan 

a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 

anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD 

selaku BUD 

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, 

menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya. 

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan 

memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 

1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD; 

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

3) meneliti kesesuaian antarajumlah uangyang diterima dengan 

jumlah yang telah ditetapkan; 
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a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara 

lainnya; 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; 

c. menyiapkan SPM; 

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; 

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan 

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. 

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit 

SKPD. 

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 

PPK Unit SKPD. 



4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya; dan 

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, 

kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan 

Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan. 

e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh 

kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD. 

f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang 

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah. 

g. Togas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling 

sedikit meliputi: 

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada 

SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik; 

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD; 

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

4) meneliti kesesuaian antarajumlah uang yang diterima dengan 

jumlah yang telah ditetapkan; 

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya; dan 

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu 

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 

kepada PA. 

j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada KPA. 

20 



21 

k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional 

atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 

selaku BUD. 

1. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan 

kepada Bendahara Penerimaan. 

m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. 

n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara 

Penerimaan. 
p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut 

Pembantu Bendahara Penerimaan. 

2. Bendahara Pengeluaran 

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada 

kepala daerah. 

b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD 

dan SKPKD. 

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

dikelolanya; 

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 



melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan 

Kepala Daerah; 

2) memeriksa kas secara periodik; 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 

eksternal; dan 

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD 

yang melaksanakan fungsi BUD. 

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala 

daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas 

pertim bangan: 

1) besaran anggaran; 

2) rentang kendali dan/ atau lokasi; dan 

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang 

meliputi: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran; 

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
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Bendahara Pengeluaran d. Selain tugas dan wewenang, 

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional kepada BUD secara periodik; dan 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 
kepada KPA clan laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik. 

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu 
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi: 
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 

oleh Kepala Daerah; 
2) memeriksa kas secara periodik; 
3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 
4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada 
tahun berjalan; dan 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 
eksternal pada tahun berjalan. 

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala 
daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus. 

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan 
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran. 

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

I. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan 
kepada PA. 

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada KPA. 

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional 



K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) 
1. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD 

yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 
2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan 

pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. 
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atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 

selaku BUD. 

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran. 

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/ atau 

pengeluaran pembiayaan. 

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung 

jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, 

dan penjualan jasa; 

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/ a tau 

penjualan jasa; 

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung; dan 

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara 

Khusus. 

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, 

dan/ atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan 

pelaksanaan APBD. 



A. UMUM 
Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik 
Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang 
lingkup Keuangan daerah meliputi: 
1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 

melakukan pinjaman; 
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak lain; 
3. penerimaan Daerah; 
4. pengeluaran Daerah; 
5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai 
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BAB II 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

3. TAPD mempunyai tugas: 

a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan 

perubahan KUA; 

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan 

perubahan PPAS; 

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD; 

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 

rancangan pertanggungjawaban APBD; 

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 
pertanggungjawaban APBD; 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan 
perubahan DPA-SKPD; 

h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman 
penyusunan RKA; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai 
dengan kebutuhan. 
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dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau 

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau 

kepentingan umum. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Perda. 

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut: 

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan 

kemampuan Pendapatan Daerah. 

2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada 

RKPD. 

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi, dan stabilisasi. 

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk 

uang dianggarkan dalam APBD. 

6. Penerimaan Daerah terdiri atas: 

a. pendapatan daerah; dan 

b. penerimaan pembiayaan daerah. 

7. Pengeluaran Daerah terdiri atas: 

a. belanja daerah; dan 

b. pengeluaran pembiayaan daerah. 

8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana 

Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai 

untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana 

atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. 

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang 

melandasinya. 

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 

secara brute dalam APBD. 



B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur 

tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut: 

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman 

penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri. 

2. APBD mempunyai fungsi: 

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar 

untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan. 

b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi 

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/ sub 

kegiatan pada tahun berkenaan. 

c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah 

menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah 

harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran 

daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah 

daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan 

keseimbangan fundamental perekonomian Daerah. 

3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi: 

a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih; 

b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih; dan 

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang 

bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya. 



a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan daerah. 

2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 

organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening 

Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan 

penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang 

merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran 

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kernbali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda ten tang APBD dirinci menurut 

urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. 

2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD 

dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, 

objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki 

karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 

Dana Des a, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari 

Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan 

pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya 
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C. PENDAPATAN DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta 

sub rincian objek pendapatan daerah. 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah 

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli 

Daerah diatur sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 

1) pajak daerah; 

2) retribusi daerah; 

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

b. Klasifikasi APED menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola 
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dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau 

mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa 

mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Klasifikasi APED menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, 

sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola 

berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan 

SKPKD. 

6. Klasifikasi APED mengacu pada ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta 

pemutakhirannya. 



c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian 
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan 
Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak 
daerah dan retribusi daerah. 

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub 
rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah 
diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang 
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci 

menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 
f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan 

daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, 
rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah 
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Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan 

Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki 

tugas dan wewenang pengelolaan 

pajak 

Retribusi Daerah SKPD 

Hasil Pengelolaan Kekayaan SKPKD 

Daerah yang Dipisahkan 

Lain-lain Pendapatan Asli SKPKD kecuali 

Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan 

retribusi tetap dikelola oleh 

Bendahara Penerimaan di SKPD 

terkait. 

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh 

BLUD terkait. 

3. Pendapatan Hi bah Dana BOS, 

Dana kapitasi, dan pendapatan 

lainnya yang dikelola oleh 

Bendahara Penerimaan Khusus. 

berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan 

SKPKD, meliputi: 



yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: 

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

3) hasil kerja sama daerah; 

4) jasa giro; 

5) hasil pengelolaan dana bergulir; 

6) pendapatan bunga; 

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau 

pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau 

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada 

bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau 

dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing; 

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan; 

11) pendapatan denda pajak daerah; 

12) pendapatan denda retribusi daerah; 

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

14) pendapatan dari pengembalian; 

15) pendapatan dari BLUD; dan 

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g. Pemerintah Daerah dilarang: 

1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang 

dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam 

undang-undang; dan 

2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya 

tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang 

dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor /impor yang 

merupakan program strategis nasional 

h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama 

lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak 
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keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan selama 6 (enam) bulan. 

i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan 
seluruhnya ke kas negara. 

3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer 
Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan 
Transfer meliputi: 
a. Pendapatan transfer terdiri atas: 

1) transfer Pemerintah Pusat; 
2) transfer antar-daerah 

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian 
objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan 
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. 

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat 
a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana 

Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan 
Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan 
kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan 
kategori dari Dana Transfer Khusus. 
1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam; 
2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 

3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah 
untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. OAK terdiri atas Dana 

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. 

c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu 

dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan 

dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. 

d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki 

otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang- 

undangan. 

e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai 

dengan ketentuan peraturan undang-undangan. 

f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah 

a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan 

Bantuan Keuangan. 

b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari 

Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain 

berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah 

lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan 

peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu 

lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: 

1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 

2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota 

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/ atau 

kabupaten/kota, terdiri atas: 

1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang 

diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah 

atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. 

2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang 

diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu. 

4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut: 
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D. BELANJA DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 

12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut: 
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a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 

1) Hibah; 

2) Dana Darurat; dan/ atau 

3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola 

berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan 

SKPKD. 

c. Hi bah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa 

yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, 

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang 

tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, 

tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai 

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada 

penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi. 

e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk 

mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana 

yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan 

menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, 

dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya. 
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a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri 

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan 

Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan 

Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 

d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki 

Daerah. 

e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan 

Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka 

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai 

dengan kebutuhan daerah. 

g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan 

dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang 

dimiliki Daerah. 

h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan 

Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain 

besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran 

kesehatan, dan insfrastruktur. 

i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 
melakukan penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran Dana 
Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri 
teknis terkait. 

j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, 
analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan 
ketentuan peraturan perurndang-undangan. 

k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, 
analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan 
Presiden. 
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m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah. 

n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah 

dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu 

Daerah. 

o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga 

satuan ditetapkan dengan Perkada. 

p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar 

teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran 

dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. 

q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian 

objek dan sub rincian objek belanja daerah. 

r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan 

belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi. 

s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan 

organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan 

disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan 

kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, 

klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. Belanja operasi 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat 

jangka pendek. 

b. Belanja modal 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari 1 (satu) periode akuntansi. 

c. Belanja tidak terduga; dan 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran 

atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

d. Belanja transfer 
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2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi 

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja 

operasi dirinci atas jenis: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Bunga; 

d. Belanja Subsidi; 

e. Belanja Hibah; dan 

f. Belanja Bantuan Sosial. 

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi 

diatur sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai 

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan 

kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala 

Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD 

Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD 

Belanja Bunga SKPKD dan BLUD 

Belanja Subsidi SKPKD dan/ atau SKPD 

Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD 

Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD 

BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD 

BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD 

BELANJA TRANSFER SKPKD 

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau 

dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan 

kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi: 



a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat 

daerah. 

b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD. 

c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD 

bersangkutan. 

3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi 
dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja 
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala 
daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan 
lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja 
pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. 

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 
kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan 
Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 
pada intansi pemerintah. 

6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan 
KUA. 

7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan 
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan 
profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif 
lainnya, diuraikan sebagai berikut: 
a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 

diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan 
untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau 
beban kerja normal; 

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki 
tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja 
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam 
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melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja 

yang memiliki resiko tinggi; 

d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 

diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban 

tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; 

e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 

diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi 

kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan 

f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektiflainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN 

daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah. 

9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala 

Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi 

Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. 

10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh 

pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan. 

11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan 

penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan melakukan penundaan dan/ atau 

pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri. 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan 

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. 

2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan 

program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah 

guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum 

dalam RPJMD. 

3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja 

barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja 
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perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk 

diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 

4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja 

barang dan jasa diuraikan sebagai berikut: 

a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang 

tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; 

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa 

rumah/ gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, 

sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 

konsultansi, ketersediaan layanan ( auailibilitq payment), 

beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, 
dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan 
pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif 
pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN; 

c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan 
Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, 
belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja 
pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja 
pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja 
pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan 
kendaraan bermotor. 

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk 
menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri 
dan belanja perjalanan dinas luar negeri. 

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada 
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk 
menganggarkan Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan 
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa 
dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 

6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang 
diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk 
pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam 
rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan 
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Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan 

memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan 

efektifitas. 

7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang 

diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam 

bentuk: 

a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; 

b) penghargaan atas suatu prestasi; 

c) pemberian beasiswa kepada masyarakat; 

d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat 

penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk 

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional 

dan non proyek strategis nasional sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya 

sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/ atau 
g) Eelanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya 

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 
c. Belanja Bunga 

1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan 
belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang 
memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan 
pembayarannya dalam APED tahun anggaran berkenaan. 

2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran 
bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban 
pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APED 
tahun anggaran berkenaan. 

3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang 
melaksanakan PPK ELUD dan SKPD yang melaksanakan 
fungsi PPKD/SKPKD terkait. 

4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan 
sub rincian objek. 

d. Belanja Subsidi 
1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja 

subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan 
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oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha 

milik swasta sesuai dengan ·ketentuan peraturan perundang- 

undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 

2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha 

milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk 

atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk 

penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk 

penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public 

service obligation). 

3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha 

milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu 

dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor 

akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain 

yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. 

5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan 

yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas 

kelayakan penganggaran pemberian subsidi. 

6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar 

perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan 

subsidi tahun anggaran berikutnya. 

7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung 

jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi 

yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada kepala daerah. 

8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam 

APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 

9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem 

penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri. 

10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada 

usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu 

dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 



11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 

pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Belanja Hibah 

1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak 

wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 

setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan 

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian 

sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah 

daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait 

dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian 

objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk 

belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan 

kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 

kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat 

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5) Belanja hibah diberikan kepada: 

a) pemerintah pusat 

(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada 

satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah 

non-kernenterian yang wilayah kerjanya berada 

dalam daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang 

tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan 

dan belanja negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang 

membidangi urusan pemerintahan di bidang 

Administrasi Kependudukan dapat memperoleh 

Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan 

blanko kartu tanda penduduk elektronik. 

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda 

penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) 

sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran 

pendapatan dan belanja negara. 

(5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya 

dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun 

berkenaan. 

b) pemerintah daerah lainnya 

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan 

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

c) BUMN 

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
d) BUMD; 

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam 
rangka untuk meneruskan hibah yang diterima 

Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah 
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kewenangannya. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia diberikan kepada 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, 

yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum perkumpulan, yang telah 

mendapatkan pengesahan badan hukum dari 

kementerian yang membidangi urusan hukum dan 
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dengan sesuai daerah pemerintah 

kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk 

barang kecuali uang a tau jasa. 

e) Badan clan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan 

yang Berbadan Hukum Indonesia 

(1) Hibah kepada badan clan lembaga diberikan kepada 

badan dan lembaga: 

(a) yang bersifat nirlaba, sukarela clan sosial yang 

dibentuk berdasarkan peraturan perundang- 

undangan; 

(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

telah memiliki surat keterangan terdaftar yang 

diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau 

bupati/wali kota; atau 

(c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial 

kemasyarakatan berupa kelompok 

masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 
sepanjang masih hidup clan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, dan 

keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah melalui 

pengesahan atau penetapan dari pimpinan 

instansi vertikal atau kepala satuan kerja 

perangkat daerah terkait sesuai dengan 

kewenangannya. 

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan clan 

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 
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(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan 

(c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang 

bersangku tan. 

f) Partai Politik 

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan 

kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 

provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, Besaran 

penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai 

politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 

c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 

menunjang pencapaian sasaran program, 

kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah 

pemberi hibah. 

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

(a) telah terdaftar pada kementerian yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi 

manusia; 

Daerah untuk administrasi Pemerintah 

hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan 

dengan persyaratan paling sedikit: 

(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; 

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala 

desa setempat atau sebutan lainnya; dan 

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan 

Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah 



tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh 
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

(3) partai politik dan/atau 
(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang- 

undangan; 
d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 

e) memenuhi persyaratan penerima hibah. 
7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang 

disampaikan kepada Kepala Daerah. 
8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material 

atas penggunaan hibah yang diterimanya. 
9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 
evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala 
daerah. 

f. Belanja Bantuan Sosial 
1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang 
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 
risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 
berkelanjutan. 

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan 
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 
fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan 
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak 
dapat hidup dalam kondisi wajar. 

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai 
dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah 
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memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan 
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan 
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 
a) individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang 

mengalami risiko sosial; atau 
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, 

keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk 
melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat 
yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai 
dampak risiko sosial. 

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, 
kelompok dan/ a tau masyarakat terdiri atas bantuan sosial 
kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat 
yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya. 

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan 
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak 
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, 
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan 
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan 
secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan 
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat 
tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, 
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, 
ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 
sudahjelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat 
penyusunan APBD. 

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari 
calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. 

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan 
dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, 
rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, 
dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat 
daerah terkait. 



12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak 
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang 
lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang 
bersangkutan. 

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya tidak rri.elebihi pagu alokasi anggaran yang 
direncanakan. 

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. 

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. 

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 
a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan 

kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi 
dari kemungkinan risiko sosial; 

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan 
memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali 
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan 
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak 
harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan 
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 
penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan 

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan 
pemberian bantuan sosial meliputi: 
( 1) rehabilitasi sosial 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar. 

(2) perlindungan sosial 
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko 
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, 
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan 
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 
dasar minimal. 
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(3) pemberdayaan sosial 
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau 

kelompok masyarakat yang mengalami masalah 

sosial mempunyai daya, sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan dasarnya. 

(4) jaminan sosial 

merupakan skema yang melembaga untuk 

menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

(5) penanggulangan kemiskinan. 
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 

kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 

kemanusiaan. 
(6) penanggulangan bencana 

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 
untuk rehabilitasi. 

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan 
tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala 

daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan 

kewenangannya. 
18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan 

material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 
evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan 

kepala daerah. 
3. Ketentuan Terkait Belanja Modal 

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 

2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut: 
a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 
1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 
3) batas minimal kapitalisasi aset. 
Selain kriteriajuga memuat kriteria lainnya yaitu: 

1) berwujud; 



2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 
3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 

entitas; dan 
4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset 
tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal 
kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. 

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. 
Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah 
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan 
aset sampai aset siap digunakan. 

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: 
1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 
dipakai 

2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk 
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan 
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 
siap pakai. 

3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk 
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk 
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 
dalam kondisi siap dipakai. 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, 
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah 
serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan 
dalam kondisi siap dipakai. 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan 
aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh 
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset 
tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 
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Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dar 

harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nila 
tercatatnya. 

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset 
tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan 
di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya 
berupa aset tidak berwujud dengan kriteria: 
1) dapat diidentifikasi; 
2) tidak mempunyai wujud fisik; 
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau 

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas 
kekayaan intelektual; 

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 
5) memiliki manfaat ekonomi masa depan. 

4. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga 
Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur 
sebagai berikut: 
a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan 

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan 
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan 
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 
tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak 
dapat direncanakan sebelumnya. 

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing 
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

c. Keadaan darurat meliputi: 
1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan / atau 
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 
Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA 
SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik 
sosial, dan/ atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan 
tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar 
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pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain 
pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada 

pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, 

bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 
3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 
amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau 

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/ atau masyarakat. 
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pemenuhan kelangsungan terjaminnya untuk 

biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap 

darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban 
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 

kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan 

kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. 
Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu 

status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap 
darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap 

tanggap darurat selesai. 
d. Keperluan mendesak meliputi: 

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; 

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 
a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan 

belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan 
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam 

tahun anggaran berkenaan, seperti: 

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran 
kekurangan gaji, tunjangan; dan 

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk 
pembayaran telepon, air, listrik dan internet 

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja 
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Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum 

tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, 

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ a tau 
Perubahan DPA SKPD. 

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. 

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 
tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian 

atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat 
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. 

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: 
1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) 

paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan 

daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); 
2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTI 

kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak 
diterimanya RKB. 

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian 

objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. 
i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai 

keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan: 
1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, 

dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan 
dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau 

2) memanfaatkan kas yang tersedia. 
Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan 
diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai 
keadaan darurat dilakukan dengan tahapan: 
1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk 

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk 
konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/ atau 
dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan 
tugas dan fungsi mengajukan rencana ke bu tuhan belanj a 
kepada PPKD selaku BUD. 

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD 
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mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD 
yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling 

lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana 
kebutuhan belanja. 

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai 
keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari 
belanja tidak terduga kepada belanja SKPD /Unit SKPD yang 
membidangi, dengan tahapan: 
1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak 

terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD 
yang membidangi keuangan daerah; 

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja 
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam 
Perubahan DPA-SKPD; dan 

3) RKA-SKPD dan/ a tau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak 
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan 
perubahan APBD. 

1. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan 
mendesak dilakukan dengan tahapan: 
1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak 

terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD 
yang membidangi keuangan daerah; 

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja 
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam 
Perubahan DPA-SKPD; dan 

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak 
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan 
perubahan APBD. 



m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga 

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

5. Ketentuan Terkait Belanja Transfer 

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan 

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur 

sebagai berikut: 
a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan 

sub rincian objek. 

b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi 

keuangan daerah. 

c. Belanja Bagi Hasil 

1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil 

yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada 

kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah 

tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Belanja Bantuan Keuangan 

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain 

dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 

2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu 

lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/ a tau 

penerima bantuan keuangan. 

3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan 
56 



oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Bantuan keuangan terdiri atas: 

a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; 

b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; 

c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah 

kabupaten/kota di wilayahnya dan/ atau Daerah 

kabupaten/kota di luar wilayahnya; 

d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah 

provinsinya dan/ a tau Daerah provinsi lainnya; dan/ atau 

e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau 

kabupaten/kota kepada desa. 

5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. 

a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan 

pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah 

dan/ a tau pemerintah desa penerima bantuan. 

b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya 

ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan 

pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

penerima bantuan. 

c) Dalam hal pemerintah daerah dan/ atau pemerintah desa 

sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak 

menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, 

pemerintah daerah dan/ atau pemerintah desa sebagai 

penerima bantuan keuangan khusus wajib 

mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi 

keuangan khusus. 

d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat 

khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana 

pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan 

belanja desa penerima bantuan. 

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan 

keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 
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1. Ketentuan Umum 
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah 
sebagai berikut: 
a. Pembiayaan daerah terdiri atas: 

1) penerimaan pembiayaan; dan 
2) pengeluaran pembiayaan. 

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. 
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 
a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub 
rincian objek pembiayaan daerah 

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian 
objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan 
kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD. 

c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus 
anggaran atau menutup defisit anggaran. 

2. Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan 
Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: 
a. SiLPA; 
b. pencairan Dana Cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. penerimaan Pinjaman Daerah; 
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat 
ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut: 
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a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari 
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan 
pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain 
Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan 
Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga 
sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/ atau sisa 
dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana 
pengeluaran Pembiayaan. 

b. Pencairan Dana Cadangan 
1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan 

pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke 
Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan 
Dana Cadangan bersangkutan. 

3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran 
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan 
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam 
portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 

5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari 
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan 
bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal 
hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana 
cadangan dan/ atau penempatan dalam portofolio 
dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah. 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat 

berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 
3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta 

jual beli, nota kredit, clan dokumen sejenis lainnya. 
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menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk 

penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan 

diterima pada tahun anggaran berkenaan. 

3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari: 

a) pemerintah pusat; 

b) pemerintah daerah lain; 

c) lembaga keuangan bank; 

d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau 

e) masyarakat. 

4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan 

untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang 

diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk 
menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan 
Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk: 
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 
b. penyertaan modal daerah; 
c. pembentukan Dana Cadangan; 
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
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untuk digunakan daerah pinjaman 2) Penerimaan 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah; 

1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah 

pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran 

berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian 

pinjaman bersangkutan. 



Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat 

ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut: 
I 

a. Pernbayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo .. 
1) Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo digunakan 

untuk menganggarkan pembayaran pokok utang. 

2) Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo didasarkan 

pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian 

pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama 

dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus 

diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan 

perjanjian pinjaman. 

3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 

merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan 

kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan 

dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan 

berakhirnya kewajiban dimaksud. 

5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak 

mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala 

daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran 

mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD. 

b. Penyertaan Modal Daerah 

1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada 

badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik 

negara, badan usaha swasta dan/ a tau koperasi. 

2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan 

perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat 

ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. 

4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi: 

a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang 

mendapatkan penyertaan modal daerah; 
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b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu 
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai 
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal 
daerah; 

c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil 
penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu 
tertentu; 

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu 
tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal 

daerah; 
e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu 

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai 
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal 
daerah; 

f] peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu 
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung 
dari penyertaan modal daerah; 

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat 
dari penyertaan modal daerah. 

5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal 
berupa investasi surat berharga dan/ a tau penyertaan modal 
berupa investasi langsung. 

6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan 
dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat 

utang. 
7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan 

dengan cara penyertaan modal daerah dan/ atau pemberian 
pinjaman. 

8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam 
pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), 
penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank 
atau lembaga keuangan bukan bank. 

9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan 
investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis 
oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. 

10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan 
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 
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berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. 

11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah 
walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh 
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain 
telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal 
daerah bersangkutan 

12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama 
antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD. 

13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan 
investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan 
anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban 
penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta 
pembinaan dan pengawasan. 

15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan 
kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara 
nasional. 

16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada. 
17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak 

diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah 
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah 
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan. 

18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah 
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang 
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai 
penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan 
Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang surat berharga clan investasi 

langsung. 



20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan 
modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun 
perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan 
dalam dokumen rencana kegiatan investasi. 

21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD 
selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala 
daerah. 

22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, 
pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan 

modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan 
penyertaan modal. 

23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah 
dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. 

24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala 
daerah. 

25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah 
berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio 
dan analisis risiko. 

c. Pembentukan Dana Cadangan 

1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk 
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana 
daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 
anggaran. 

2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan 
daerah kecuali dari: 
a) DAK; 
b) pinjaman daerah; dan 
c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan 
dikelola oleh PPKD selaku BUD. 

5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang pembentukan dana cadangan. 
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4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah 

diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan Terkait Pembiayaan N~to 

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto: 

a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran 

pembiayaan. 

b. digunakan untuk menutup defisit anggaran. 
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menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan 

kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, 

badan usaha milik negara, koperasi, dan/ atau masyarakat. 

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat 

persetujuan DPRD. 

3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA 

dan PPAS. 

untuk digunakan daerah pinjaman 1) Pemberian 

d. Pemberian Pinjaman Daerah 

6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran 

pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 

7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan 

sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana 

cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan 

dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan 

dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke 

rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun 

anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan 

ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala 

daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD. 



Berdasarkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah 

sebagai berikut: 

1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja 

Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 

2. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 

3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 

4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk 

pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari 

penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b. penyertaan modal Daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ a tau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan 

pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam 

pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian. 

8. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD 

dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai 

dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran. 
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10. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas 

maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan 

Agustus untuk tahun anggaran berikutnya. 

11. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

12. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi 

penundaan penyaluran Dana Transfer Umum. 

13. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan 

batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal 

defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah 

yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

14. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian 

defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah 

kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing- 

masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

15. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD. 

16. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto. 

17. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan 

dengan pengeluaran Pembiayaan. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber darijenis SILPA tahun 

sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk 

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk 

menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; 

b. pencairan dana cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. pinjaman daerah; dan 
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A. KUA DAN PPAS 
1. Ketentuan Umum KUA dan PPAS 

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip: 
a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan 
daerah; 

BAB III 
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

G. KETENTUAN SILPA 

1. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) 
tahun berkenaan bersaldo nihil. 

2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah 
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, 
kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, 
kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran 
pembiayaan. 

3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah 
Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran 
pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan 
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau 
pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan. 

e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun 

anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD 

yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan. 

4. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit 

APBD pada tahun berikutnya. 

5. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan 

penyaluran dana transfer umum. 



b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah 

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara 

lain: 

1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan 

pemerintah dengan pemerintah daerah; 

2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 

berkenaan; 

3) teknis penyusunan APBD; dan 

4) hal-hal khusus lainnya. 
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b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 

c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; 

d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan: dan 

f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program 

prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan 

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah. 

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat 

ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut: 

a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan 

APBD. 
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c. Rancangan KUA memuat: 

1) kondisi ekonomi makro daerah; 

2) asumsi penyusunan APBD; 

3) kebijakan Pendapatan Daerah; 

4) kebijakan Belanja Daerah; 

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit 

dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, 

asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, 

kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan 

daerah. 

d. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: 

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan 

untuk masing-rnasing urusan yang disinkronkan dengan 

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam 

rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk 

pemerintah provinsi; 

3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan 

untuk masing-rnasing urusan yang disinkronkan dengan 

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam 

rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program 

provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah 

provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; 

dan 

4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran 

sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub 

kegiatan. 

e. Sub kegiatan dapat dianggarkan: 

1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub 

kegiatan tahun jamak. 

f. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang 

tercantum dalam RPJMD. 

g. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling 

sedikit: 



1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang 

secara teknis merupakan satu kesatuan untuk 

menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu 

penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun 

anggaran berkenaan; 

2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut 

sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun 

anggaran; clan 

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut 

sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun 

anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, 

pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah 

sakit, pelayanan pembuangan sampah, clan pengadaan jasa 

pelayanan kebersihan (cleaning service). 

h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas 

persetujuan bersama antara Kepala Daerah clan DPRD, yang 

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA clan 

PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun 

Jamak tidak melampaui akhir tahun masajabatan Kepala Daerah 

berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan 

prioritas nasional dan/ atau kepentingan strategis nasional sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. Penyusunan rancangan KUA clan PPAS menggunakan klasifikasi, 

kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

dan pemutakhirannya. 

j. Proses penyusunan rancangan KUA clan PPAS memuat informasi, 

aliran data, serta penggunaan clan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS 

Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Pemerintah 

Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan 

terkait KUA dan PPAS sebagai berikut: 

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk 
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dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD. 

b. Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan 

kegiatan/ sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan 

rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk 

disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan 

KUA dan rancangan PPAS. 

c. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang 

memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan 

keten tuan peraturan perundang-undangan. 

d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 

ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling 

lambat minggu kedua bulan Agustus. 

e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama 

DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun 

RKA SKPD. 

f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat: 

1) nama Kegiatan; 

2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 

3) jumlah anggaran; dan 

4) alokasi anggaran per tahun. 

h. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan 

sementara, Wakil Kepala Daerah bertugas untuk: 

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada 

DPRD; dan 

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota 

kesepakatan PPAS 

i. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan 

tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat 

sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk: 

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada 

DPRD; dan 



2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota 

kesepakatan PPAS 

j. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas 

pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota 

kesepakatan KUA dan PPAS. 

k. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama 
rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) 
minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan 
kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan 
RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun 
Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara 
Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan 
APBD diuraikan sebagai berikut: 
1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan 

data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat 
dalam RKPD; 

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan 
data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator 
kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD. 

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 
PPAS kepada DPRD. 

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 
KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada 
muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS. 

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama 
berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan 
PPAS. 

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan 
PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota 
kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala 
daerah dengan pimpinan DPRD. 
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Nama Nama 

~ 
~ 

~ 
l§!I@J 

Pimpinan DPRD 

VIII PENUTUP 
Pada bah ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain y;a,ng disepakati DPRD dan Kepala 
Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebi,iakan Umurn APBD 
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam 
penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan 

............. Tanggal, . 
Gubernur/Bupati/Walikota . 

VII. STRATEGI PENCAPAIAN 
Pada bah ini memuat langkah konkret dalam mencapai target. 

VI. KEB[JAKAN PEMBIA Y AAN DAERAH 
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan 
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan 

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan 

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
3. 1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah 
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah 

I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 
1.2. Tujuan penyusunan KUA 
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA 

PROVINS!/ KABUPATEN / KOTA . 
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) 

TAHUN ANGGARAN .... 

a. Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 

4. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS 

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan 

yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS 

antara lain sebagai berikut: 

a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(KUA); 

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 

c. Nota Kesepakatan KUA; 

d. Nota Kesepakatan PPAS; 

e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak; 

f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan. 
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Nama Nama 

~ 
l!dJ 

............. Tanggal, . 
Gubernur /Bupati /Walikota . Pimpinan DPRD 

[~] 

I. PENDAHULUAN 

II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH 

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH 

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 

VI. PENUTUP 
Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA .... dibuat 
untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan 
APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara 
Pemerintah Dae rah dan DPRD terhadap PPAS 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 

TAHUN ANGGARAN .... 

b. Ilustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
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KODE PENERIMAAN DAERAH ALO KASI DA SAR 
ANGGARAN HU KUM 

1 2 3 4 
4. PENDAPATAN DAERAH 

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 
4.1.01. Pajak Dae rah 
4.1.02. Retribusi Daerah 

4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Dae rah Yang 
Di sisahkan 

4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah 

4.2. PENDAPATAN TRANSFER 
4.2.01. Pendapa.tan Transfer Pemerintah Pusat 
4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

4.3.01. Pendapatan Hibah 
4.3.02. Dana Darurat 

4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 

6.1. PENERIMAAN PEMBIAY AAN 

6.1.01. Sis a Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 

6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daer ah yang 
Dipisahkan 

6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

6.1.05. Dae rah 
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai 

6.1.06. dengan Ke tentuan Peraturan Perundang- 
Undangan 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAY AAN 

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 

TABEL 2.1 
RENCANA PENERIMAAN DAERAH 

Tahun Anggaran .... 
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URUSAN PEMERJNTAI IAN DAERAH 
PLAFON ANGGARAN 

KET DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) 

1 2 3 4 

1. 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELA YANAN DASAR 

1.01. P8NDIDIKAN 
1.0 I .X•X.X·X.X·X.XX. Dinas ... 
1.01.x-x.x-x.x-x.x..:.xx. Proerarn ... 
I .O'l.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kcziatan ... 
1.01.x-x.x-x.x· Sub Ker:iatan ... 

Ost ... 

1.02, KESEHATAN 
I .02.x-x.x-x.x-x.xx. Dlnas ... 
1.02.x-x.x-x . .x-x.xx.xx. Prozram ... 
1.02.X·X.X·X.X·X.XX.X,~.x.xx. Keeiatan ... 
1.02.x-x.x-x.x· Sub Keeialan ... 

Dst ... 
1.03. PEJ<ERJ/\AN UMUM DAN PENA1'MN RUANO 
1.03.x-x.x·x.x-x.xx. Dinas ..• 
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pruzrarn ... 
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. l{er:iatn11 .. 
1.03 .X·X.X·X.X· Sub Ker:1ata11 ... 

Ost ... 

1.04. PERUMAIJAN RAJ<YATDI\N KI\WASAN PERMUKJMAN 
1.04 .X·X.X·X.X·X.XX. Dlnas ... 
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prozram ... 
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke~alan ... 
1.04.x-x.x-x.x- Sub Ke slaran ... 

Dst ... 

1.05. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 
PELINDUNGAN MASYI\RAl<AT 

1.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prceram ... 
1 .Ofi.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keziatun •.. 
1.05.x-x.x-x.x- Sub Keziatan ... 

Ost ... 

1.06. SOSJAI. 
1.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proaram ... 
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.JQC. Keziatan ... 
1.06.x-x.x-x.x- Sub Ker:iato.n ... 

Dst ... 

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAJTAN DENGAN P[t;LAYANAN DASAR 

2.07. TENAGA KGRJA 
2.07 .x-x.x-x.x-x.xx, Dinas ... 
2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prozram ... 
2 .07 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx, Kcziatan ... 
2.07.x-x.x-x.x- 

Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx, 
Dst ... 

2.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAi< 

2.08.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proararu ... 
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke!l'iatan ... 
2.08.x-x.x-x.x- 

Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 
Dsr .. 

TABEL 4.1 
PLAF N ANGGARAN SEM8NTARA BERDASARKJ\N URUSAN PEM~lNTAl!AN DAN PROGRAM/l(ll:G!ATAN 
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2.09. PANGAN 
2.09.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
2.09. X-X.X-X.X-X. XX,X:.X.X,X."<. Kegiatan ... 
2.09.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 

2.10. PERTANAHAN 
2.1 O.x-x.x-x.x-x.xx. Dlnas ... 
2.1 O.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
2.1 Ovx-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keaiatan ... 
2.10.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 

2.11. LINGKUNGAN HIDUP 
2.11.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2. l Lx-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keziatan ... 
2.11.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx, 

Ost ... 

2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIP!L 

2.12.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ..• 
2.,12.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kee:iatan ... 
2.12.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 

2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
2. 13.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keziatan ... 
2.13.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost •.. 

2.14. PENGENDALlAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BEREN CANA 

2.14.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.14.x-x.x-X.JHC.XX.XX. Program ... 
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 
2.14.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
X,.XX.lQ(.X.XX.XX. 

Ost ... 

2.15. PERHUBUNGAN 
2.15.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keziatan ... 
2.15.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx, 

Dst ... 

2.16. KOMUN!KAS! DAN INFORMATIKA 
2.16.x-x.x-x.x-x.xx. Dlnas ... 
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kcgiat:111 ... 
2.16.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 

2.17. KOP!cR/\SJ, USAHA KECII,, DAN MENENGAII 
2.17.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prcarum ... 
2.1 7 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keaiatan ... 
2.17 .x-x.x-x.x- Sub Kegiatan •.. x.xx.xx.x.xx.xx. 

Dsl ... 
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Ds l ... 

Sub Kegiatan ... 

Kealatan ... 
Pi oararn .. 
Dinas ... 
P/\RIWISATA 

Ost ... 

Sub Kegiatan ... 

Kcl!ial8n ... 
Program ... 
Dlnas ... 

3.26.x-x.x-x.x- 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. 
3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 
3.26.x-x.x-x.x-x.xx. 
3.26. 

3.25.x-x.x-x.x- 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. 
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 
3.25.x-x.x-x.x-x.xx. 

KELA UTAN DAN PERIKANAN 

URUSAN P8M£::RlNTAlJAN PILIHAN 

Dst ... 

Sub Kegiat:an ... 

Keniatan ... 
Program ... 
Dlnns ... 
KEARSlPAN 

Dst ... 

Sub Kegiatan ... 

KcJ:(latan ... 
Proaram ... 
Dinas ... 
PERPUSTAfCAilN 

Ost ... 

Sub Kegiatan .. 

Kcgialw1 ... 

Dino.s ... 
KEBUDAY/\AN 

Dst ... 

Sub Kegiatan ... 

Kcgiatan ... 
Program ... 
Dinas ... 
PERSANDIAN 

3.25. 

3. 

2.24.x-x.x-x.x- 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. 
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 
2.24.x-x.x-x.x-x.xx. 
2.24. 

2.23.x-x.x-x.x- 
x.xx.xx.x.xx.xx, 

2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. 
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 
2.23.x-x.x-x.x-x.xx. 
2.23. 

2.22.x-x.x-x.x- 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. 
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 
2.22 .x-x.x-x.x-x.xx, 
2.22. 

2.21.x-x.x-x.x- 
x.xx.xx.x.xx.xx, 

2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. 
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 
2.21.x-x.x-x.x-x.xx. 
2.21 

Ost ... 

Sub Kegiatan ... 

Keglatan ... 
Program ... 
Dinas ... 
STATISTIK 

Ost ... 

Sub Kegiatan ... 

Keziatan ... 
Program ... 
Dinas ... 
KEPEMUDMN DAN OLAH RAGA 

2.20. x-x.x-x.x- 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx, 
2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx, 
2.20. x-x.x-x.x-x.xx, 
2.20. 

2.19.x-x.x-x.x- 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. 
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 
2 .19.x-x.x-x.x-x.xx. 
2.19. 

Dsl ... 

Sub Kegiatan ... 2.18.x-x.x-x.x- 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

Keaiatan ... 2. 18.x x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx, 
Program ... 2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 
Dlnas ... 2.18.x-x.x-x.x-x.xx. 
PENN'JAMAN MODAL 2.18. 
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3.27. PERTANIAN 
3.27 .x-x.x-x.x-x.xx. Dlnas ... 
3. 27 .x-x.x-x.x-x.xx .X.'<. Program ... 
3.27 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keniatan ... 
3.27.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan x.xx.xx.x.xx.xx. .. 

Ost ... 

3.28. KEHUTANAN 
3.28.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
3.28.x-x.x-x.x-x.JO<.xx.x.xx. J{cgiata11 ... 
3.28.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 

3.29. E.NERGI DAN SUM BER DAYA MINERAL 
3.29.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proarum ... 
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegialan ... 
3.29.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
X.XX.XX.X.XXJOC. 

Ost ... 
3.30. PERDAGANOAN 
3.30.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
3.30.x-x.x-x.K-x.xx.xx.x.x.~. l{eglaia.n ... 
3.30.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx, 

Dst ... 

3.31. PERlNDUSTRlf\N 
3.31.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kcglamn ... 
3.31.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan x.xx.xx.x.xx.xx. .. 

Dst ... 

3.32. TRANSMIGRAS! 
3.32.x-x.x-x.x-x~xx. Dinas ... 
3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke aiatan ... 
3.32.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Dst ... 

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 
4.01. SEKRETARIAT DAERAH 
4.0 l .x-x.x-x.x-x.xx, Sekreta:riat Daerah 
'1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
4.CJ I .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx, Keaiatan ... 
4.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Dst ... 

4.02. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH 

4.02.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat DPRD 
-i.oz.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prozram ... 
4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. l(e,:,;iatan ... 
4.02.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERLNTAHAN 

5.01. PERENCANAAN 
5.0 l .x-x.x-x.x-x.xx, Dinas/Bndan/Ko.nlor ... 
5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keaiatan ... 
5.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 
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5.02. KEUANGAN 
5.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dlnus/Badr:tn/Kantor ... 
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keztatnn ... 
5.02.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost .. 

5.03. KE:PEGAWAIAN 
5.03.x-x.x-x.x-x.x.'<. Dinas/Badsn/Kantor ... 
5.03.x-x.x-x.x-x.Xl<.x.x. Prourum ... 
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.x.'C.x.xx Keaiatan .. 
S.03.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan x.xx.xx.x.xx.xx, ... 

Ost ... 

5.04. PENDID!KMI DAN PELA'l1HAN 
5.04.x-x.x-x.x-x.xx. Dlnas/Badan/K:mtor ... 
5. 04.x-x.x-x.x-x.x>!. xx. Program ... 
5.04 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx, K1:.11:1M.ttn ... 
5.04.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan .. x.xx.xx.x.xx.xx. 

Dst ... 

5.05. PENELl11AN DAN PENG.EMBANGAN 
5.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dlnaa/Baderr/Kuntor ... 
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. P,·02113.rn ... 
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. ri:<:J1,1atun ... 
5.05.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx, 

Ost ... 
5.06. PENGHUBUNG 
5.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/ Sadan/ Kantor ... 
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kcgiatan ... 
5.06.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost .. 

5.07. PENGELOL.MN PERBATASAN 
5.07 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinea/Badan z Kantor ... 
S.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
5.07 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx, Keaiatan ... 
S.07.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan .. x.xx.xx.x.xx.x.x. 

Ost ... 

6. UNSUR Pl!:NCAWAS 

6.01. UNSUR PENGAWAS 
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. Inspcktorat 
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program .. 
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keziatan ... 
6.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 

7. UNSUR KEWILAYAHAN 
7.01. KECAMATAN 
7.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kecamatun ... 
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kealatan ... 
7.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx, 

Ost ... 

7.02. KOTA AOMINSTRASI 
7 .02.x-x.x-x.x-x.xx. l<ola ... 
7 .02 .x-x.x-x.x-x.xx.xx, Prozram ... 
7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kealatan ... 
7.02.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Dst ... 
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7.03. KABUPATEN ADMINSTRASJ 
7.03.x-x.x-x.x-x.xx. Kabupaten ... 
7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
7.03.x-x.x-x.x-x.x.-..xx.x.xx. Keaiatan ... 
7.03.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan x.xx.xx.x .xx.xx. ... 

Dst ... 

8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLJm< 
8.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kesatuan Banasa Dan Politik ... 
8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keziatan ... 
8.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 

9. URUSAN KEKHUSUSAN 
9.01. PANIRADYA KAISTIMEWAN 
9.01.x-x.x-x.x-x.xx. Paniradva Kaistimewan ... 
9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 
9.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

Ost ... 

9.02. SYARIATISLAM ACEH 
9.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas Svariat Islam Aceh ... 
9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keaiatan ... 
9.02.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx. 

Dst ... 

9.03. SEKRETARIAT MAJ ELIS PERMUSYAWARATAN 
ULAMA (MPU) 

9.03.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ... 

9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.x.-.. Keaiatan .. 
9.03.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx, 

Ost ... 

9.04. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 
9.04.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Majelis Adat Aceh ... 
9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proaram ... 
9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ... 
9.04.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
X.XX.)()(.X.XX.XX. 

Ost ... 

9.05. SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH 
9.05.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Baitul Mal Aceh ... 
9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kcaialan ... 
9.05.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
x.xx.xx.x.xx.xx. 

Dst ... 

9.06. SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASJ ACEH 
9.06.x-x.x-x.x-x.xx. Sekrctariar Badan Relntegrasi Aceh ... 
9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro1,tram ... 
9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. l{cg!atan ... 
9.06.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ... x.xx.xx.x.xx.xx, 

Dst ... 
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PLAFON ANGGARAN 
NO. URAIAN SEMENTARA 

(Rp.) 
PEMBIAY AAN DAERAH 

6.1. Penerimaan Pe mbiavaan 
6.1.01. Sisa Le bih Pe r hi turigan Ariggaran Tahun Ariazar an 
6.1.02. Pencairan Dana Cadarigan 
6.1.03. Hasil Pe njualan Ke kavaan Dae rah yang Dipisahkan 
6.1.04. Pe ne rimaan Pinj aman. Dae rah 
6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian PinJaman Dae rah 

6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah Penerimaan Pe mbiayaari 

- 
G.2. Pe nge hrarari Pe mbiavaan 
6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan 
6.2.02. Pe nye rtaan Modal Dae rah 
6.2.03. Pemba~a.ran Cicilan Pokok Utang yans Jatuh Tempo 
6.2.04. Pemberian Pinjaman Daerah 

6.2.05. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Pe rundang-Undangan 

Jumlah Pengeluaran pernbiayaan 

Pe mbiavaan Neto 

TABEL 5.1 
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBlAYAAN 

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN 
(Rp.) 

1 Belanja Ope r asi 
a. Belanja Pegawai 
b. Be lanj a Barang dan J asa 
c. Be lanja Bunga 
d. Belanja Subsidi 
e. Belarija Hibah 
f. Be larija Bantuan Sosial 

2 Be Ianja Modal 
a. Belanja Modal Tanah 
b.Be la.nja Modal Peralatan dan Mesin 
c. Be lanja Modal Gedung dan Banzurian 
d. Be lanja Modal Jalan, .Jaringan, dan lrigasi; 
eBe lanja Modal Aset Te tap Lainnya; 
f.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; 

3 Belanja Tidak 1'erduga 
4 Belanja Transfer 

a. Be lanja Bagi Hasil 
b. Be larija Bantuan Ke uangan 

TOTAL 

TABEL 4.2 
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja 
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Nama 
WAKILKETUA 

Nama 
WAKILKEfUA 

Nam a 
KEfUA 

Nama 

Selaku, 
PIHAK PERTAMA 

Gubernur /Bupati /Walikota ..... 

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran .... 

............. Tanggal, . 
Pimpinan DPRD 

Provinsi/kabupaten /Kota . 
Selaku, 

PIHAK KEDUA 

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara 
DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan 
prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA .... 

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD 
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... , Kebijakan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 

Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota . Jabatan 
Alamat Kantor 

b. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

c. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

d. Dst . 
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...... 

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Ka btrpa teri y Kota " . 
2 a. Nama . 

: Gubernur /Bupati/Wali Kota .. Jabatan 
Alamat Kan tor 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama .. 

c. Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA 
NOTA KESEPAKATAN 

ANT ARA 
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA . 

DENG AN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA . 

NOMOR. . 
TANGGAL . 

TENT ANG 
KEBIJAKAN UMUM 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 
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Nama 

WAKIL KETUA 

Nam a 
WAKILKETUA 

~ 
~ 

Nama 
KETUA 

Nama 

Selaku, 
PIHAK PERTAMA 

Gubernur /Bupati/Walikota ..... 

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah (APBD) Tahun Anggaran .... 

............. Tanggal, . 
Pimpinan DPRD 

Provinsi/kabupaten/Kota . 
Selaku, 

PIHAK KEDUA 

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalarn 
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan 
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA ... , para pihak sepakat terhadap 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan 
pembiayaan daerah TA ... , Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan 
Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA ... 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dtu:'.rah (AP13D) pe r l u clisusun Priorf tas clan Plafon Anggaran Se me o ta ra (PPAS) y1c=g 
disepalcali bcrsama aru.ara DPRD d rrga.n Pe m rintah Daerah, untuk selanjuLnya dijadilrn.n 
se be.ga.l lasar p'nyusunan Rancangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...... 

Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 

Alamat Kantor 
b. Nama 

Jabatan 
Alamat Kantor 

c. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

Alamat Kantor .. 
bertindak selaku dan atas nama 11temerintah Provinsi/ Kabu11taten/Kota ·, .. 

2 a. Nama .. 
Jabatan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota . 

: Gubernur /Bupati/Wali Kota . Jabatan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama . 

d. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS 
NOTA KESEPAKATAN 

ANT ARA 
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 

DENG AN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! /KABUPATEN /KOTA . 

NOMOR. . 
TANGGAL . 

TENT ANG 
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

TAHUN ANGGARAN 
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Pasal2 
Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah: 
(1) . 
(2) . 
,: 
J3) .. 
(4) Dst. 
(Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini) 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 1 
(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi 
untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud 

BAB I 
DASARHUKUM 

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun 
Jamak di Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... Tahun ... , Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yang 

: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 

: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 
b. Nama 

Jabatan 
Alamat Kantor 

c. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

d. Dst . 
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...... , selanjutnya disebut sebagai PIHAK 

Alamat Kantor 

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota·). 
selaniutnva disebut sebagai PIHAK KESATU. 

2 a. Nama .. 
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota . 

Alamat Kantor 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama . 

Jabatan : Gubernur /Bupati/Wali Kota . 

e. Ilustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak 

NOTA KESEPAKATAN 
ANT ARA 

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...... 
DEN GAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ...... 

NOMOR. .. 
TANGGAL.. .. 

TENTANG 
PELAKSANMN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK 

(NAMA PEKERJMN) 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. . 
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Pasal 8 
Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Dst. 

(1) 
(2) 
(3) 

Pasal 7 

BAB VI 
PENYESUAIAN HARGA 

Pasal 6 
(1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ... 

Provinsi/Kabupaten/Kota*) ....... 

BABV 
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK 

Pasal 5 
Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ... , Tahun .:. dan Tahun ... 

BAB IV 
PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Pasal 4 
(1) Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran 

Pcndapatan dan Belanja Daerah Prov!nsi/Kabupaten/Kota*) .... 
(2) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun .Jarnak untuk membiayai kegiatan/sub 

kegiatan sebs gaim· na dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjurnlah Rp ... (terbilang). 
(3) Rincian anggaran kegiatan/sub keglatan sebagaimana dimaksucl dalarn Pasal 3 

a. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut: 
1). Tahun senilai Rp (terbilang); 
2). Tahun senilai Rp (terbilang); 
3). Dst. 

b biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut: 
1). Tahun senilai Rp (terbilang); 
2). Tahun senilai Rp (terbilang); 
3). Dst. 

c. Dst. 

Pasal 3 
Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan), yang 
(1) biaya pekerjaan dengan pagu senilai Rp (terbilang); 
(2) biaya pekerjaan dengan pagu senilai .Rp (terbiJang); 
,.(3) Ost. 

BAB III 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK 
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Nama 
WAKIL KETUA 

Nama 
WAKIL KETUA 

9 
~ 

Nama 
KEI'UA 

Nama 

Gubernur /Bupati/Walikota ..... 

. Tanggal, . 
Pimpinan DPRD 

Provinsi/kabupaten/Kota . 
Selaku, 

PIHAK KEDUA 
Selaku, 

PIHAK PERTAMA 

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing 
mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

Pasal 9 
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan mi sepanjang mengenai 
pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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Nam a Nama 

~ 
~ 

............. Tanggal, . 
Ketua DPRD 

Provinsi/kabupaten/Kota . Gubernur /Bupati/Walikota ..... 

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA . 

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian clan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... , 
dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini. 

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Provinsi/Kabupaten/ Kota . 

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA 
dan PPAS TA yang tidak terdapat dalam RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota TA. . 
yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud 
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita 
Acara Kesepakatan ini. 

Alamat Kantor 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama . 

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota . 
Alamat Kantor . 
bertindak selaku dan atas nama 11emerintah Provinsi/ Kabujsaten I Kata 'J .. 

2. Nama .. 
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 

f. Ilustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/ Sub Kegiatan 
BERITA ACARA KESEPAKATAN 

ANT ARA 
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...... 

DEN GAN 
KETUA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

NOMOR. .. 
TANGGAL.. . 

TENTANG 
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU 

PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD 
TAHUN ANGGARAN .... 





94 

~ § 
~ .... 

clS 

a '6h 
~ 

~ ,g 
~ (/'J 

~ § 
~ ...... 

cd 

~ '6h 
~ ~ 

§ § 
clS ~ ·i::;, § 

~ "C § 
~ ! & E! cd ...... 

M § ~ ~ ~ q & it ...... :::> b< Cl 

N 



pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain: 
1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, 

kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber 
pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi; 

2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, 
kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus 
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer 
khusus berkenaan; 

3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, 
kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana 
jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak 
kendaraan bermotor /pendapatan bagi hasil berkenaan. 

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, 
kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan 
pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari 
pendapatan dana alokasi umum. 
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dan penerimaan pembiayaan yaitu 
belanja dengan sumber pendanaan 

Rencana pendapatan 
hubungan anggaran 

c. 

B. RKA SKPD 

1. Ketentuan Umum RKA SKPD 

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor 12 

tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait RKA- 

SKPD sebagai berikut: 

a. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA- 

SKPD diterbitkan palirig lambat 1 (satu) minggu setelah 

rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati. 

b. Surat Edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat: 

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang terkait; 

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, 

kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana 

pendapatan dan penerimaan pembiayaan; 

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan 

4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode 

rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, 

standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan 

APBD. 



2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan 

seluruh proses perencanaan dan penganggaran di 

lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana 

kerja dan anggaran. 

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan: 

a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang 

diharapkan dari sub kegiatan; 

b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 

c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 

i. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan 

penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada: 
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dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara 

bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju 

berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, 

kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun 

anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang 

direncanakan. 

Daerah Menengah Jangka Pengeluaran 1) Kerangka 

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, 

serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang 

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. 

e. Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD 

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub 

kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 

semester pertama tahun anggaran berjalan. 

f. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik. 

g. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan 

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai 

dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri 

tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap 

tahun. 

h. RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan 

pendekatan: 



mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan 
efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan 
sub kegiatan; 

3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari 
suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan 
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur; 

4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran 
atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu sub kegiatan; 

5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan 
jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah 
dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional; 

6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan 
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 
paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan 
pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan 

7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja 
dalam menentukan capaianjenis dan mutu pelayanan dasar 
yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak 
diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

j. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan 
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, 
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja 
serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD 
mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub 
kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 
semester pertama tahun anggaran berjalan. 

k. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub 
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum 
diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau 
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dengan semula keadaan dari dicapai akan 

1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang 

akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil; 

2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang 



diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun 

berikutnya dari tahun yang direncanakan. 

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA- 

SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, 
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, 
dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi 
pada masing-masing SKPD. 

n. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer 
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. 

o. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada: 
1) SKPKD; 
2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola 

pengelolaan keuangan BLUD; 
2. Ketentuan Dokumen RKA SKPD 

Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Pemerintah Nomor 12 tahun 
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait 
dokumen RKA-SKPD sebagai berikut: 
a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 
secara elektronik. 

b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan 
maju untuk tahun berikutnya. 

c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub 
rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima 
oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Rencana belanja memuat informasi mengenai: 
1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan 

daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 
2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA, 
3) standar harga satuan, 
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4) RKBMD, 

5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, 

tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai 

dari program, kegiatan dan sub kegiatan. 

6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan 

SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan 

SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan 

dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

9) Akun, kelompok belanja yang masing-rnasing diuraikan 

menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian 

objek. 

e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok: 

1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

menutup defisit APBD, yang masing-rnasing diuraikan 

menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek 

penerimaan pembiayaan. 

2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

memanfaatkan surplus APBD, yang masing-rnasing 

diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek pengeluaran pembiayaan. 

3. Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD 

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 100 Pemerintah Nomor 

12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan lainnya 

terkait RKA-SKPD sebagai berikut: 

a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat 

keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, 

kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS 

yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. 

b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun 

terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, 

kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang 

direncanakan. 

c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja 

(SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun 

oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait. 
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d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang 

melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode 

rekening APBD. 

4. Ketentuan Pelaksanaan 

a. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD. 

b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi. 

c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam 

menyusun RKA-SKPD. 

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS 

serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 

mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait 

Dokumen RKA-SKPD di atas. 

e. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai 

bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

5. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD 

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan 

yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD 

disajikan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat 
disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan. 

Nama 
NIP: . 

Nam a 
NIP: .......... 

fi9l 
@!J 

Disiapkan oleh, 
Sub Bagian Program 

Disetujui oleh, 
Pengguna Anggaran 

RKA REKAPITULASI *) 
Ringkasan APBD 
Rekapitulasi Belanja per urusan 
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program 
Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan 
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja 

Kode Nama Formulir 
RKA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 
RKA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD 
RKA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD 

Pengguna Anggaran 
a. Nama 
b. NIP 
c. Jabatan 

x 
x.xx 
x.xx.xx 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG URUSAN 
ORGANISASI 

TAHUN ANGGARAN ... 

RENCANA KERJA ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(RKA-SKPD) 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... 
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH 

RKA- 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota ... 

Tahun Anggaran ... 
SKPD 

Organisasi : x.xx.xx ··················· 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kode Jumlah 

Uraian 
(Rp) Rekening 

1 2 3 
Pendapatan Dae ral 

Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
di •isahkan 
Lain-lain pe ndapatan asli daerah variz 

Pe ndaoatan Transfer 
Transfer Pemerintah Pusat 
Transfer Antar Daerah 

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah 
Hi bah 
Dana darurat 
Lain-lain pendapatan sesuai dengan 
ketentuan werundane:-undane:an 

Belanja Daerah 
Belanja Operasi 

Belanja pegawai 
Belanja barang dan jasa 
Belanja bunga 
Belanja subsidi 
Belanja hibah 
Belanja bantuan sosial 

Belanja Modal 
Belanja modal tanah 
Belanja modal peralatan dan mesin 
Belanja modal gedung dan bangunan 
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 
Belanja modal aset tetap lainnya 
Belanja modal aset tidak berwujud 

Belanja Tidak Terduga 
Belanja tidak terduga 

Belanja Transfer 
Belanja bagi hasil 
Belanja bantuan keuangan 

Surplus/(Defisit) I 

Halaman . 
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Pe m b ia va a n Daerah - 
Pcncrimaan Pcrn b ia a a ri 

- . 
Sil PA 

-- 
Pe n ca ira n dana ca dn nga n 
Ha ail penjualan kekayaan d ae rah yang 
d i pi sa h ka n 

-- 
Penerimaan p1r1y1n1an daerah 
Penerimaan kembali pemberian p inj arrrari 
daerah 
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai 
d e nga n ketentuan pc ru nd anr; u n da n ga n 

- 
Pe n gc l un ra n Pe m l n ay a a n - 

P~mbentukan dana cad a nga n - 
P ·n_ycrtaan modal daerah 
Pembayaran cicilan pokok utang yang 
jatuh tempo 

-- 
Pemberian p mj arn a.n daerah 
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan pernndang-undangan 

Pembiavaan Neto 

......... ,tanggal ......... 
Kepala SKPD 

- O~!Q 
rt~ G' ·~ - 
Nama 

NIP: ·-········ 
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Halaman . 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- 
Provinsi/Kabupaten/Kota ........ PENDAPATAN 

Tahun Anggaran .... SKPD 
Oraanisasi : x.xx.xxx 

Rincian An111?an.1.11 Pendapatan Satuan Keria Peranzkat Daerah 
Rincian Perhitunzan Jumlah 

Kode Rekening Uraian Volume/ Satuan Tarif/ (Rp) Koefisien Harga 

Jumlah 

......... ,tanggal. ........ 
Kepala SKPD - !:J::.![:j 

ii~ ci~1 - 
Nama 

NIP: ......... 

Pembahasan - 
Tanzaal ................ 
Cata tan ,, .............. 
1. 
2. 
Dst 

Tim Anzzaran Pemerintah Daerah: 
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan 

1 
2 

Dst 



U13l 131~d){ 

.. qns 

U13l 131~d){ 
Q) 

..... "d 1,UBJ~O.ld (/) 0 
cd ~ 

.~ UBSnJO 
c qns 
~ - - 
1-. UBSn.rn 0 

105 

...... 
r/) 
cd ~ .s 

cd ..... 
• ...,.. r/) 

§ ~ 
..... Q) 
Q) Cl. 

P'.l O 



106 

1-+---------,f-t--+-+------t--1- 

- -•--+--+--+--+-1---,..-, 

--1-1-+----t·-+-+-+------I 

,_ -1-1-1--+-t-----t·---t·- 



107 

2 

Tanda Tangan NIP Jabatan Nama 
Tim Anggaran Pemerint.ah Daerah: 

dst 

No. 

Ost. 
2. 

Nama 
NIP: ........ 

......... , tanggal ........ 
Kepala SKPD 

i) 

Jumlah Anggaran Sub Ke ai a ta.n 

Cata tan 
Tariaaal 
Pembahasan 

Jumlah 
(Rp) 

Satuan Satuan Harga Koe fisie nsi 
/ Volume 

Uraian 
PPN 

Rincian Perhitungan 
Kode Rekening 

Sampai. ....... Waktu Pelaksanaan : Mulai. ..... 
Keterangan 

Keluaran Sub Kegia: (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) 
Lokasi : (Provinsi sampa.i kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan) 

: x.xx.xx 

Jumlah Anaearan Sub Ke zia tan 

Sumber Pendanaan : 
Sub Kegiatan 

Jumlah 
(Rp) PPN Satuan Harga 

Satuan 
Koefisiensi 
/ Volume 

Uraian 
Rincian Perhitungan 

Kode Rckening 

Keterangan 
Sampai ....... Waktu Pelaksanaan Mulai ...... 

: (Kuantitas, de riga n satuan di aarn a ka n dengan/sub kegiat.an] 
(Provinsi s arnpai kecamatan, Kab/Kota s arnpai Desa/Kelurahan) 

Ke l u a r a n Sub Kegia 

Sumber Pendanaan 
Lokasi 

: x.xx.xx Sub Ke giat.an 

Ke l orn pok Sas a ran Kegiatan: ..... 

Tolak Ukur Kerja 

Hasil 

Target Kinerja 
Indikator dan Tolak Ukur Ki rie rj a Kegiatan 

Keluaran 
Masukan 

Indikator 

(terbilang) : Rp. Alokasi Tahun + 1 
(terbilang) RP. Alokasi Tahun 
(terbilang) : Rp. 

: x.xx.xx 
Alokasi Tahun -1 
Unit 

: x.xx.xx 
; x.xx.xx 

Organisasi 
Kegiatan 

; x.xx.xx Program 
Bidang Urusan : x.xx.xx 

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan 
Urusan Pemerintah. · x 

Formulir 
RKA-BELANJA 

SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ... 
Tahun An12.1:1.arn.n ... 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SA TUAN l{ERJA PERANGKAT DAERAH 

l-l a l arria n . 



1. Ketentuan Umum 
Mengacu pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah 

Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan 
terkait penyiapan Raperda tentang APBD sebagai berikut: 
a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan 

kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 
b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian 

antara RKA SKPD dengan: 
108 

C. RANCANGAN PERDA APBD 

,Jumlah J'cn gcluaran I'cm hinyaan 
Jum lali 

. , tarrggal ... 
Kepala SKPLJ 

(i 4 

Nam a 
NIP: 

Pe.mbahasan 
~ggal ................. - 
Catatan ................. 
1. 
2. -- 
Dst 

1 Tim Anaaaran Pemerintah Daerah: 
No Nam a NIP Jabatan Tanda tan aan I 

1 
• - - -- 

2 
Ost 

lJraian 
,]1J1nl,il1 

(l~p) 

,l1J111lal1 Pc11crirna:-JJ1 Pcrnl1i:·1yworr 

l{inc.ian /\nggarrn, l·'crnhiaynan lh.1en1h 

Kodc l~c.l<c11i11g 

x.xx.xxx Orp_nni1wsr 

I lalarn.-i11 . 

"'" "' l l Ii I 
l~K II 

I' ~:MI HJ\ Y II;\ N 
SK 1'1 > 

lmNCJ\N/\ Kl•:1~.JJ\ D/\N J\NC.CiJ\l~J\N 
Si\TlJ/\N Kl•:R.1/\ Jlf,:l~/\NCKJ\T l)J\l,;f~J\I I 

l'r ovin si / Kab1i p,·1 ti,n / K ot,i ... 
Tr1lit1r1 /\11pJ.•1araJ\ 
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1) KUA dan PPAS; 

2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran 

sebelumnya; 

3) dokumen perencanaan lainnya; 

4) capaian Kinerja; 

5) indikator Kinerja; 

6) analisis standar belanja; 

7) standar harga satuan; 

8) perencanaan kebutuhan BMD; 

9) Standar Pelayanan Minimal; 

10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; 

dan 

11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD. 

c. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala 

SKPD melakukan penyempurnaan. 

d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen 

pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan 

oleh kepala SKPD. 

f. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD 

disampaikan kepada Kepala Daerah. 

g. Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi, 

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD 
Mengacu Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah Nomor 12 

tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait 

dokumen Raperda tentang APBD sebagai berikut: 

a. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai 

berikut: 
1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 
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3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun 

kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikar 

berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 

a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusar 

pemerintahan daerah, organisasi, program beserts 

hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatar 

beserta keluaran; 

b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dar 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungs 

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangar 

APBD; 

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pads 

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengar 

Program Prioritas Daerah. 

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan inforrnas. 

pada Perda APED antara lain: 

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

b) daftar piutang daerah; 

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerar 

lainnya; 

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan ase1 

tetap daerah dan aset lain-lain; 

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 

f) daftar dana cadangan; 
g) daftar pinjaman daerah. 

b. Dokumen pendukung rancangan Perda ten tang APED terdiri atas 
nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

APBD. 
c. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja 

berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja 
masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. 
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pemerin tahan daerah dan organisasi; 

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelornpok, jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan 

berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen 

rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/ a tau 

ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan 

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada 

Perda APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan 

sinkronisasi dapat disesuaikan dan/ a tau ditambahkan 

berdasarkan informasi yang dibutuhkan). 

menurut urusan 

3. Ketentuan Pelaksanaan 

a. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun 

oleh Kepala SKPD. 

b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD 

untuk melakukan penyempurnaan. 

c. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen 

pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan 

oleh kepala SKPD. 

d. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah 

disusun kepada Kepala Daerah. 

4. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD 

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan 

yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD 

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD 

pada tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan 

sebagai berikut: 

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. ringkasan APBD yang diklasifikasi 
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Kode Uraian Jumlah 
(Rp) 

Pendapatan 

Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang I dipisahkan 
Lain-lain PAD yang sah 

Pendapatan Transfer 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
Pendapatan Transfer Antar Daerah 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
Pendapatan Hibah 
Dana Darurat 
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah Pendapatan 

Belanja 

Belania Oper asi 
Belania pegawai 
Belanja barang clan jasa --- - 
Belania bunga 
Belanja subsidi 
Belan ia hibah 
Belanja bantuan sosial 

Belanja Modal 
Belanja modal tanah 
Belania modal peralatan dan mesin 
Belania modal gedung clan bangunan 
Belania modal jalan , iaringan, dan irizasi 
Belania modal aset tetap lainnva 
Belania modal aset tidak berwujud 

Belania Tidak Terduza 
Belania tidak terduga 

Belania Transfer 
Belania bagi hasil 
Belania bantuan keuanzan 

.Jumlah Belanja 

Suro! us I (Defisi tl 

a. Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 
RINGKASAN APED YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
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Nama 
NIP: . 

......... ,tanggal . 
Gubernur /Bupati/Walikota 

Pembiayaan Daerah 
Penerimaan Pembiayaan 
Sil PA 
Pencairan dana cadangan 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Penerimaan piniaman daerah 
Penerimaan kembali pemberian piniaman daerah 
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan 

Jumlah Penerimaan Pernbiavaan 

Pengeluaran Pembiayaan 
Pembentukan dana cadangan 

-- Peny_ertaan modal daerah - 
Pem bavarari cicilan pokok utanz yang iatuh tempo 
Pemberian piniaman daerah 
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan 

Jumlah Penzeluaran Perribiavaan 

Pembiayaan Neto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
(SILPA) 
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D. RANCANGAN PERKADA PENJABARAN APBD 

1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturar 

Menteri ini membuat ketentuan terkait penyiapan Raperda tentanj 

APBD sebagai berikut: 

a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perd: 

tentang APBD, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkad: 

tentang Penjabaran APBD. 

b. Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBI 

mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dar 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perkada Penjabaran APBD 

Mengacu Pasal 102 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturar 

Menteri ini membuat ketentuan terkait dokumen Raperda tentanj 

APBD sebagai berikut: 

a. Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD memuat lampirar 

sebagai berikut: 

1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menuru 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rinciar 

objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rinciar 

objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APB[ 

yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antars 

lain: 

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besarar 

hi bah; 

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besarar 

bantuan sosial; 

c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besarar 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus 

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besarar 

belanja bagi hasil; 

e) Rincian dana otonomi khusus menurut urusar 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan 
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sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 

dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

f] Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan 
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

g) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ 

kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam 
rancangan Perda ten tang APED dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran APED dengan program prioritas 

perbatasan Negara. 
4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi 

pada Perkada penjabaran APED. 
b. Penganggaran pendapatan, beianja, dan pembiayaan dalam 

rancangan Perkada tentang penjabaran APED disertai penjelasan, 
yaitu: 
1 J-F>enganggaran--p-endapatan-·dis·ertai--penjelasan- -mengenai- - 

dasar hukum pendapatan. 
2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar 

hukurn, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat 

khusus dan/ atau sudah diarahkan penggunaannya, dan 
sumber pendanaan sub kegiatan. 

3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai 

dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk 

kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran 

pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. 

3. Dokumen Terkait 
Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran 

APED menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan 

kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APED. 
Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran 

APBD pada tahapan Penetapan APED disajikan sebagai berikut: 



132 

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, 

objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan; 

c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang 

disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis 

dokumen rekapitulasi dan · sinkronisasi dapat disesuaikan 

dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); 

dan 

d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada 

Perkada penjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen 

rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/ a tau 

ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan). 
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Kode Uraian Jumlah (Rp] 
4 Pendapatan 

4.1 Pendapatan Asli Daerah 
4.1.01 Pajak Daerah 
4.1.01.01 Paiak Kendaraan Bermotor (PKBl 
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

4.1.02 Retribusi Daerah 
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.03.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, 
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYMN 

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan; 
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah 
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 
4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.04.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

4.2 Pendapatan Transfer 
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
4.2.01.01 Dana Perimbangan 
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.2.01.0 l.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.2.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.2.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.2.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
4.3.01 Pendapatan Hibah 
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.01.0 l.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 



135 

4.3.02 Dana Darurat 
4.3.02.01 Dana Darurat 
4.3.02.01.01 Dana Darurat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.02.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.02.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

4.3.03 
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan 

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.03.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.03.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

5 Belanja 

5.1 Belanja Operasi 
5.1.01 Belanja Pegawai 
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.01.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. -- 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 
5.1.02.01 Belanja Barang 
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.02.0 l.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
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5.1.03 Belanja Sunga 

5.1.03.01 
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 
Pus at 
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 

5.1.03.01.01 Pu sat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka 
Menengah 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.03.0 l.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.03.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

5.1.04 Belanja Subsidi 
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 
5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.04.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.04.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

5.1.05 Belanja Hibah 
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.05.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.05.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 

5.1.06.01.01 
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 
Individu 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.06.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.06.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
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5.2 Belanja Modal 
5.2.01 Belanja Modal Tanah 
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. - 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.03.0 l .xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

- 
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.04.0 l .xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.05.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.05.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

5.2.06 Belanja Modal ... 
5.2.06.01 Belanja Modal ... 
5.2.06.01.01 Belanja Modal ... 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.06.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.06.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

5.3 Belanja Tidak Terduga 
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 

5.4 Belanja Transfer 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 

5.4.01.01 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 
Kabupaten/Kota dan Desa 

5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 
Kabupaten/Kota dan Desa 
Rincian Objck selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.4.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.4.01.xx unclangan mengertai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah. I 

I 
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5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 

5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi 

5.4.02.01.01 
Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah 
Provinsi 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.4.02.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.4.02.xx 
unclangan mengenai Klasifikasi, Koclefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah. 

Jumlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

6 Pembiayaan 

6.1 Penerimaan Pembiayaan 

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.01.01.xx 
unclangan mengenai Klasifikasi, Koclefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.01.xx 
unclangan mengenai Klasifikasi, Koclefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

6.1.02 Pencairan Dana Caclangan 
6.1.02.01 Pencairan Dana Caclangan 
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.02.0 Lxx 
unclangan mengenai Klasifikasi, Koclefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.02.xx 
unclangan mengenai Klasifikasi, Koclefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah. 
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6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

6.1.03.01 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

6.1.03.01.01 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
padaBUMN 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.03.0 l.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.03.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 

6.1.04.01.01 
Pinjaman Dae rah dari Pemerintah Pus at Penerusan 
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perunclang- 

6.1.04.0 l.xx 
unclangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.04.xx 
unclangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Dae rah. 

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

6.1.05.01 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dae rah 
kepada Pemerintah Pusat 

6.1.05.01.01 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dae rah 
kepada Pemerintah Pusat 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.05.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Koclefikasi dun 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.05.xx 
unclangan mengenai Klasifikasi, Koclefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
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- 
6.1.06 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD 

6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.06.0 lxx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.06.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.01.xx undangan mengenai Kl asifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah - 
6.2.02.01 Penyertaan Modal Dae rah pad a Bad an Usaha Milik 

Negara (BUMN) 
6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

6.2.03 Pernbavaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo 
6.2.03.01 Pembavaran Piniaman Daerah dari Pemerintah Pusat 

6.2.03.01.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- 
Penerusan Piniaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.03.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
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b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian 

objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

Nama 
NIP: .. 

......... ,tanggal. . 
Gubernur /Bupati/Walikota 

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 

6.2.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 

6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.04.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

6.2.05 pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

6.2.05.01 Pinjaman BLUD 
6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.05.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.05.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Jumlah Pengeluaran pembiayaan 

Pembiayaan Neto 

6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
(SILPA) 
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A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD 

1. Ketentuan Umum 

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukar 

dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD: 

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dem: 

tercapainya tujuan bernegara. 

Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Pemerintah Nomor 12 tahun 

2019, ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan 

Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut: 

a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APB[: 

disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling 

lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun 

anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara 

kepala daerah dan D PRD. 

b. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang 

APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh 

kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan 

rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen 

pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada 

RKPD, KUA, dan PPAS. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang 

APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, 

RKPD, KUA, dan PPAS. 

BAB IV 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 



B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD 

1. Ketentuan Umum 

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui 

pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan 

tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan 

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 

Berdasarkan Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan 

umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan 

Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 

dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 
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c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan 

dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala 

Daerah dan pimpinan DPRD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD 

beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. 

b. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 

Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan 

PPAS. 

c. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat 

meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang 

disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah. 

d. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, kepala 

daerah dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan 

penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan 

Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan 

PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan 

kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria 

keperluan mendesak. 

e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Kepala Daerah 

terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada 

DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota 

DPRD. 



b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan 

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. 

c. DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama 

rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum 

dimulainya tahun anggaran setiap tahuri, dikenai sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah 

terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada 

DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat 

dikenakan kepada anggota DPRD. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut 

harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya 

tahun anggaran berikutnya. 

b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan 

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. 

c. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan 

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan 

rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, 

kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD. 

d. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah 

bertugas: 

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

kepada DPRD; dan 

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan 

peraturan daerah tentang APBD. 

e. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara, kepala daerah 

mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk: 

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

kepada DPRD; dan 

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan 

peraturan daerah tentang APBD. 

f. Dalam hal Kepala Daerah dan wakil kepala daerah berhalangan 
tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat 
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sementara/pelaksana tugas kepala daerah menyampaikan 

rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD, 

sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap 

rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat 

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku 

pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara kepala daerah. 

g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas 

pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap 

rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD. 

b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Kepala 

Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. 

c. Dokurnen persetujuan bersama beserta rancangan Perda tentang 

APBD. 

3. Dokurnen Terkait 

Ilustrasi dokurnen persetujuan rancangan APBD menyajikan 

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang 

disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokurnen pada persetujuan rancangan APBD disajikan 

sebagai berikut: 

a. Susunan Nata Keuangan Rancangan APBD 

b. Nata Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD 
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Nama 

............ Tanggal, . 
Gubernur /Bupati/Walikot 

BAB VI. PENUTUP 

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan 
kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah 

BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan 
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan; 
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan; 
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan; 

BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah 
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah; 
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah; 
2.3. Estimasi Pendapatan Daerah; 
2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah; 

BAB III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah 
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah; 
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah; 
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah; 
3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah; 

BAB I. Pendahuluan 
1.1. Umum; 
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan; 
1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan; 
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan; 

SUSUNAN NOTA KEUANGAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Ilustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD 
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3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD 
Tahun Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang 
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari 
kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur ...... ntuk 
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani 
Berita Acara ini. 

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD 
Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 

dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. ..., selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
KEDUA 

Menyatakan bahwa: 
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, 
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir 
Berita Acara ini 

4. Nama 

2. Nama 
3. Nama 

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertandatangan di bawah ini: 
1. Nama : Gubernur /Bupati/Wali Kota ........ 

dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah 
Provinsi/Bupati/Wali Kota ... yang beralamat di ... , selanjutnya disebut 
sebagai PIHAK PERTAMA 

: Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota . 
: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 
: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota . 

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD 
PRO VIN SI /KABUPATEN /KOTA . 

TENTANG 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 

TAHUN ANGGARAN .... 

BERITA ACARA 
Nomor: . 

a. Ilustrasi Nata Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD 
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1. Evaluasi Rancangan APBD Provinsi 
a. Ketentuan Umum 

Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan 
rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD 
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi bertujuan untuk 
mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan 
nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan 
kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD 

provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 
yang lebih tinggi dan/ atau peraturan daerah lainnya yang 
ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. Untuk efektivitas 
pelaksanaan evaluasi, Menteri dapat mengundang pejabat 
pemerintah daerah Provinsi yang terkait. 
Mengacu pada Pasal 111, Pasal 115, dan Pasal 116 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat 
ketentuan terkait evaluasi Raperda provinsi tentang APBD dan 
Raperkada tentang penjabaran APBD sebagai berikut: 
1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui 

bersama antara kepala daerah dan DPRD dan rancangan 

C. EVALUASI RANCANGAN APBD 

Nam a 
WAKIL KETUA 

Nama 
WAKIL KETUA 

Nam a 
KETUA 

Nama 

Gubernur /Bupati/Walikota 
............. Tanggal, . 

Pimpinan DPRD 
Provinsi/kabupaten/Kota . 

Selaku, 
PIHAK KEDUA 

Selaku, 
PIHAK PERTAMA 

Demikian Serita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkaj 
2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 



Perkada tentang penjabaran APED disampaikan kepada 

Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan 

rancangan Perda provinsi tentang APED untuk dievaluasi 

sebelum ditetapkan oleh gubernur. 

2) Rancangan Perda provinsi tentang APED dan Perkada tentang 

penjabaran disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang 

disepakati antara kepala daerah dan DPRD. 

3) Dalam melakukan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan. 

4) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan 

Perda provinsi tentang APED dan rancangan Perkada provinsi 

tentang penjabaran APED dengan: 

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 

b) kepentingan umum; 

c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan 

d) RPJMD. 

5) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk 

menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang 

APED dengan Perda tentang RPJMD dan menilai 

pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub 

kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, 

serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang 

APED dengan KUA dan PPAS. 

6) Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi ten tang APED 

dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APED 

dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari 

hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum 

meliputi: 

a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; 

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; dan/ a tau 

e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, 

ras, antar-golongan, dan gender. 
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7) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri. 

8) Keputusan Menteri disampaikan kepada gubernur paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda 

provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD diterima. 

9) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang 

APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan 

RPJMD, gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi 

tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10) Dalam hal Menteri, setelah berkcordinasi dengan menteri yang 

mcnyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang 

APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan 

RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

hasil evaluasi diterima. 

11) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur 

dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda 

provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri 

mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan 

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah 

melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

13) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan 

pimpinan DPRD. 



14) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda 

tentang APBD. 

15) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna 

berikutnya. 

16) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri 

paling lambat 3 (tiga] hari setelah keputusan tersebut 

ditetapkan. 

17) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 

dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas 

sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani 

keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan. 

18) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) 

hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah 

menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. 

19) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi 

dari Kementerian Dalam Negeri. 

20) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang 

APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran 

APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

21) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan 

Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Menteri. 

b. Ketentuan Pelaksanaan 

1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama, 

Kepala Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi 

tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala 

Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Menteri. 

2) Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan. 

3) Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil 

evaluasi untuk disampaikan kepada gubernur paling lambat 

15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi 
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tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran 

APBD diterima. 

4) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi 

sesuai, maka gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi 

tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak 

sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi 

diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD 

melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan 

hasil evaluasi. 

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai 

hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada 

sidang paripurna berikutnya. 

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai 

hasil penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 

(hari) setelah ditetapkan. 

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan 

Perda tentang APBD. 

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 

(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, 

kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan 

hasil penyempurnaan. 

f) Perda APED harus terlebih dahulu mendapat nomor 

registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. 

6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur 

dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda 

provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri 

mengusulkan kepada menter_i yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang _ keuangan untuk melakukan 
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2. Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota 

a. Ketentuan Umum 

Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD 

dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran 

APBD dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 

Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan 

daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan 

publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh 

mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/ a tau 

peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota 

bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur 

dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota 

yang terkait. 

Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Pemerintah 

Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait evaluasi Raperda 

APBD dan Raperkada tentang evaluasi Raperda APBD dan Perkada 

tentang APBD adalah sebagai berikut: 

1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah 

disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 

persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD 

untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. 

2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan 

RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah 

dan DPRD. 

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada 

tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri tanpa 

disertai lampiran. 

4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
159 

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri 

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak 

melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan 

evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri 

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran APBD dengan: 

1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 

2) kepentingan umum; 

3) RKPD, KUA, dan PPAS; dan 

4) RPJMD 

8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk 

menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang 

APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai 

pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub 

kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, 

serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang 

APBD dengan KUA dan PPAS. 

9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang 

penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan 

untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan 

kepentingan umum meliputi: 

1) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 

2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

3) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; 

4) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; dan/ a tau 

5) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, 

ras, antar-golongan, dan gender. 
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15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali 

kota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang APED menjadi Perda dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran APED menjadi 

Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya 

Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan 
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10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur. 

11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan 

hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APED 

dan Perkada tentang penjabaran APED kepada Menteri dan 

men teri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di 

bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi 

rancangan Perda kabupaten/kota tentang APED dan Perkada 

tentang penjabaran APED. 

12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai 

wakil pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling lambat 

15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang APED dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran APED diterima. 

13) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang APED dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

APED sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan 

RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang APED menjadi Perda dan ranca,ngan 

Perkada tentang penjabaran APED menjadi Perkada sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang APED dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

APED tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan 

RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi 

diterima. 



urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan 

penundaan dan/atau pemotorigan Dana Transfer Umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah 

melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan 

pimpinan DPRD. 

18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda 

tentang APBD. 

19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna 

berikutnya. 

20) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur 

untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut 

ditetapkan. 

21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 

dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas 

sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani 

keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan. 

22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) 

hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/ gubernur, 

kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil 

penyem purnaan. 

23) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi 

dari Gubernur. 

24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota 

tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

25) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan 

Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Menteri. 

b. Ketentuan Pelaksanaan 

1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala 

Daerah mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala 
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Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat 

2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan 

evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya 

Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan 

surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada 

tentang Penjabaran APBD. 

4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan 

hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD 

dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi 

rancangan. 

5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan 

keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota 

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada 

tentang Penjabaran APBD diterima. 

6) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah 

pus at menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka 

bupati/walikota menetapkan rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan 

Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, 

bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi 

diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Umum 
Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan 

Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang Penjabaran 

APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah 

melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan 
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D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERKADA PENJABARAN APBD 

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD 

melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan 

hasil evaluasi. 

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai 

hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada 

sidang paripurna berikutnya. 

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai 

hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah 

ditetapkan. 

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan 

Perda tentang APBD. 

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 

(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, 

Kepala Daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan 

hasil penyempurnaan. 

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor 

registrasi dari Gubernur. 

8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 

bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan 

rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi 

Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya 

Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan 

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan 

penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai. 

b. Kepala Daerah harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD 

provinsi dari Menteri dan Perda APBD Kabupaten/Kota dari 

gubernur. 

bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD 

hingga evaluasi. 

Penetapan rancangan Perda APED menjadi Perda dan rancangan 

Perkada ten tang Penjabaran APED menjadi Perkada tentang Penjabaran 

APED ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan 

pengundangan ke dalam lembaran daerah. 

Berdasarkan Pasal 117 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan 

umum terkait penetapan Perda APED dan Perkada Penjabaran APED 

adalah sebagai berikut: 

a. Rancangan Perda tentang APED dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran APED yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala 

Daerah menjadi Perda tentang APED dan Perkada tentang 

penjabaran APED. 

b. Penetapan rancangan Perda tentang APED dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran APED dilakukan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun sebelumnya. 

c. Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APED dan Perkada 

tentang penjabaran APED kepada Menteri bagi Daerah provinsi 

dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi Daerah 

kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan 

Perkada ditetapkan. 

d. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang 

menetapkan Perda tentang APED dan Perkada tentang penjabaran 

APBD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala Daerah menerima surat keputusan sebagai dasar 

penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan 

Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa: 

1) Surat Keputusan Menteri bagi daerah provinsi atau Gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat dalam evaluasi menunjukkan 

hasil sesuai. 
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E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERKADA APBD DALAM HAL 

TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA 

1. Ketentuan Umum 

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Kepala Daerah 

dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka 

waktu yang ditetapkan, maka Kepala Daerah menyusun rancangan 

Perkada tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah 

memperoleh pengesahan dari Menteri (bagi Daerah provinsi) atau dari 

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah 

kabu paten/ kota). 

Mengacu pada Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Pemerintah Nomor 

12 tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait 

penyusunan dan persetujuan Rancangan Perkada tentang APBD dalam 

hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut: 

a. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan 

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan 

rancangan Perda ten tang APBD oleh kepala daerah kepada D PRO, 

kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD 

dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS. 

b. Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka 

APBD tahun anggaran sebelumnya. 

c. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka 

pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun 

sebelumnya. 

c. Kepala Daerah beserta Sekretaris Daerah menyusun dan 

menandatangani: 

1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta 

2) penetapan rancangan Perkada APBD menjadi Perkada 

d. Kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan perkada 

tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi daerah provinsi 

dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) 

hari kerja setelah ditetapkan. 

e. Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD 

yang telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada 

masyarakat. 



d. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka 

Angka APED tahun anggaran sebelumnya adalah angka 

pengeluaran APED yang ditetapkan dalam perubahan APED tahun 

sebelumnya. 

e. Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja 

yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

f. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh 
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa. 

g. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan 
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok 
pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila 
terdapat: 
1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan 

pembebanan pada APBD; dan/atau 
2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
i. Rancangan Perkada ditetapkan menjadi Perkada setelah 

memperoleh pengesahan dari Menteri (bagi Daerah provinsi) dan 
dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah 
kabupaten/kota). 

j. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada tentang APBD 
beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) 
hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama 
dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APED. 

k. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan 
rancangan Perkada, kepala daerah menetapkan rancangan 
Perkada menjadi Perkada. 

l. Dalam hal kepala daerah dan DPRD belum menyetujui bersama 
rancangan Perda ten tang APBD atau menetapkan rancangan Perda 
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tentang APED menjadi perda tentang APED setelah dimulainya 

tahun anggaran setiap tahun, kepala daerah menetapkan Perkada 

mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi 

sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APED tahun anggaran 

sebelumnya. 

m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai 

keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti 

belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. 

n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perkada tentang 

APED dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing- 

masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib 

dan belanja mengikat. 

b. TAPD menyusun rancangan Perkada tentang APED. 

c. TAPD menyerahkan rancangan Perkada tentang APED ke kepala 

daerah melalui Sekda untuk diotorisasi. 

d. Kepala Daerah menyerahkan kepada Menteri (bagi Daerah 

Pruvinsi) atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

(bagi Daerah Kabupaten/Kota) untuk mendapatkan pengesahan. 

e. Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) mengesahkan 

Rancangan Perkada menjadi Perkada. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APED menyajikan 

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang 

disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai pedoman penyusunan APED. 

Ilustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APED memuat 

lampiran sebagai berikut: 

a. Ringkasan APED yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, 

jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan; 

b. Ringkasan APED yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 



c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, 

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

d. Rekapitulasi Perkada APBD yang disajikan berdasarkan 

kebutuhan informasi antara lain: 

1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub 

kegiatan beserta target dan indikator; 

2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 

3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan 

Minimal; 

4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD; 

5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD 

dan PPAS dengan rancangan APBD; 

6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program 

prioritas daerah; 

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada 

Perkada APBD antara lain: 

1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan: 

2) Daftar piutang daerah; 

3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 

4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 

daerah dan aset lainnya; 

5) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 
6) Daftar dana cadangan daerah; 
7) Daftar pinjaman daerah; 
8) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 
9) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial; 
10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
11) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 
12) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, 
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a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, 

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

13) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, 
objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; 

14} Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub 
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

15) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota 
pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang 
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD 
dengan program prioritas perbatasan negara; 
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Kode Uraian Jumlah (Rp) 
4 Pendapatan 

4.1 Pendapatan Asli Daerah 
4.1.01 Pajak Daerah 
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.01.01.xx undangan rnengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

4.1.02 Retribusi Daerah 
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah Yang Dipisahkan 

4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.03.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........ 
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, 

RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah 
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 
4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.04.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.1.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

4.2 Pendapatan Tran sf er 
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
4.2.01.01 Dana Perimbangan 
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.2.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.2.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.2.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.2.02.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
4.3.01 Pendapatan Hibah 
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. I 
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4.3.02.01 Dana Darurat 
4.3.02.01.01 Dana Darurat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

4.3.03 Lain-Jain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundanz-Undanzan 

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.03.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah . .. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

4.3.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

5 Belanja 

5.1 Belanja Operasi 
5.1.01 Belanja Pegawai 
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 
5.1.02.01 Belanja Barang 
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. - 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
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5.1.03 Belanja Bunga 

5.1.03.01 
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 
Pu sat 
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 

5.1.03.01.01 Pu sat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka 
Menengah 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.03.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.03.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. - -- 

5.1.04 Belanja Subsidi 
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 
5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.04.0 Lxx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah. 

5.1.05 Belanja Hibah 
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.05.0 Lxx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.05.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 

5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 
Individu - 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.06.0 l.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.1.06.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
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5.2 Belanja Modal 
5.2.01 Belanja Modal Tanah 
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.01.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.02.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.02.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 
5.2.03.01.01 Belania Modal Banzunan Gedung Ternpat Keria 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.03.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.03.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.04.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.04.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.05.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.05.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

5.2.06 Belanja Modal ... 
5.2.06.01 Belanja Modal ... 
5.2.06.01.01 Belanja Modal ... 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.06.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.2.06.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

5.3 Belanja Tidak Terduga 
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 

5.4 Belanja Transfer 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 

5.4.01.01 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 
Kabupaten/Kota dan Desa 

5.4.01.01.01 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 
Kabupateri/Kota dan Desa 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.4.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.4.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
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5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi 

5.4.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah 
Provinsi 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.4.02.0 I .xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

5.4.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

Jumlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

6 Pembiayaan 

6.1 Penerimaan Pembiayaan 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitunzan Anzzaran Tahun Sebelumnya 
6.1.0 J.O 1 Pelampauan Penerimaan PAD -- 
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

-- 
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6. 1.02.0 I .xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

6.1.03 Hasil Peniualan Kekavaan Daerah yang Dipisahkari 

6.1.03.01 Has ii Penjualan Kekayaan Dae rah yang Dipisahkan 
pada Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) 

6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Dae rah yang Dipisahkan 
pada BUMN 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.03.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
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6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 

6.1.04.01.01 Pinjaman Daer ah dari Pemerintah Pu sat Penerusan 
Pinjarnan Dalam Negeri-Jangka Menengah 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.04.0 Lxx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.04.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

-- 
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dae rah 
kepada Pemerintah Pusat 

6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daer ah 
keEada Pemerintah Pusat 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.05.0 Lxx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.05.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

6.1.06 Penerimaan Pemblayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan neraturan oerundang-undangan - - 6.1.06.01 Penerimaan Kembali Piniaman BLUD 

6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjarnan BLUD .Jangka Pendek 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.06.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.1.06.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.01.0 I.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 
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6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 

6.2.02.01 Penyertaan Modal Dae rah pad a Bad an Usaha Milik 
Negara (BUMN) 

6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.02.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo 
6.2.03.01 Pembayaran Piniaman Daerah dari Pemerintah Pusat 

6.2.03.01.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- 
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.03.0 l .xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. - 

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 
6.2.04.01 Pemberian Piniarnan Daerah kepada Pemerintah Pusat 
6.2.04.01.01 Pemberian Pinjarnan Daerah kepada Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.04.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Dae rah. 

6.2.05 
pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

6.2.05.01 Pinjaman BLUD 
6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.05.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- 

6.2.05.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Jumlah Pengeluaran pembiayaan 
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Nama 
NIP: . 

......... ,tanggal. . 
Gubernur /Bupati/Walikon 

Pembiayaan Neto 

6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
(SILPA) 
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pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat. 

b. Rancangan KUA memuat: 

1) Kondisi ekonomi makro daerah; 

2) asumsi penyusunan APBD; 

3) kebijakan pendapatan daerah; 

4) kebijakan belanja daerah; 

5) kebijakan pembiayaan daerah; dan 

6) strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkret dalam 

mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi 

penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan 

belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. 

c. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: 

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan 

untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan 

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana 

kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah 

provinsi; 

3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan 

untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan 

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana 

kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi 

yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi 

setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan 

4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran 

sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub 

kegiatan. 

pemerin tahan, penyelenggaraan kelangsungan menjaga 

F. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD BAGI PEMDA YANG BELUM 

MEMILIKI DPRD 

1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Pasal 118 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan 

umum terkait penyusunan clan penetapan APBD bagi daerah yang 

belum memiliki DPRD adalah sebagai berikut: 

a. Dalam hal Daerah belum memiliki DPRD, kepala daerah menyusun 

rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD untuk 



Daerah persiapan dalam Desartada (Desain Besar Penataan Daerah) 

diartikan sebagai bagian wilayah dari sebuah daerah otonom atau gabungan 

wilayah dari bagian wilayah daerah otonom yang berdekatan, yang disiapkan 

secara khusus untuk menjadi daerah otonom baru, dengan memberikan 

kewenangan menjalankan pemerintahan di bawah pembinaan dan tanggung 

jawab daerah otonom induknya. Jika dalam kurun waktu tiga tahun tidak 

dapat dipenuhi, maka akan digabungkan kembali pada daerah induk. 
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G. PENETAPAN APBD BAGI DAERAH PERSIAPAN 

oleh kepala daerah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri 

bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

bagi Daerah kabupaten/kota. 

Daerah provinsi dan 

pusat bagi Daerah 

dikonsultasikan kepada Menteri bagi 

gubernur sebagai wakil pemerintah 

kabupaten/kota; 

f. Rancangan Perkada tentang APBD ditetapkan menjadi Perkada 

d. Ketentuan mengenai penyiapan rancangan Perda tentang APBD 

berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan rancangan 

Perkada tentang APBD. 

e. Ketentuan mengenai pengesahan rancangan Perkada tentang 

APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan 

rancangan Perkada tentang APBD bagi Daerah yang belum 

memiliki DPRD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS; 

b. rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada 

Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat bagi Daerah kabupaten/kota; 

c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan 

dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD; 

d. hasil penyusunan RKA-SKPD dijadikan dasar penyusunan 

rancangan Perkada tentang APBD; 

e. rancangan Perkada tentang APBD disampaikan kepada Menteri 

bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

lerhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS 



Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan 

manfaat untuk masyarakat. 

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang 

ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan 

atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APED. 

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses- 

proses sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 

3. Penyiapan DPA-SKPD 

4. Anggaran Kas dan SPD 

5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
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A. KERANGKA PENGATURAN 

BABY 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Mengacu pada Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penetapan APED bagi 

Daerah persiapan yaitu sebagai berikut: 

1. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah persiapan 

ditetapkan dalam APED daerah induk. 

2. Persiapan Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah 

persiapan ditetapkan dalam APED daerah induk, kecuali diatur lain 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. APBD daerah induk disusun berdasarkan rancangan KUA dan 

rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan memperhatikan pendanaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan 

masyarakat pada daerah persiapan. 

4. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan 

dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri. 
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Berdasarkan Pasal 120 sampai dengan Pasal 125 Peraturan Pemerintar 

N omor 12 Tahun 2019, kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dar 

penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkar 

dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang 
dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluarar 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangar 

tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukar 

pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluarar 

Daerah tersebut. 

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orarig 

atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah 

wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Pejabat yang menandatangani dan/ a tau mengesahkan dokumen yang 

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 

pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab ter h ad ap 

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat 

bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas 

penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai 

dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. 

4. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan 

selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah 

tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai 

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap 

pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

7. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran 

atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam 

APBD. 

8. Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan: 



pembantu; 

g. Bendahara Khusus; dan 

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

9. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat untuk 

pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran 

berkenaan. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya 

pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA. 

2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya 

pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA. 

3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi 

dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, 

dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Efektif dimulai tahun 2021, proses pelaksanaan dan penatausahaan 

keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya 

perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka kepala daerah 

menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun 

anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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surat 

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan 

pertanggungiawaban; 

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran 
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1. Ketentuan Umum 

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap 

uang/kekayaan daerah yang diterima dan/ atau dalam penguasaannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 

126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka 

pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat. 

Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak 

terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara 

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 

penatausahaan ini meliputi: 

a. Pembukaan RKUD 

b. Pembukaan Rekening Operasional 

c. Pembukaan Rekening SKPD 

d. Penempatan Kas dalam Investasi J angka Pendek 
e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah 
f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
Mengacu pada Pasal 127 sampai dengan Pasal 129 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat 
ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah 
adalah sebagai berikut: 
a. Pembukaan RKUD 

Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk 
bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum 
yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 
menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas 
Umum Daerah, Kepala Daerah juga harus mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut: 
1) Reputasi Bank 

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. 
Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah 
atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah. 

2) Pelayanan Bank 

B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH 



Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik 

dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan 

kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus 

untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan 

pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan 

penyetoran pajak, dan lain-lain. 

3) Manfaat 

Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan 

pendapatan daerah dan/ atau peningkatan kesejahteraan 

dan/ atau pelayanan masyarakat. 

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD 

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD 

selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS 

paling sedikit memuat: 

1) jenis pelayanan yang diterima; 

2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana; 

3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening; 

4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil; 

5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan; 

6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; 

7) kewajiban menyampaikan laporan; dan 

8) tata cara penyelesaian perselisihan. 

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas 

Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala 

Daerah. 

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/ atau jasa 

giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan 

pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/ atau jasa giro 

yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya 

yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain- 

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya 

sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang 

bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah. 

b. Pembukaan Rekening Operasional 

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan 

dan rekening pengeluaran · untuk mendukung kelancaran 
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pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran. 

2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk 

pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada 
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sebagai 

kegiatan 

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional 

adalah sebagai berikut: 

1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan 

rekening yang digunakan untuk membiayai 

pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah 

pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang 

ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional 

penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah 

mekanisme penerimaan pendapatan daerah. 

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran. 

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke 

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat 

membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud 

setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. 

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau 

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum 

Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara 

Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum 

Daerah dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada Bank yang 

terkait. 

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional 

penerimaan adalah sebagai berikut: 

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk 

menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak 

melalui bendahara penerimaan dan/ atau menerima setoran 

pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. 

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai 

rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya 

sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah 

dengan Bank Umum bersangkutan. 



pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian 

UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara 

pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara 

pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. 

c. Pembukaan Rekening SKPD 

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening 

bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu dan Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada 

bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan 

untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan 

daerah dan belanja daerah. 

a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD 

sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah 

mekanisme penerimaan pendapatan daerah. 

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk 

mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah. 

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke 

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat 

membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah 

mendapat persetujuan Kepala Daerah. 

2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung 

penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD 

bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di 

rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan 

seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara 

penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama 

bendahara penerimaan SKPD. 

3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan 

uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, 

seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang 

dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening 

pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara pengeluaran 
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SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD. 

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek 

Dalarn pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat 

dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. 

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera 

.diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan 

kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 

(dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek 

adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 

(dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, 

pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI). 

Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa 

dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang 

Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. 

1) Deposito 

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan 

oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki 

persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu 

tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. 

Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito 

yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah 

Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk 

deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD 

yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. 

Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito 

Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau 

seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap 
saat diperlukan. 

2) Surat Utang Negara 

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa 
surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan 

pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN 

digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk 

membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka 
pendek dalam satu tahun anggaran. 



Surat Utang Negara terdiri atas: 

a) Surat Perbendaharaan Negara 

b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai 

dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara 

diskonto. 

3) Obligasi Negara 

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) 

bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga 

secara diskonto. 

Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka 

pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan 

Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara 

investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang- 

undangan ten tang SUN. 

4) Sertifikat Bank Indonesia 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan 

dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang 

berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme 

pasar berdasarkan sistem lelang. 

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek 

sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, 

tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi 

jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang 

digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan 

digunakan dalam waktu dekat (idle cash). 

3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi 

jangka pendek kepada Kepala Daerah. Rencana ini mencakup 

jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi 

beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi. 

4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD 

atas rencana investasi jangka pendek, Kepala Daerah 

menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan 



menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah. 

5) Berdasarkan SK Kepala Daerah tersebut BUD menerbitkan 

Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang 

memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah 

kedalam investasi yang dipilih. 

6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum 

Daerah paling lambat per 31 Desember. 

e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah 

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua 

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses 

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat 

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen 

yang dilakukan secara elektronik. 

Bagian 1: Penerimaan RKUD 

1) Berdasarkan Nata kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, 

BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan 

pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. 

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku 

Kas Umum. 

Bagian 2: Pengeluaran RKUD 

1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap 

pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan 

pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan oleh 

PA/KPA. 

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas 

Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom 

nomor bukti. 

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 
1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat 

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum 
daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum 
Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala 
Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokurnen yang 
dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada 
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Dhlaplutn oleh. 
8U 0/l(uas,o 8 UD 

No. Tangg.il No. euktl Saldo Pen rtmaan Pensetuaran Uralan 

BUKU KAS UMUM 
Perlode: --·-·--- 

!".J ,mm) PEMERINTAH PROVINSVKABUPATI:N/KOTA ···-·· 
· ••· :a BENDAHARA UMUM DAERAH 

~ TAHUN ANGGARAN···-·-·· 

kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat 

laporan BUD. 

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk: 

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan 

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian. 

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari 

kerja pertama setiap minggunya kepada Kepala Daerah atau 

dapat diserahkan sesuai kebutuhan. 

4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah 

membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D 

secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan 

keuangan daerah yang terintegrasi. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain 

sebagai berikut: 

a. Buku Kas Umum BUD 
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Rekapltulasi Posisi Kas di BUD: 
Sal do Bank 1 : Rp 
Sa!do Bank 2 : Rp 
dst, : RP 

---'--- 
Total Saldo ~*: Rp 

No. Bukti transaksi No. i-----"T-----.-----; 

SP2D STS Lain-lain 

•Total Saldo Kas torus soma dengan Posisi Kas (H) 

. 
I ttlUIUtlUI 

Hari 
Tanggal 
Periode 

Jumloh 1---------1 
Perubahan Posisi Kos hori ini -------'-----! 

Posisi Kos (H~ 1} 
1--------1 

Posisi Kas (HJ ._ _. 

Nama 
NIP: . 

Disiapkan oleh, 
BUD/Kuasa BUD 

mil 
~ 

Penerimaan Pengeluaran Uraian 

[jl;,•,1::u,•u:,;1 

~ 

• • PEMERINTAH PROVINSl/KABUPATEN/KOTA ....... 

LAPORAN POSIS! KAS HARIAN 

Tahun Anggaran ......... 

b. Laporan Posisi Kas Harian 



1. Ketentuan Umum 
Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran 

yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak 

211 

C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS 

Nama 
NIP: . 

Bendahara umum Daerah 

Ro., . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp ,n. . 

Rp . 
Rp . 

Rp .. 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp .. ., -. 
Rp., "'"""""""""··· 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp m . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp _ . 
Rp . 

D. Pengelu~an yang telah dlcatat oleh Bao k. 
beJum~k;atatoleh Buku 
a. Nota Debit No ..... 
b. BiayaAdminlstrasf Bank 
c. Buktl Lal n yang seh 
d. Dst ..... 

C. .Penerimaanyangte!ah di<atatoleh Bank. 
bel um dicatat oleh Buku 
a. Nota KreditNo ..... 
b. Pendapatan Bunga 

. c, Pendapatan Jasa Giro 
d, Bukti lain yang sah 
e. Dst ..... 

B. Pengeluaran yang tel ah dicatatoleh Buku, 
belum dicata oleh Bank 
a.SP20No .... 
b. Buktl Lal n yang s ah 
c. Dst.. .. 

Keterangan Selislh 
A. Penerimaan yang tel ah dicataloleh B1.1ku, 

belumdkatatoleh Bank 
a. STSNo ..... 
b. Buktt lafn yang ssh 
c. Dst .... 

1. SaldoKasUmum DaerahmenurutBuku 
2.. saldo xas Um um Dae rah menurut Bank 

Selsih 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 

REKONSIUASI BANK 

Ta hun Anggaran . 

Periode : ~ .. 

c. Rekonsiliasi Bank 



ketiga yang telah ditentukan. 

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah 

sebagai berikut: 

a. .Jenis-jenis kas transitoris, antara lain: 

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 

bendahara pengeluaran pembantu dan/ atau bendahara khusus 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap 

transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN; 

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah 

antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat 

Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 

21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan 

kerja dan jaminan kematian; 

3) Uang jaminan dan/ atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh 

pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu 

pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya 

atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain 

uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang 

jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila 

ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang 

mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang 

jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini 

pemerintah daerah. 

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi 

belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar 

pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari 

dokumen kelengkapan transaksi. 

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun 

perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan 

sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga 

(PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak 

dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya 

disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di 
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bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun rnenambah Kas Daerah, tidak 

boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka 

waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga. 

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 

kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi clan mengakui 

uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak 

ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, 

digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban 

pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan 

SKPD yang ditetapkan. 

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran 
kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran 
dan/ a tau Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP 

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan 
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai 
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas 
pembayaran belanja melalui UP/ GU /TU /LS. 

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut 
pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan 
seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas 
Negara. 

3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara 
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara 
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan 
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perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait. 

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD 

1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi 

Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan- 

potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS 

dilakukan langsung oleh bank. 

2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga 

atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan 

pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan 

yang telah ditentukan. 

3) Jaminan 

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan 
a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia 

barang/jasa ke rekening RKUD. 

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia 

barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya 

kepada pemerintah daerah. 

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah 

BUD yang berisi: 

(1) Perintah Pencairan Uang; 

(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan; 

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju; 

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa 

penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya 

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan 
a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada 

pihak ketiga. 

b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan 

menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang 

bersangkutan. 

c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang 

sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga. 
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D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD) 

1. Ketentuan Umum 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 

pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci 

sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Mengacu pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut: 

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 

a. Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala 
SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. 
Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling 
lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang 
penjabaran APBD ditetapkan. 

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal- 
hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam 
menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi: 
1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; 
2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD 

dalam tahun anggaran yang direncanakan; 
3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; 
4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 
5) Rencana penarikan dana setiap SKPD; 
6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD 

paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat 
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; 

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD. 
Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat 
pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD 
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d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja 

SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat 

jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub 

rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD. 

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan 

Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun 

anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan 

Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, 

objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan 

dan pengeluaran Pembiayaan. 
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yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah 

surat pemberitahuan diterima. 

Rancangan DPA-SKPD mencakup: 

a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD 

yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut 

akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, 

akumulasijumlah belanja menurut akun, kelompok, danjenis belanja 

yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah 

penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA 

Pembiayaan. 

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD 

dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut 

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek 

pendapatan. 

c. Rancangan DPA-Belanja SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam 

tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja 

menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan 

dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja 

SKPD. 
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3. Dokumen Terkait 
Ilustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut: 

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD 

a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan 
rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. 

b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 
6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi 
rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi 
antara lain: 
l) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 
2) analisis standar belanja; 
3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); 
4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; dan/ atau 
5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/ atau dana otonomi 

khusus. 
c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD 

melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil 
penyempurnaan kepada TAPD. 

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD 

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD 
yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. 
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Nama 
NIP: . 

Nama 
NIP: . 

Disetujui oleh, 
Sekretaris Daerah 

........... , Tanggal ...... 
Disahkan oleh, 

PPKD 

. 
' 

~ 
~ 

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya . 

Kode Nama Formulir 
DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD 
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD 
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD 

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ....... sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran ....... 

b. NIP 
c. Jabatan 

a. Nama 

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah: 

TAHUN ANGGARAN . 

PERSETUJUAN REKAPITULASI 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(DPA-SKPD) 

PROVINS!/ KABUPA TEN/ KOTA . 

LOGO 
PEMERINTAH 

DAERAH 

3.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD 
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Narna 
NIP: .. 

Narna 
NIP: .. 

........... , Tanggal . 
Pengguna Anggaran 

l:J~q 
it:lr.H a~ 

Disahkan oleh, 
PPKD 

~ 
@!J 

Kode N ama Formulir 
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anzzaran Pendapatan SKPD 
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anzzaran Belanja SKPD 
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anzzaran Pembiayaan Daerah SKPD 

c. Jabatan 

Pengguna Anggaran : 
a. Narna . 
b. NIP . 

:x 
: x.xx 
: x.xx.xx 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG URUSAN 
ORGANISASI 

TAHUN ANGGARAN . 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(DPA-SKPD) 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .. 

LOGO 
PEMERINTAH 

DAERAH 

3.2 Format DPA-SKPD 
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*) Sesuai dengan periodisasi SPD 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH Formulir 

Provinsi/Kabupaten/Kota *) ........ 
DPA/SKPD Tahun Anggaran ...... 

Organisasi x.xx.xx ················· .. 

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kade Jumlah 

Rekening Uraian (Rp) 

1 2 3 
Pendapatan 

Belanja 

Surplus/ (Defisit) 
Penerimaan Pembiayaan 

Pengeluaran Pembiayaan 

Pembiayaan Neto 
Rencana Realisasi Rencana Penarikan 

Penerimaan per Bulan *) Dana per Bulan*) ......... ,tanggal. ........ 
Januari Rp ............ Januari Rp .............. Pengguna Anggaran 
Februari Rp ............ Februari Rp .............. 

(i) Maret Rp ............ Maret Rp .............. 
April Rp ............ April Rp .............. . 
Mei Rp ............ Mei Rp .............. 
Juni Rp ............ Juni Rp .............. Nama 
Juli Rp ............ Juli RE.,, ........... NIP: .......... 
Aguatus Rp ............ Azus tus Rp .............. 
September Rp ............ September Rp .............. Mengesahkan, 
Oktober Rp ............ Oktober Rp .............. PPKD 
November Rp ............ November Rp .............. 

~ 

Desember Rp ............ Desember Rp .............. 
Jumlah Rp ............ Jumlah Rp .............. 

Nama 
NIP: .......... 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 
No. Narna NIP Jabatan Tanda Tangari 

1 
2 

dst 

Halaman . 

3.3 Ringkasan DPA-SKPD 
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*) Sesuai periodisasi SPD 

Halaman . 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA- 

PENDAPATAN 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota ........ SKPD 

Tahun Anggaran ...... 

Organisasi x.xx.xxx ..................... 
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Satuan Keria Peranzkat Daerah 
Kode Uraian Rincian Perhitungan Jumlah 

Rekening Volume Satuan l=H/ nw0 (Rp) ~ 

Jumlah 
Rencana Realisasi Pendaoatan per Bulan*) 
Januari Rp ....................... ......... .tanggal ......... 
Februari Rp ....................... Pengguna Anggaran 
Maret Rp ....................... (i 
April Rp ....................... 
Mei Rp ....................... Nama 
Juni Rp ....................... NIP: .......... 
Juli Rp ....................... 
Agustus Ro ....................... Mengesahkan, 
September Rp ....................... PPKD 
Oktober Ro ....................... 

~ November Ro ....................... 
Desember Rp ....................... Nama 

Jumlah Ro ....................... NIP: .......... 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1 

2 
dst 

3.4 Format DPA-Pendapatan SKPD 
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*) Sesuai dengan pcr iodisasi SPD 
Rp .. Jumlah 
Rp .. Dese rnbcr 
Rp . November 

Nama 
NIP: . 

Ro .. Nama 
NIP: .. 

Oktober 
Ru . September 

Aguslus 
RP . 
Rp . 

Juli 
Rp .. Juni (i . . 
Ro .. Mei 

~ 
~ 

Rp . April 
Rp .. Dlslapkan oleh, 

PPKD 
Dlsetujul oleh, 

Pengguna Anggaran 

Rp .. Februari 
Rp . ......... ,tanggal. ........ Januari 

Rencana Penarlken Dana per Bulan"] 
Jumlah 

dst ... 
dst ... 
dst ... 
Be lania Pe nunianz Urusan 

dst ... 
Ke aiatan ... 
dst ... 
Sub Ke aiatan .... 
Kegiatan ... 
Program .. 
Bidang Urusan ... 
Urusan .. 

dst ... 
Kegiatan ... 
dst ... 
Sub Ke aiatan ... 
Kegiatan ... 
Program ... 
Bidang Urusan .. 
Urusan ... 

dst ... 
Be lania Pe nunjang Urusan 

dst ... 
Sub Kegiatan .... 
Kegiatan ... 
dst ... 
Sub Kegiatan .... 
Kegiatan ... 
Prozram ... 
Bidang Urusan ... 
Urusan ... 

14 13 II 10 12 8 6 

Belanjn 
Tidak Belanja Jumlah Tahun+ 1 

Transfer 
Terduga 

Uraian Lokasi Tahuri-I Belanja Belanja 
Operas! Modal 

Tahun n Kade Jumlah 
Rekanitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Keztntan dan Sub Kemaran 

Oraamsasl x.xx.xxx . 

Provinsi/Kabupaten/Kota ....... 
Tahun Anggaran ...... 

Formulir 
DPA-BELANJA 

SKPD 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Halarnan ........ 

3.5 Format DPA-Belanja SKPD 
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*) Sesuai dengan periodisasi SPD 
dst 
2 

Nama NIP Jabatan No. 

Nama 
NIP: .......... 

Mengesahkan, 
PPKD 

~ 

......... ,tanggal . 
Pengguna Anggaran 

~ 
Nam a 

NIP: .......... 

Tanda Tangan 
Tim An~·<>aran Perne rtn eah Daerah: 

Ro . Jumlah 
Ro .. Desember 
Ro . November 
Ro .. Olctobur 
Ro . Seotember 
Ro .. Asru st'ua 
Ro . 

Mei Rp .. 

Juli 
Rp . 

Aoril Ro .. 

Juni 

Maret Ro .. 
Februari RJJ .. 
Jru1uarJ Ro . 

Jumlah Anggaran Sub Kerriat.an 
Re n can a Pe n artlca.n Dana per Bulan•! 

Harga Satuan PPN 

Jumlah 
Koefisien/ 
Volume 

Uraian (Rp) 

Rlncian Pe rh itun aan Kode 
Rekening 

Ke te r arrg ari 

Sruuoai . : MuJai. ..... Waktu Pelaksanaao 
: (Kua.nlilas, de n aan satuan diswnakan denJ;?an/sub keKialanl 
: (ProvLnsi srunpai kecamatan., Kab/Kota sa.m.pai Dt:sa/ Kclurahan) 

Keluaran Sub KeJ?iatan 
Lokasi 
Sumber Pendanaan 
Sub Kegialan 

Jumlah An"'"arat1 Sub [(cg-Iatan 

: x.xx.xx 

Harga Satuan PPN 

Jumlah 
Koefisien/ Uraian 
Voharne - 

(Rp) 

Rlncian Per-b i l:u.ngan Kode 
Rekening 

J<eteranucan 
: Mulai...... Sampal ........ Waktu Pelo.ksru'laan 
: (Kuanl.ltaa dengan satuan dlsamakan. de n aan /sub keglatan] 
: (Provins! eamoat Kecamatan Kabupa ten/ Kota sampai Des a/ Kelurahan) 

Keluaran Sub Kegiatan 
Lokasi 
SumberPendanaan 
Sub Ke1datan : x.xx.xx 

Kelom IJO le Sasaran Kegiatox,: 
Hasil 
Keluaran 
Masukan 

Tolak Ukur Kerja lndikator Target Kinerja 
In d ilcat.or de n 'l'olak Ukur Kin e rja Kc.:giat.ru, 

Rp , (terbilang} Alolcasi Tahun + 1 
Rp , (Lerbilang] Alokasi Tahun 
Ro. ILi.:rbilru:igJ Alokasi Tahun -1 
x.xx .. Unit 
x.xx .. Orl!anlsasi 
x.xx . l{egi;,,.tan 
x.xx Prosrram 
x.ooc 
x Urusan Pemerintahan 

Nomor DPA : .. 

Bidanp; Urusan 

Provinsi/ Kabupaten/Kota ........ 
Tahun Anggaran ...... 

Formulir DPA- 
RINCIAN 

BELANJA SKPD 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Halaman .. 

3.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD 
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*) Sesuai dengan periodisasi SPD 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA 
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH PEMBIAYAAN 

Provinsi/Kabupaten/Kota ........ SKPD 
Tahun Anggaran ...... 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan 
Satuan Kerja Pe rangkat Daerah 

Organisasi x.xx.xxx ····························· 
Kade Uraian Jumlah 

Rekening (Rp) 

Jumlah Penerimaan Pernbiayaan 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
Jumlah 

Rencana Re alisasi Pendapatan per 
Bulan*) 

Januari Rp .......................... ......... ,tanggal ......... 
Februari Rp .......................... Pe ngguna Anggaran 
Maret Rp .......................... i1 April Rp .......................... . 
Mei Rp .......................... Nama 
Juni Rp .......................... NIP: .......... 
Juli Rp .......................... 
Agustus Rp .......................... Mengesahkan, 
September Rp .......................... PPKD 
Oktober Rp .......................... 

~ November Rp .......................... . 
Desembcr Rp .......................... Nama 

Jumlah Rp .......................... NIP: .......... 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 
1 
2 

dst 

Halaman . 

3.7 Format DPA-Pembiayaan SKPD 



E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari 

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APED dalam setiap 

periode. 

Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai 

berikut: 

a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah 

untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran 

sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA 

SKPD. 

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi 

penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya 

yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran 

kas SKPD. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas 

pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub 

rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan 

untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi 

penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD. 

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek 

pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen 

anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan 

penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan 

setiap bulan. 

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas 

pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub 

rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub 

kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme 

pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran 

pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran 

pengeluaran yang telah ditetapkan. 
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d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja 

dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran 

kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran 

pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap 

bulan. 

e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai 

dasar penyusunan SPD. 

f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD 

dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. 
b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD 

paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan. 
c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 

2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD. 
d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan 

menggunakan instrumen verifikasi antara lain: 
1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD; 
2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan 

dana dalam DPA-SKPD. 
e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, 

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah. 
f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah 

daerah kepada PPKD selaku BUD. 
g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah 

daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari 
sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima. 
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3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut: 

3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah 
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F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) 

1. Ketentuan Umum 

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan 

tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD. 

Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

menegaskan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD 

dengan mempertimbangkan: 

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan 
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ANGGARAN KAS SXPD 
TAHUN ANGGARAN-. 

3.2 Format Anggaran Kas SKPD 
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3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen SPD sebagai berikut: 

3.1 Format SPD 

c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum 

dalam DPA SKPD. 

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada 

PPKD untuk ditandatangani. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD 

atau unit SKPD setiap periodik. 

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat 

bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa, PPKD selaku 

BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang 

dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada 

DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD. 

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat 

kondisi sebagai berikut: 

1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan 

penerimaan dalam anggaran kas; atau 

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak. 

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran 

berikutnya. 

d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas 

pemerintah daerah. 

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD 

untuk disahkan. 

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala 

SKPD. 
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Nama 
NrP:,--· 

Tembumn tfMmpoiJcor, llltpoda: 

1.n~ktw' 

PPKOSBAKUBUD 

Ditetapkan di_· ---·-· 
PadaTanggaL . 

:R.p ·--·-·------~ .. --.- ...... 

(Terbi/ang - ·---···--··----········ -.} 

e. SisaJumlah Dana DPA· 
SKPD/Perubahan DPA·SKPDyang 
be lum di SPD-kan 

Ketentuan-ketentuan lain 

c. Sis.a Dana yang belum diSPD-kan 

:RP..-------"·"·----"·-·"""- 
(Terbilong.. ·--···· ···-· ) 

·Ri:- ----- - -- -·- -·· ··-- -· 
{Terbr/ong _ ···--- . . .. .. .. _ .} 

:RP------·-----·------· 
.(Terbilang. - - ------··-·- .) 

d. Jumlah DanayangdiSPD-kansaat ini :RJ>--------------- .. ·-·- 
(Terb,Jong. - ··---·····-··········-··--···-····--····· ·····- .) 

(Terbilang. ·-···-· ··--··-·····-···· ... .J 
:Bulan ... _. -- ..... s.d ..... ·-··· ...... ·- 5 Untuk Kebutuhan 

6 lkhtisarPenyediaan Dana: 
a. Jum lah Dana DPA·SKPD/ Perubahan 

DPA-SKPD 
b. AkumulasiSPDSebelumnya 

·Rp·----·-·--·---··-·- . 

Serdasarkan Peraturan Daerah PmvinsVKabupaten/Kota. , Tanggal _. Bulan _ .. ___ 
Tahun tentang Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah Provinsi/Kabupaten/Kcta TahunAnggaran 
-------· Menetapkan/men~diakan kredit anggaransebagai berikut: 

1 Das:arPen~diaanDana: 
OPA-SKPD/Pe rubahan DPA-SKPD 

2 Ditunjukan kepada SKPD 
3 Kepala SKPD 
4 Jumlah Penyediaan Dana 

MEMUlUSKAN: 

Menimbang bahwa untuk melaksanakananggaran belanjasub kegiatan tahun anggaran berdasarkan 
DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPDdan anggaran kasyangtelah ditetapkan, perlu disiapkan 
rw-n,fanrn1n nl'-n:11r1n mPnPrbitkrin ~mrt PPnvPniAAn [);mi! fSPOk 

Mengingat 1. Peraturan Daeran. tentang penetapan APBD/PAPBD Provinsi/Kabupaten/ 
Kota Tahun Anggaran ; 

2. Peraturan Kepala Dae rah Nomor _.Tahun _ tentangPenjabaran APBD 
Provinsi/Kabupate n/ Kata ·-······Tahun Anggaran ; 

3. DPA-S KPD/~rubahan DPA-SKPD*} Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun -···---; 

4 ·-·-····--·--· 

PPKD SELAKU BUD 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH 

NOMOR . 
TENTANG 

SURAT PENVEDIMN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 



Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi 
penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, 

231 

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah 
dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan 
daerah. 

1. Ketentuan Umum 

G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN 

Nama 
NIP: . 

PPKDSELAKU BUD 

Ditetapkan di: .. 
PadaTanggal: .. 

Jumlah Penyediaan dana Rp . 
(terbilang " " ~ .....•. ) 

N<t 
Prmrnm, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Akumulasi JumlahSPD Slsa 

Kode Nama SPD Periooe inf Anl!l!aran 

Jwnlah 

NomorSPD 
Tanggal 
SKPD 
Peri ode 
tahunAnggaran 
NomordanTanggal DPA· 
$Kf>D/Perubahan DPA-SKPQ 

.tarnplran :suratPenyediaan Dana(SPDJ 

3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana 
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penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku 

bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. 

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, 
aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Berdasarkan Pasal 120, Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 140 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa penatausahaan pendapatan 
pada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran 

pendapatan, adalah sebagai berikut: 

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan 
penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD 
melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut. 

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke 

Rekening Kas Umum Daerah paling lam bat dalam waktu 1 (satu) hari. 
Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan 

komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa 
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan 

dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Kepala 
Daerah. 

d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah 
atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik. 

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/ atau 

nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat 

tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD 

menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat 
berharga yang dalam penguasaannya: 

1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah 

sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan 
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif 
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang 
diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, dan/ a tau 

2) atas nama pribadi. 



g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); 

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP); 
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pad a 3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan 

dokumen/bukti meliputi: 

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D); 

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); 

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); 

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); 

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT); 

Kepala Daerah, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai 

denganjenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan. 

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak 

(tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti 

penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

pemungu tan/ pem bayaran 

pendapatan daerah 

b. Berdasarkan sifat dan prosedur 

pendapatan daerah, penatausahaan 

dilaksanakan sebagai berikut: 

1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. 

Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran 

pendapatan daerah, dapat dibedakan: 

1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala 

Daerah; dan/atau 

2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada 

penetapan). 
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Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan 

Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yang 

memiliki tu gas dan wewenang 

pengelolaan pajak 

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yang 

memiliki tu gas dan wewenang 

pengelolaan retribusi 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Bendahara Penerimaan SKPD yang 
'---- 

b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai 

dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media 

elektronik lainnya. 

5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah 

setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media 

elektronik lainnya. 

c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan 

wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas / fungsi SKPD dan 

SKPKD, sebagai berikut: 

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan 

dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain 
yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan 

didokumentasikan dalam Register STS. 

m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/ atau 

n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam 

melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan 

secara tunai dan non tunai, dengan cara: 

i) Surat Tanda Setoran (STS); 

j) Nata Kredit dari Bank; 

k) Surat Perjanjian; 

1) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan; 



2. Ke ten tuan Pelaksanaan 

a. Tahap Penetapan dan Penagihan 

Bagian 1 - Penetapan Pendapatan 

1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala Daerah 
atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen 
penetapan pendapatan daerah. 

2) Penetapan pendapatan dapat berupa: 

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D); 

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D); 

c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); 

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 

e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang 

masih harus dibayar. 

4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib 
pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada 
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagai 
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Daerah yang Dipisahkan melaksanakan fungsi BUD, kecuali: 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi 

yang Sah tetap dikelola oleh Bendahara 
Penerimaan di SKPD terkait 

Transfer Pemerintah Pusat 
2. Pendapatan BLUD dikelola oleh 

Transfer Pemerintah Daerah BLUD terkait 

Hi bah 3. Pendapatan Hi bah Dana BOS, 

Dana Darurat Dana kapitasi dan pendapatan 
lainnya yang dikelola oleh Bendahara 

Lain-lain Pendapatan Sesuai 
Khusus. 

dengan Ke ten tu an Perundang- 

undangan 



5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara: 

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan 
pendapatan kepada pihak ketiga; 

b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan 
Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik 
penagihan pendapatan. 

6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis 
236 

4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara: 

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan 
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga; 

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada 
pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang 
ditandatangani oleh pihak ketiga; 

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen 
kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
Pembantu dan PPK-SKPD. 

dasar penagihan. 

5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas 

pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA. 

6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan 

berdasarkan dokumen penetapan. 

Bagian 2 - Penaqihan 

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual, 
surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan / a tau media 
elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang 
sebagai berikut: 

1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan 
dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga. 

2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal 
yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan. 

3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak 
yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah 
Daerah. 



Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai 

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu melakukan validasi. 

4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
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Bendahara rekening melalui daerah 3) Penerimaan 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai, 

dilakukan sebagai berikut: 

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

menerima nota kredit/ notifikasi perbankan atas penerimaan 

pendapatan. 

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut: 

( 1) Meneliti nota kredit/ notifikasi perbankan; 

(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara 

jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah 

ditetapkan pada dokumen penetapan. 

Bendahara rekening melalui pendapatan 2) Penerimaan 

sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media 

lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki 

kewajiban untuk membayar pendapatan daerah. 

b. Tahap Penerimaan Pendapatan 

1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, 

dilakukan sebagai berikut: 

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat 

tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. 

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah 

uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada 

dokumen penetapan. 

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan 

Tanda Bukti Penerimaan _ dan menyerahkan kepada pihak 

ketiga. 



b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic 

Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking, 

mobile/ phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri 
{ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic Data 

Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi 

berbasis elektronik lainnya. 

c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank. 

c. Tahap Penyetoran Pendapatan 
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a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan 

melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/ atau melalui 

kanal pem bayaran secara online yang disediakan oleh penyedia 

jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non 

bank. 

memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang 

telah melakukan pembayaran. · 

5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan 

dengan cara: 

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas 

penerimaan pendapatan SKPD; dan 

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi sebagai berikut. 

6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan 

pendapatan yang diterima langsung RKUD. 

7) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak 

diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan 

wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang 

diterima langsung RKUD; 

8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah 

uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan. 

9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai 

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu melakukan validasi. 
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1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara 

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib 

menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat 

dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit 

dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan 

pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur 

dalam Peraturan Kepala Daerah. 

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib 

memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke 

rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara 

lain sebagai berikut: 
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Nama 
NIP: .. NJP:,u ........ 

Disiap ken ole h, 
Bendahara Penerimaan/ Bendahara 

P~rinaao Pembantu 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 

Anggaran 

No. Kode Rekening Uraian Jumlah . 

JUMI.AH 

Harap diterima uang sebeser RP--- ... --{terbilang.M_.., , ..... ... _ ... -1 
De ngan Rincian Peneri maan sebagai berikut: 

. 
nu.QUIIIUII 

No. STS 
Tanggal 
Bank 
No. Rekeni ng 
Penerimaan tanggal 

-SURATTANDA SETORAN (STS) 
SiCPD . 
PEMERINTAH PROYJNS VKAB.µPATEN/KOTA ....... 

3.1 STS 
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Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan 

pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang 

menjadi kewenangannya. 

Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019, 

menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib 

daerah, Bendahara pendapatan penatausahaan Dalam 

1. Ketentuan Umum 

H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN 

____ J L 

N-am.i 
NIP1 . ., ...... 

Na11l11 
NI?:, ...... .,. 

llsiapkan oleh 
Bendalwa ~nerimaan/ 
Bendohara Peru!rirr&WI 

~set1.9ui oleh, 
Penggura Arf.gara.nf ~ 

Jlerc.,"tlnaAngg.nn 

~- No. Sl5 lan:gal Kode R~kenln; Uraian Jumla S:.ikio Ket 

REGISITRSTS 
Periode: """""""'"' 

PEMERlITTMI PROVIN5!/KABUPATEN/KOTA ,u .... 

5KPD~""""• 
TAHUN ANGGARAN ., 

3.2 Register STS 
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pencatatan, antara lain: 

1) Tanda Bukti Penerimaan 

2) Surat Tanda Setoran 

3) Nata Kredit Bank 

4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di 

atas 

c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, 

antara lain: 

1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai 

2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening 

bendahara penerimaan 

3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum 

Dae rah 

d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai 

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan 

Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 

penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan. 

dasar sebagai tertentu dokumen-dokumen menggunakan 

menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan 

penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah 

menggunakan buku-buku sebagai berikut: 

1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran 

2) Register STS 

3) Buku Kas Umum 

4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank 

b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan 
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2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada 

Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran. 

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non 

Tunai 

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

men ca tat penerimaan di rekening Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai 

berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi 

perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum 

(BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening 

pendapatan. 

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai 

(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 

pengeluaran 

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD 

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan 

(nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah 

divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di 

sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan. 

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain 

sebagai berikut: 

3.1 Buku Kas Umum 
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NIP;"'~""' 
flam a 

WP: Mu,.,w 

Nama 

I 
I_ 

Duiap an oleh, 

Bendahm Penerim,1an/ 
Bendaliara Peller ima ;;n 

DI! F.tujui e leh, 
P<.:og~uM n,;sa1a11 

KuasaPengguna 

. ... " .. ' .. ' .... '." ~ I terbilMg .. 
terdin dan: 

Soldo Ku di Benda hara Penerinmn/Bendahara Pene.rimun Pembsntu 
Rp .. 

Tanggal o. Buktl Kode Ur a Ian Penerlmaan Pengeluaran Sal do e, 
Rekenfng 

PetiocJe: •.... , .. 

BUKU KAS UMUM 

PEMERINiAH PROVINSI/KA.BUPATEN/KOTA .,_., 
SKPO . 
TA HUN ANGGARAN . 
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Nam., 
Nil': .... - .... 

Nnma 
NII';, ....... 

~iaplQln o ten, 
Bl!ndal1ara Penerimaan/ 
Bendahara Penerimaan 

Diseu,jul eren, 
Pengeuna AAr;gan,n/ 

l<uasaPenmuna 

No, Tan.:~ l No.8uk11 Uralan Penerimaan Peni.eluaran Saldo 

BUKU PEMBANTU BANK 
l'eriode; .. 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA "'"" 
SKPD .. 
TAIIUN ANGGARAN~.- ..... 

3.3 Buku Pembantu Bank 

Nama 
NIP:·--·· .. 

Nam a 
NIP: . 

ffi[g) 
~ 

Oislapkan oteh, 
Bendilhara P~nerimaoo/ 
Bendahara Pe11e-rln"100n 

Oi5etujul oleh, 
Penc:guna Anwran/ 

Kuasa reneguna 

No. Tllngg-al No. Buktl Uraian Penerimaan f>engeluaran Sa1do 

BUKU PEM BANTU KAS TUNAI 
Perioder .. 

PEM ER INTAH PRO'JINSI/KABUPA TEN/XOTA -·- 
SK PD.,.,_ ... 
TAHUN ANGGARAN . 

3.2 Buku Pembantu Kas Tunai 



I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN 
1. Ketentuan Umum 

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan 
Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD 
bertanggungjawab secara administratifkepada PA dan secara fungsional 
kepada BUD. 
Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 
Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut: 
a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling 
lam bat tanggal 10 bulan berikutnya. 

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 
10 bulan berikutnya. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling 
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan 
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara 
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling 
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 

c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan 
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan 
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, 
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut 
dilampiri dengan: 
1) BKU 
2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
3) Register ST.S 
4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 
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Penerimaan dan Penyetoran. 

3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan 

bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 

4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan 

Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan 

bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara 

Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya 

Bagian 2 - Bendahara Penerimaan 

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan 

penutupan BKU. 

2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan 

Penyetoran. 

La po ran menyusun Pembantu Penerimaan 2) Bendahara 

5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi 

dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan 

dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD 

sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 

pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi: 

1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 

laporan terkait 

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya 

yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait 

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 

penerimaan pendapatan dan penyetorannya. 

f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada 

Pengguna Anggaran. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bagian 1 - Bendahara Penerimaan Pembantu 

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan 

penutupan BKU. 



3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti 

penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah. 

4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang 
dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya. 

5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan 
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh 
Bendahara Penerimaan Pembantu. 

6) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban 
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam 
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu. 

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif 
1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna 
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan: 
a) BKU 
b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
c) Register STS 
d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 
e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

2) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait 

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait 

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya 

3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada 
Bendahara Penerimaan. 

4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan 
lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan 
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Nama 
NlP:-- 

Nama 

NIP:--. 

Df5et uju i oleh, 
Pengguna Ar1«.garan/ 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Dis:l.rpkan oleh, 
Bendahara Penerinmm/ 

Bendahara Penerimaan Pembantu 

Rp .. 
Rp .. 
Rp .. 
Rp .. 

Rp .. D. Saldo Kasdi Bendahara 
1. Bendahara Penerimaan 
2. Benda hara Penerimaan Pembantu . 
3. Benda hara Penerimaan Pembantu .. 
4. dst.. .... 

4. Melalui ke rekening leas um um daerah Rp .. 

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (Al-+A2+A3) Rp . 

c. Jumlah penyetoran Rp . 

Rp .. 
Rp . 
Rp .. 

A. Peoerimaan 
1. Tunal melalui bendahara penerimaan. 
2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu 
3. Melalui ke rekening bendaharapenerimaan 

Rp .. 

SKPD 
PERIODE 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 

Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD 

2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi 

penerimaan. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan antara lain sebagai berikut: 

3. 1 LPJ Bendahara Penerimaan 

Laporan menyampaikan Pertanggungjawaban iapprouab, 

menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ 

Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. 

5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ 

Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi. 

c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional 

1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan 
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~lama 
NIP: . 

roil 
~ 

Dl,laptan oleh, 
Bendahm Penerim1,a11/ 
Bendchara Penecrimaan 

D1setujul olen, 
Pengglllli Angal'ln/Kua.n Pengguna 

Anwrilll 

S1ldo l<as di ilffld Pl!llerim;iam 
Tun.ii: Rp 
Bank.: R 

Jumlah Penyetor.in: 
Tunai 1Rp 
Transfer _:R_,_p 

1 
TOTAL :Rp 

Jumlih Penerimaam 
unai :Rp 

Non Tuna, rek SKPO :Rp 
RKUO :Rp 
TOTAi. rR 

PENMPATAN PENERIMAAN PffiYETORAN 
»11. Kode. 

tl.tma Re~enlng Tari~pl Ho.BuU luml.ih Ta~~I No. Bukti Jumlah 
Re~e11in1t 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

lAPORAN PEHERIMMN DAN PENYETDRAN 
Periodei .. 

PEMERlNTAH PROVJNSI/KABUPATEN/KOTA .. _ 
SKPO...-- .. 
TAHUN ANGGARAN.- ... , ... 

3. 2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran 



1. Ketentuan Umum 

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD 

melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi 

penerimaan. 

Berdasarkan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

201_9, dinyatakan bahwa PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan 

analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka 

rekonsiliasi penerimaan. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas 

laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi: 

1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban 

penerimaan 

2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan 

3) analisis capaian realisasi penerimaan 

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, 

PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik 

yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi. 

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD 

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 

dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD 

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah 

sesuai ketentuan, yaitu: 

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi 

RKUD 

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 

ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan 

kepada Bendahara Penerimaan SKPD. 

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan 

rekonsiliasi penerimaan dengan mengiden tifikasi transaksi-transaksi 

pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
251 

J. REKONSILIASI PENERIMAAN 



1. Ketentuan Umum 
Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi 
daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar 
(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan 

daerah. 
Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 
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K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN 

A. Pendapatan Daerah berdaserksn LPJ Bendahara Penerlmaan Rp. 

a Transaksl-transak~I perdapatan yang dlterima oleh BUD tetapl tlda 
tercatat oleh buku Bendahara Penerlmaan/Bendahara Penerlmaan 
Pembantu 
a ......................... Rp. 
b ........................... Rp. 
c. Ost Rp. 

Total Rp. 

c. EITor/Kesalahan Pencatatan Penertmaan 
a ........................... Rp. 
b ............. , ............. Rp. 
c. Ost Rp. 

Total Rp. 
--- --- 

LOGO 
PEMDA 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 
REKONSILIASI PENERIMAAN 

TAHUN ANGGARAN . 

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan 

menampilkan data setiap bulan. 

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi 

penerimaan. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai 

berikut: 

Rekonsiliasi Penerimaan 



ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 

sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 

penerimaan yang bersangkutan. 

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan 

membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan 

membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 

sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut: 

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan 

2) objek penerimaan daerah yang sama. 

b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa: 

1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran; 

2) rekomendasi APIP; 

3) rekomendasi BPK-RI; 

4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak 

ada upaya hukum lainnya; dan/ atau 

5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan 

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses 

verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk: 

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan. 

2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian. 

d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan: 

1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; a tau 

2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan 

yang sudah disampaikan. 

e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil 
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Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga 
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penerimaan pajak daerah/retribusi daerah. 
i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan 

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Tahap Penerbitan SKLB 

1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas 
penerimaan pendapatan daerah. 

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi 
atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan 
daerah. 

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB. 
4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB. 

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan 
pendapatan daerah 
Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan 
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 
Penerimaan Daerah: 
1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun 

tahun sebelumnya 
2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama 
Bendahara Penerimaan SKPD / SKPKD melakukan koreksi pada 
rekening penerimaan yang bersangkutan. 

pajak penerimaan pembayaran pengembalian kelebihan 
daerah/retribusi daerah kepada BUD. 

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan 
pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat 
Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan 

verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus 
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau 
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak 
daerah dan retribusi daerah. 

g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau 
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak 
daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan 



1. Ketentuan Umum 

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening 

Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana 

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja 

daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang 

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut: 

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah 

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. 

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran 
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L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA 

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD 

akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan 

pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja 

tidak terduga. 

c. Tahap Penyesuaian Pencatatan 

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, 

Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan 

terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan 

daerah. 

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, 

Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian 

pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT. 



Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit 

SKPD. 
b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan 
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa 
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK. 

c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa 
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih 

dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota 
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK. 

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai 
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK. 
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menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara. 

atas pembayaran yang 

Pembantu Pengeluaran f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

bertanggung jawab secara pribadi 
dilaksanakannya. 

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai 
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib 

melaksanakan pembayaran setelah: 
1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserta bukti transaksinya; 
2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

dokumen pembayaran; dan 
3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan 

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib 

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan 

tidak dipenuhi. 

pembantu 

keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 



e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, 

PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui 

transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi 

pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK 

melalui transfer ke rekening PPTK. 

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan 

uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar 

1) Pengajuan Uang Panjar 

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan 

rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD. 

b) PPTK menyiapkan NPD. 

c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk 

mendapatkan persetujuan. 

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikannya kepada Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non 

tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening 

PPTK. 

2) Pelaksanaan Belanja 

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan 

belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. 

Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk 

mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat 

keabsahan belanja secara materiil. 

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau 

pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun 

rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri 
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Bendahara rekening dari pemindahbukuan 

melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai 

8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui 

untuk Pembantu Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

diverifikasi. 

7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang 

sah, Bendahara Pengelusran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke 

rekening PPTK. 

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat 

kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian 

kelebihan uang panjar secara non tunai melalui 

pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara 

Pengeluaran. 

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar 

1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang 

dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak 

penyedia barang/ jasa. 

2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk 

mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan 

belanja secara materiil. 

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan 

NPD. 

4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan 

persetujuan. 

5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja 

disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara 

melalui tunai non secara terse but pembayaran 

dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan 

kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai 

bahan pertanggungjawaban belanja. 

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat 

kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, 

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan 
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening 

pihak penyedia barang/jasa. 

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran 

1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut: 

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran. 

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan. 

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan 

atas pencatatan/pendaftaran BMD. 

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 

dalam bukti transaksi. 

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, 

Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan 

perbaikan atau penyempurnaan. 

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ 

Penggunaan UP. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara 

lain sebagai berikut: 

N ota Pencairan Dana 



Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu 

anggaran SKPD 

a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang 
dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini 

(angka hanya sebagai ilustrasis: 
1) maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan 
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B Up Rencana pembayaran belan ja menggunakan uang persediaan esaran = · - 
Proyeksi frekuensi pengajuan LP J UP dalam setahun 

1. Ketentuan Umum 

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan 

kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam 

keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang 

dilakukan oleh BUD. 

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap 

SKPD adalah sebagai berikut: 

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak 

menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan 

besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran 

anggaran belanja yang akan menggunakan LS. 

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari 

keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Altematif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP 

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan 
penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, 

belanja tak terduga, dan belanja transfer. 
b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan 

UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan 

DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung. 
c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ 

UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/ atau pengalaman 
tahun-tahun sebelumnya. 

d. Menentukan besaran UP dengan rumus: 

M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN 
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Rp.500.000.000. 

2) maksimal Rp. 75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas 

Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000. 

3) maksimal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas 

Rp.1.000.000.000. 

N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN 

1. Ketentuan Umum 

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan 

UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk 

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk 

memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang 

dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang 

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. 

Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang 

mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang 

untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan 

SPP-TU. 

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai 

berikut: 

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD 

dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA). 

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit 

SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari 

rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat 

keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara 

Pengeluaran. 

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan 

besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

serta waktu pelaksanaan kegiatan. 



Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal 
pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus 
sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan 
pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan 
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019, permintaan pembayaran diatur sebagai berikut: 
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Bendahara oleh dilakukan Pembayaran Permintaan 
1. Ketentuan Umum 

0. PERMINT AAN PEMBAY ARAN 

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku- 

buku terkait. 

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas 
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran. 

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir 
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai 
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan 
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut: 
a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan 

usulan dari Bendahara Pengeluaran. 
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan 

pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna 
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening 
Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku 
terkait. 

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan 
pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar 
pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi. 



a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK 

SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

dengan SPD. 

b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD 

dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui 

PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dengan SPD. 

c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran 

pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain 

yang dipersamakan dengan SPD. 

d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP 

LS. 

e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP 

UP diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang 

besaran UP. 

f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP 

GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan 

UP. 

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Daerah. 

h. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat 

mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/ atau SPP 

UP/GU. 

i. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari 
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu 
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam 
hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor 
ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan 
daftar rincian rencana penggunaan dana. 

j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk: 
1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau 
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2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah 

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk pembayaran: 

1) gaji dan tunjangan; 
2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 
3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
1. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang 

dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada KPA. 

m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang 
dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan 

UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. 
b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan satu 
kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan 
pertimbangan: 
1) ketersediaan kas di RKUD; 
2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme 

LS; 
3) besaran anggaran SKPD. 

c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Kepala Daerah tentang 
besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran 
bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan 
peruntukannya. 

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah 
diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran 
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UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas: 

1) Ringkasan SPP-GU; 

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan 

sub rincian objek; dan 

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP. 

e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait 

lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Pengajuan 

permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU 

yang terdiri atas: 

1) Ringkasan SPP-TU; 

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub 

rincian objek. 

f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari 

RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran 

gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan 

pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke 

penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/ 

bendahara pengeluaran pembantu). 

g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran 

antara lain: 

1) hibah berupa uang; 

2) bantuan sosial berupa uang; 

3) bantuan keuangan; 

4) subsidi; 

5) bagi hasil; 

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan 

yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; 

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 

rekomendasi APIP dan/ atau rekomendasi BPK. 

h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan 

sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini 

didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas: 

1) Ringkasan SPP-LS; 

2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan 

sub rincian objek. 



c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU 
1) Pengajuan Permintaan Belanja TU: 

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan 
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, 
untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut 
memenuhi persyaratan pengajuan- permintaan belanja TU, 
yaitu: 
( 1) Kegiatan yang bersifat mendesak; 
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU. 

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU 
sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang 
didokurnentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. 
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i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk 
pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP 

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan 
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah; 

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran 
UP terse but kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. 

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU 
1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 
2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui 

PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan 
Pertanggungjawaban UP. 

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan 
oleh Bendahara Pengeluaran. 

4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 
50% (lima puluh persen) atau batasan tertentu sesuai dengan 
kebijakan daerah masing-rnasing. 

5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang 
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan: 
a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang 

lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait. 
b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP- 

GU. 



PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana 

Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan 

persetujuan. 

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar 

Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD. 

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian 

Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan 

permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah. 

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU 

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar 

pengajuan permintaan pembayaran TU. 

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut: 

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan; 

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/ atau dokumen 

yang mendasarinya; 

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam 

SPP-TU; 

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut 

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS 

1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan 

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan 

sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji 

dan Tunjangan. 

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi: 

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh 

pejabat sesuai kewenangan; 

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai 

yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 
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meliputi: 

(a) gaji induk; 

(b) gaji susulan; 

(c) kekurangan gaji; 

(d) gaji terusan; 

(e) SK CPNS; 

(f) SK PNS; 
(g) SK kenaikan pangkat; 
(h) SK jabatan; 
(i) kenaikan gaji berkala; 

m surat pernyataan pelantikan; 
(k) surat pernyataan melaksanakan tugas; 
(1) daftar keluarga (KP4); 
(m) fotokopi surat nikah; 
(n) fotokopi akte kelahiran; 
(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) 

gaji; 

(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
(q) surat pindah; dan 
(r) surat kematian; 
Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan 
peruntukannya. 

c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan 
dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi 
rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara 
lain: 
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa 
anggaran; 

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah 
disediakan; 

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji. 
d) Berdasarkan basil verifikasi, Bendahara Pengeluaran 

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan 
Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan 
Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA 
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melalui PPK-SKPD. 

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan 

Jasa 

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LS Pengadaan Barang dan J asa dengan mengacu 

kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen 

pengadaan yang dimaksud antara lain: 

( 1) dokumen kontrak; 

(2) berita acara pemeriksaan; 
(3) berita acara kemajuan pekerjaan; 
(4) berita acara penyelesaian pekerjaan; 
(5) berita acara serah terima barang dan jasa; 
(6) berita acara pembayaran; 
(7) surat jaminan bank; 
(8) surat referensi/keterangan bank; 
(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank 

RKUD; 
(10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan 

untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai 
dengan berakhir masa kontrak; 

(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak- 
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri. 

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan 
kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan 

jasa yang dilakukan. 
b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa 
dengan langkah antara lain: 
( 1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan 
diajukan telah disediakan; 

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak 

melebihi sisa anggaran; 
(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas 

tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), 
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perhitungan 

dan/atau berdasarkan keputusan Kepala Daerah 
dokumen pendukung lainnya. 
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan 

pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan 

Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang 

dan Jasa. 

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS 

Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui 

PPK-SKPD/PPK-unit SKPD. 

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga 

Lainnya 

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu 

kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung 

lainnya. 

b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung 

berdasarkan keputusan kepala daerah dan/ atau dokumen 

pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 

pengeluaran. 

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dengan langkah antara lain: 

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan 

diajukan tidak melebihi sisa anggaran; 

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

akan diajukan telah disediakan; 

(3), Meneliti kelengkapan dan validitas 

Bendahara 

dan dokumen pengadaan barang dan jasa. 

c) Berdasarkan hasil verifikasi, 
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3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut: 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan 

Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang 

didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya. 

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak 

ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK- 

SKPD/PPK-Unit SKPD. 

Bendahara verifikasi, hasil d) Berdasarkan 
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Lem bar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK·SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 

(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

......... tanggal . 
Bendahara Pengeluaran 

Pada SPP ini ditetapkan lamplran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 

Dst: Rp. Dst .. 

Nomor:.. Rp. Tanggal: .. 

Nomor: Rp. Tanggal .. 

II SP2D Sebelumnya 

Ost: Rp. Ost: . 

Nomor: Rp. Tanggal: .. 

Numor: Rp. Tanggal: .. 

SPD 

Ural an No 

Sebesar: Rp . 
(Terbilang ) 

SPD N omor: tanggal .. 8. Oasar Pengeluaran 
7. Untuk Keperluan 
6. Nomor Rekening Bank 
5.Nama Bank 
4. NPWP Bendahara Pengeluaran 
3. Nama Bendaha.ra Pengeluaran 
2. Nama Pengguna Anggaran 
1.Nama SKPD 

SPP-UP 
Uang Persediaan 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.1 . 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nomor: . 

a. SPP-UP 
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(Nama Lengkapl 
NIP .. 

(Nama Lengkap) 
NIP ., . 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara Pengeluaran 

Mengetahui/Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

Terbilang:## rupiah## 
TOTAL . 

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah 
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx ······•·"•11••••• .. , ........ 

3. dst 
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 
6. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 
8. dst 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 
9. x.xx.xx.xx.xx.xxx ..................... , ....... 

10. dst 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN jSPP-UP) 

Nomor: . 
Tahun Anggaran : . 
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Lem bar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK·SKPD 
Sallnan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Sallnan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran 
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran 

(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

......... tanggal. . 
Bendahara Pengeluaran 

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 

Dst: . Dst: Rp. 

Nomor: Rp. Tanggal : .. 

Nomor: Rp. Tanggal: . 

II SP2D Sebelumnya 

Dst: Rp. Dst · . 

Nomor: . .. Rp. Tanggal .. 

Nomor: Rp. Tanggal: . 

I SPD 

Uraian No 

Se be sar: Rp .. 
(Terbilang ) 

SPD Norn or: tanggal . 8. Dasar Pengeluaran 
7. Untuk Keperluan 
6. Nomor Rekening Bank 
5.Nama Bank 
4. NPWP Bendahara Pengeluaran 
3. Nama Bendahara Pengeluaran 
2. Nama Pengguna Anggaran 
1.Nama SKPD 

SPP·GU 
Gan ti Uang Peraedlaan 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*I ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nomor: . 

b. SPP-GU 
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/Nama Lengkap) 
NIP .. 

[Nam a Lengkapj 
NIP .. 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara Pengeluaran 

Mengetahui /Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

Terbilang : # # rupiah## 
TOTAL . 

No Kade Rekening Uraian Nilai Rupiah 
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx ,, .. ,11 ... , .................. 

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx ,,.,,,11 .. ,, ......... ,i,,,,,,, 

3. dst 
Nama Kegiatan/SubKegiatan 2 

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................ , 

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 
6. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 
7. x.xx.xx.xx.xx.xxx .................... , .. ,1 .... 

8. dst 
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx '""""'''"'''''''''"'"' 

10. dst 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

Tahun Anggaran : . 
Nomor: . 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) 
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(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

......... tanggal. ........ 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu 

Lem bar Asll: Untuk Pengguna Anggaran/PPK·SKPD 
Sallnan l : Untuk Kuasa BUD 
Sallnan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Sallnan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 

(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan 

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dukumen SPP ini. 

Rp. Ost: .. Dst: .. 

NomOI': Rp. 'l'anggal : , . 

Nnmor: Rp. Tm,1:1\ti.l . 

II SP2D Scbclumnyo. 

Rp. Osl: . Dst: .. 

Rp. Nomor: Tanggal . .. 

Rp. Nomor: Tanggal : .. 

SPD 

Ural an No 

.... ) 
Rp Sebesar: 

(Terbilang 

SPD .. . N 11rnm tru,ggal .. 10. Das ar Pe nge l uaran 
9 Untuk Ke pe rluan 
8. N omor Rekening Bank 
7. Nama Bank 
6 N PWP Be ndahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
5. N ama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pe nge luaran Pernbantu 
4. Nama PPTK 
3. Narna Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan 
1. Nama SKPD/Unit Kerja 

SPP-TU 
Tambahan Uang Peraedlaan 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA•i ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nomor: . 

c. SPP-TU 
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INama Lengka~ 
NIP . 

[Nam a Lengkapl 
NIP .. 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu 

Mengetahui/Menyetujui: 

Terbilang: ## , rupiah## 
TOTAL . 

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah 
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 
2. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 
3. dst 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 
4. x.xx.xx.xx.xx.xxx , ............................ 
5. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 
6. x.xx.xxxx.xx.xxx ''""'"''""'"''"''"''' 

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 
8. dst 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 
9. x.xx.xxxx.xx.xxx ........................ ,,.,, 

10. dst 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN jSPP·TU) 

Nomor: .. 
Tahun Anggaran : .. 
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(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

......... tanggal. ........ 
Bendahara Pengeluaran 

Lem bar Asll: Untuk Pengguna Anggaran/PPK·SKPD 
Sallnan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Sa Jinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Sa Jinan 3 : Untuk Arsip Benda hara Pengeluaran/PPTI< 

(nama Jengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan 

Pada SPP iru ditetapkan lampiran-larnpiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP 101 . 

Dst: .. Rp. Dst . 

Nomor , Rp. Tanggal: .. 

Nornor: Rp. Tanggal : . 

11 SP2D Sebelumnya 

Rp. Dst.: . Dst : . 

Nomor: Rp. Tanggal : .. 

Nomor: Rp. Tanggal : , . 

SPD 

No Ural an 

Sebesar: Rp .. 
(Terbilang ) 

.... tonggol .. SPD ......... Nomor. 10.Dasar Pengeluaran 

9. Untuk Keperluan 

B.Nomor Rekening Bank 

7.Nama Bank 

6.NPWP Bendahara Pengeluaran 

S. N arna Be ndahara Pe nge I uaran 

................................... 4. Nama PPTK 

3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

2.Kode dan N arna Sub Kegiatan 

1.Nama SKPD/Unit Kerja 

SPP·LS 

Langsung Oajl dan Tunjangan 

d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA•i ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nomor: . 
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jNama Lengkap) 
NIP . 

(Nama Lengkap} 
NIP .. 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara Pengeluaran 

Mengetahui/Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

Terbilang : # # , rupiah## 
TOTAL . 

10. dst 

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx 
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 

8. dst 

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx 

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx 

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx 

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx 
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 

3. dst 

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx 

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx 
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 

Nilai Rupiah Uraian No Kade Rekening 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*l ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG jSPP·LS) GAJI DAN TUNJANGAN 

Nomor: .. 
Tahun Anggaran: .. 
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(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

......... tanggal.. ....... 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu 

Lem bar Asll: Untuk Pengguna Anggaran/PPK·SKPD 
Sallnan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTI< 
Salinan 3: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK 

(nama le ngkapl 
NIP. 

(tanda tangan) 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kele ngkapan dokurne n SPP ini 

Dst: , .. Rp. Dst 

Rp. Nomor:. Tanggal .. 

Rp. Nomor: .. Tanggal . 

II SP2D Sebelumnya 

Rp. Ost Ost 

Nomor: Rp. Tanggal: .. 

Nomor: Rp. Tanggal: . 

SPD 

Ural an No 

Sebesar: Rp . 
( Terbi/ang ) 

SPD N omor: tanggal .. 10.Dasar Pengeluaran 

9. Untuk Keperluan 

8.N omor Rekening Bank 

7.Nama Bank 

6.NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

5.Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

4. Nama PPTK 

3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

2.Kode dan Nama Sub Kegiatan 

l.Narna SKPD/Unit Kerja 

SPP·LS 
Langsung Barang dan Jaea 

e. SPP-LS Barang dan Jasa 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.1 ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nomor: . 



281 

(Nama LengkapJ 
NIP .. 

(Nama Lengkap\ 
NIP . 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu 

Mengetahui/Menyetujui: 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Terbilang : # # , rupiah## 
TOTAL . 

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 

I. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx . ............................ 

3. dst 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx . ......................... , .. 

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx .. ........................... 

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx .. ........................... 
7. x.xx.xx.xx.xx.xxx . ............................ 

8. dst 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx . ............................ 

10. dst 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA 

Nomor: .. 
Tahun Anggaran : . 
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(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

Bendahara Pengeluaran 

......... tanggal. . 

Lem bar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK·SKPD 
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD 
Salinan 2: Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK 
Salinan 3 : Untuk Arslp Benda hara Pengeluaran/PPTK 

(nama lengkap) 
NIP. 

(tanda tangan) 

Pejabat Pelaksana Teknia Kegiatan 

Pada SPP ini clitetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. 

Rp. Ds(: . Ost: . 

No,110, Tanggal 

Rp. Nornor: Tanggal : . 

II SP2D Sebelumnya 

Rp. Ost: .. Ost: .. 

N omor: , . .. ..... .. .. ..... .. .. ....... Rp. Tanggal : . 

Rp. Nomor: .. , .. Tanggal : , . 

Rp. 

SPD 

Ural an No 

Sebesar: Rp . 
( Terbilang ) 

SPD Nornor: tanggal . 10.Dasar Pengeluaran 

9. Untuk l{eperlmrn 

8.Nomor Rekening Bank 

7.Nama Bank 

6.NPWP Bendahara Pengeluaran 

5.Nama Bendahara Pengeluaran 

4. Nama PPTK 

3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

2.Kode dan Nama Sub Kegiatan 

1.Nama SKPD/Unit Kerja 

Langsung Pihak Ketiga Lainnya 

SPP-LS 

f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*l ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nomor: . 
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(Nama Lengkap) 
NIP .. 

(Nama Lengkap) 
NIP . 

(Tempat, Tanggal) 
Bendahara Pengeluaran 

Mengetahui /Menyetujui: 
Pengguna Anggaran 

Terbilang: ## rupiah## 
TOTAL . 

No Kade Rekening Uraian Nilai Rupiah 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx ... , ......................... 

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx . ....... , .................... 

3. dst 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2 

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx . ............................ 

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx ............................. 

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx . ............................ 

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx . ............................ 

8. dst 

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3 

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx .. ........................... 

10. dst 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

Tahun Anggaran : . 
Nomor: . 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya 



P. PERINTAH MEMBAYAR 

1. Ketentuan Umum 

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah 

dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan 

proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai 

pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat 

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

Berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, perintah membayar diatur sebagai berikut: 
a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP 

kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. 
b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP 

yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM- 
GU. 

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU 
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. 

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran pernbantu, PPK-SKPD/PPK Unit 
SKPD melakukan verifikasi atas: 
1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih 
2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan 

dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa 
3) ketersediaan dana yang bersangkutan 

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran 
atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD. 

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak 
menerbitkan SPM-LS. 

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi 
tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak 
diterimanya SPP. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut: 
a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
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1) SPM-UP 

2) SPM-GU 

3) SPM-TU 

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan 

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa 

6) SPM - LS Pihak ketiga lainnya 

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS 

dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran 

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat 
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM 
berdasarkan Surat Togas PA/KPA. 

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang 
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 

h. PPK-SKPD /PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan 
pencatatan pada register SPM. 

2. Keten tuan Pelaksanaan 
a. Perintah Membayar UP 

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 
PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian 
besaran UP dengan SK Kepala Daerah. 

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD 
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran. 
3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) 

hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk 

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; clan 
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b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada 

Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh 

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi 

kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran 

c. Jenis SPM terdiri atas: 



Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai 
dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut: 
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran; 
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
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Bendahara oleh SPP-TU pengajuan 1) Berdasarkan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD. 

b. Perintah Membayar GU 

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan 

UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara 

Pengeluaran dengan langkah berikut: 

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran; 

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi 

dan dokumen perpajakan terkait. 

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, 

LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 

dan/ atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 

dan/ atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling 

lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU. 

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 

menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang 

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran. 

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU 

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap 

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, 

dengan dilengkapi: 

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist 
kelengkapan dokumen. 

c. Perintah Membayar TU 



c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan 

permintaan Perintah Membayar TU. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ a tau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 

perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 

(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- 

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar 

TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 

dilengkapi: 

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 

d. Perintah Membayar LS 
1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: 
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran; 
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 

pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di 
sis tern. 

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung. 
e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan 

dokumen pendukungnya. 

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 

dan/ atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD meminta 

perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada Bendahara 
287 



288 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 

(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- 

SKPD /PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar 

LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk 

ditandatangani oleh PA/KPA 

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk 

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan 

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 
5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang 

dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa 
BUD. 

3. Dokumen Terkait 
Ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut: 
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Tahun Anggaran: No. SPM: 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan : 

PEMERINT AH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

(No. Rekening) 
Supaya menerbitkan SP20 Kepada: 

Jumlah Rp . ............. 

SKPD : 
lnformasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) ............................................ 

Bendahara/pihak lain : ............................................ Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

No. Rekening Bank ............................................ (No. Rekening) 
Nama Bank : ............................................ 
NPWP ................. , .......................... Jumlah Rp .............. ,- 

Dasar Pembayaran 
•••• , .................................. ;,,1, 

: 

Untuk Keperluan : 

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 
KODE KEGIATAN URAIAN NIL AI Jumlah Yang Diminta Rp .................... ,- 

Jumlah Potongan Rp .................... ,· 
Jumah Rp ........... ,- Jumlah Yang Dibayarkan Rp .................... ,- 

Uang Sejumlah: ( .............................. ) 

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp ............. ,- 

........ , tanggal ......... 
( terbilang) Pengguna Anggaran 

(tanda tangan] 

(nama len~ae) 

Nomor dan Tanggal SPP NIP. 
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Uang Persediaan IUP) 

3.1 SPM-UP 



290 

Tahun Anggaran: No. SPM: 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan : 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

(No. Rekenlng} 
Supaya menerbitkan SP2D Kepada: 

Jurnlah Rp .............. ,- 

SKPD 
lnformasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) 

.... , ......... " ............................ 

Bendahara/pihak lain ............................................. Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

No. Rekening Bank ........................................... , (No. Rekening} 
Nama Bank : ................. ,, ........................ 

NPWP ............................................ Jumlah Rp .............. ,- 

Dasar Pembayaran 
............................................ 

Untuk Keperluan. 

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp .................... ,· 

Jumlah Potongan Rp .................... ,- 

Jumah Rp ........... ,- Jumlah Yang Dibayarkan Rp .................... ,- 

Uang Sejumlah: ( ............................. .] 

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp ............. .- 

........ , tanggal ........ 

(terbilang) Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

tnama len~a!1] 

Nomor dan Tanggal SPP NIP. 
SPM ini sah opabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD 

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA *) 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Ganti Uang jGU) 

3.2 SPM-GU 
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Tahun Anggaran: No. SPM: 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan : 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

(No. Rekenlng) 
Supaya menerbitkan SP2D Kepada: 

Jumlah Rp ............. ,· 

SKPD 
lnformasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) ............................................. 

Bendahara/pihak lain ..................... , ..................... Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

No. Rekening Bank I•''""''''''''''''"'"''""'""'""' (No. Rekenlng) 
Nama Bank ............................................. 
NPWP o H•1<1••••••••••••••••••••••••••••••••••••f Jumlah Rp .............. ,- 

Dasar Pembayaran 
.................... , ...................... , 

Untuk Keperluan : 

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp .................... ,· 

Jumlah Potongan Rp .................... ,- 

Jumah Rp ............ - Jumlah Yang Dibayarkan Rp .................... ,- 

Uang Sejumlah: ( .............................. ) 

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp ............. ,- 

......... , tanggal ......... 

(terbilang) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

N omor dan Tanggal SPP NIP. 

SPM ini sah apabila telah dilandatangani dan dislempel oleh Kepala SKPD 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Tambah Uang ITU) 

3.3 SPM-TU 
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Tahun Anggaran: No.SPM: 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan : 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

(No. Rekenlng) 
Supaya menerbitkan SP2D Kepada: 

Jumlah Rp .............. , 

SKPD 
lnformasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) . ........ + ............................... 

Bendahara/pihak lain ............................................ Uraian 
No. Jumlah Keterangan 

No. Rekening Bank ' ....................................... , .... (No. Rekening) 
Nama Bank ............................... , ............. 

NPWP ............................................ Jumlah Rp .............. , 

Dasar Pembayaran 
............................................ 

Untuk Keperluan : 

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan 

KODE KEGIATAN URAIAN NIL AI Jumlah Yang Diminta Rp .................... ,- 
Jumlah Potongan Rp .................... ,- 

Jumah Rp ........... ,- Jumlah Yang Dibayarkan Rp .................... ,- 

Uang Sejumlah: ( .............................. ) 

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp ............. , 

......... , tanggal ......... 
( terbilang) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

[narna lengkap) 

N omor dan Tanggal SPP NIP. 

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUP ATEN /KOTA*) 
SURAT PERINTAH MEM BAYAR 

Langsung (LS) 

3.4 SPM-LS 



Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat 

informasi tentang: 
1) Baki Rekening yang akan dicairkan 
2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan 
3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci 
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Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA 

1. Ketentuan Umum 
Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan 
sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari 
PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank 
operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan 
tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan 
SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, 
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 
secara elektronik. 
Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut: 
a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari 

PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. 
b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. 
c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk: 

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APED yang 
tercantum dalam perintah pembayaran; 

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 
4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran 

Daerah. 
d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 

dan/atau 
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak 
diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya 

SPM. 
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menjadi: 

(a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia 

barang/jasa 

(b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai 

ketentuan pada BAB V.C 

b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan 

Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah 

Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap 

memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat 

Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan 

verifikasi dengan langkah-Iangkah sebagai berikut: 

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran; 

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 

persyaratan pengajuan SPM; 

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Behan APBD yang 

tercantum dalam perintah pembayaran. 

b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA 

apabila: 

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

PA/KPA; 

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit 

SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan 

3) belanja terse but melebihi sisa anggaran dan/ a tau dana tidak 

tersedia. 

c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/ a tau ketidaklengkapan dalam 

proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM 

paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. 

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 

menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam 

SP2D. 



(11Qt1)a lcnsktl1"lt 
NIP. 

(tanda tangan) 

......... , tanggal . 
Kua11a Bendahara Umurn Da.erah 
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Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk 
Lcmbar 2 : Penuuna Anegaran/Kuaaa Pengguna Anggaran 
Lcmbar 3 : Ar ... lp Kua•• DVD 
Lcmbar 4 : Plhak Penertma 

Rp ,- 
Uan& B•Jumlah: 
Jumlah yanc D:l.bayarkan 

Rp . Jumlah Potonge.n 
Rp .. Jumla.h yang Dlminta 

BP2D yang Dlbayarkan 

4. 
3. 

Jumlab 

Keterangan 
Jumlah 

(RpJ 

2. 

No. Uratan (No, Rekentng, 

1. 

Inf'ormaai: (t.idak mengurangijumlahpemba:yaran SP2D) 

3. 

Jumlah 

Keteranc:an 

Jumlah 

(RpJ 
Jumlah 

2. 

No. 

Pot.ongnn.·potonc;.u.n: 

Uratan (No. Rekentng, 

I. 

JUMLAH 
(RpJ 

URA IAN 

3 

NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

2 

Rp. Pagu Anggaran 

Kepada 
NPWP 
No. Rekcning Bank 
Bank Penerima 
Keperluan Untuk 

Bank Pengirim: .. 
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor . 
Uang sebesar Rp (terbilana : J 

BUD/Kuasa BUD 

Nama SKPD 

Dari 
NPWP 
Tahun Angga.ran 

Tanggal 

Nomor SPM 

Nomor 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA•1 , ..... 

FORMAT SP2D - UP 

3.1 SP2D-UP 

Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai 

berikut: 

3. Dokumen Terkait 
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jnr_1_mulc.nr.~ 
NIP. 

(tanda tangan) 

....... , . , tangg,al . 
Kuaea Bendahara Umum Daerah 

Le rn bn r 1 : Rl\nk Yang Dltunjuk 
Lembar 2 : Pengp.na Anggaran/Kuaea Penge:una Anggaran 
Lcmbar 3 : Ar11lp Kuaaa BUD 
l r·mbar 4 : Plhak Penerlnia 

.................................................................................................. 
Unug SC!.jumlllh 

Rp . Jumlah yang Dibuyo.rkn..tl 
Rp. Jumlah P(tlo11ga11 
Rp. Jumlah yang Diminta 

SP2D yo.ng Dibnynrlrnn 

Jumlah 
4 
3 

(Rp) 
Keterangan No. Uralan (No. Rekenlng) 

Jumlah 
ID formael: tuc:lak "".!11!JllrfJrtgi juml.ah pt!mJw;1art1Jt SP2D) 

Jurnlah 

3. 
2. 

(Rp) 
Keterangan No. Uralan (No. ;Rekenlng) 

Jumlah 
Potong(ln .. potongan: 

Jum.ln.h 

3 
2 

URAIAN KODE KEOIATAN/SUB KEGIATAN NO 
JUMLAH 

(Rp) 

Rp .. Pagu Anggaran 

l<epada 
NPWP 
No. Rekening Bank 
Be n k Penerima 
Keperluan Untuk 

Bank Pengirim: . 
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 
Uang sebesar Rp .. (terbilana : J 

Nama SKPD 
TFdtun Anggaran 

Tanggal 

BUD/Kua8a BUD Dari 
NPWP 

Nomor SPM 

Nomor 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.1 ...... 

FORMAT SP2D - GU 

3.2 SP2D-GU 
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(n.1u,ut lcnglu.tp) 
NIP. 

(tanda tangan) 

Lemba.r l : Bank Yan1 Dltunjuk 
Lemba.r 2 : Penguna Anegaran/Kuaaa Penguna Anggaran 
Lember 3 : Ar.Ip Kua•a BUD 
Lemb<u' 4 : Plhak Penerima 

......... , te.nggal . 
Kuaaa Bendahara Umum Daerah 

Uang Sejumlah: 
Rp ,. Jumlah yang Dlbayarkan 

Jumlah Potongan Rp ....... , ..... 

Rp . Jumlah yang Diminta 

SP2D yang Dlbayark&n 

Jumlah 
4. 
3. 

2. 

(RpJ 
Keterana;an No. Ura!an (No. RekenlngJ 

Jumlah 
lnformul: (tidak rrumgurangijumlah pembayaran SP2D) 

Jumlah 

3 

2. 

(RpJ 
No. Ura!an (No. RekcnlngJ 

Jumlah 
Potone:an-potoncan: 

Jumlah 

3 

2 

NO URAIAN KODE KEOIATAN /SUB KEOIATAN 
JUl\4LAH 

(RpJ 

Rp. Pagu Anggaran 

Kepada 
NPWP 
No. Rekenlng Bank 
Bank Penerlma 
Keperluan Untuk 

Bank Penglrim : .. 
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rckening Nomor . 
Uang sebesar Rp (te,bilang : .. • .. , ) 

Nama SKPD 
Tahun Anggaran 

Tanggal 
NPWP 

BUD/Kuasa BUD Dari Nomor SPM 

Nomor: . 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PROVINSI/KABUPATEN /KOTA •1 ...... 

FORMAT SP2D - TU 

3.3 SP2D-TU 
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111umu Jenglwp] 
NIP. 

(tanda tangan) 

......... , tanggal . 
Kuasa Bendahara Umum Daerah 

Lcmbar 1 : Bank Yang Dltunjuk 
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuaaa Pengguna Anuaran 
Lcmbar 3 : Aralp Kuaaa BUD 
Lcmbar 4 : Plhak Penerhna 

Uang Sejumlah: 
.............................................................................................. 
Jumlah yang Dlbayarkan Rp ,- 

Rp - Jumlah Potongan 
Rp . Jumlah yang Dlminta 

SP2D yang Dlbayarkan 

Jumlah 
4. 

3. 
2. 

(Rp) 
No. Keterangan Uralan (No. Rekenlng) 

Jumlah 
lnforma•I: (tidak mengurCU1gijumlahpembayaran SP2D) 

Jumlah 

3. 

2. 

1. 

(Rp) 
No. Keterangan Uralan (No. Rekenlng) 

Jumlah 
Potongan .. poton1an: 

Ju nil ah 

3 

2 

NO URAIAN KODE KEOIATAN/BUB KEOIATAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Rp . Pagu Anggaran 

Kepada 
NPWP 
No. Rekening Bank 
Bank Penerima 
Keperluan Untuk 

Bank Pe ngirim : . 
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari ba.ki Rekening Nomor . 
Uang sebesar Rp Iterbilana J 

Nama SKPD 

Tanggal 

Dari 
NPWP 
Tahun Anggaran 

Nomor SPM BUD/Kuasa BUD 

Nomor: ....... 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*I ...... 

FORMAT SP2D - LS 

3.4 SP2D-LS 



e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Penerimaan U ang Persediaan 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D- 

UP / SP2D-GU / SP2D-TU, dengan melakukan pen ca ta tan pada 

Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu 

Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada 

SP2D-UP / SP2D-G U / SP2D-TU. 

2) Pelimpahan Uang Persediaan 

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku 
299 

R. PEMBUKUANBENDAHARAPENGELUARAN 

1. Ketentuan Umum 

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas 

pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya. 

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara 

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pem ban tu menggunakan buku- 

buku sebagai berikut: 

a. Buku Kas Umum 

b. Buku Pembantu Bank 

c. Buku Pembantu Kas Tunai 

d. Buku Pembantu Pajak 

e. Buku Pembantu Panjar 

f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja 

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain: 

a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap 

b. SPP UP/GU/TU/LS 

c. SPM UP/GU/TU/LS 

d. SP2D 



Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang 

dikem balikan. 

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar 
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Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang 

dilimpahkan. 

3) Pergeseran Uang Persediaan 

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di 

bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi 

pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi 

pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi 

penerimaan sesuai denganjumlah UP/GU/TU yang digeser. 

4) Pembayaran belanja oleh Bendahara 

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan 

bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non 

tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi 

pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu 

Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek 

Belanja pada kolom UP /GU /TU sejumlah nilai belanja bruto. 

5) Pemberian Uang Panjar 

Berdasarkan Nata Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti 

pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK 

di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada 

sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran. 

6) Pertanggungjawaban Uang Panjar 

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas 

penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan 

di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi 

pengeluaran. 

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari 

PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku 
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kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di 

Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tonai pada sisi 

pengeluaran sebesar yang dibayarkan. 

7) Belanja melalui LS 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan 

melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi 

pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku 

Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS 

sebesar jumlah belanja bruto. 

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 

pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak 

di sisi penerimaan. 

b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada 

BKU di sisi pengeluaran, clan Buku Pembantu Pajak di sisi 

pengeluaran. 

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan 

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara 

Pemeriksaan Kas. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain 

sebagai berikut: 

3 .1 Register SPP-SPM-SP2D 
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~ndahara Penennmn/ 
Beridalura PeJ1erlmaan 

Jeni 5PP SPM SP2D II 
No. Uraian Jumla~ Keterangan 

IUP/GU/lU/15) Tgl Nomor Tgl Nomor lgl Nomor 

P er1ode1 ,M , 

REGISTER SPP/SPM/SP1.D 

TAHUN ANGGARAN ........... , 

PEMERlnTAH PROV~SI/KABUPATEN/KOTA ...... 
SKPD,.,.- .. , 
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Nama 
NlP: .. , ... _. 

Nama 
NIP: . 

Dlsiapkan oleh, 
&!ndahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 

Dlselujui oleh, 
Pengguna Anggaran/ Kir.;rs.a 

Pengguna Arcgaran 

·Rp _ .. _ 
• Rp .. 

a.Tunai 
b.Bank 

Saldo tcasdf&endahara ~ngeluaran/Bendahara Pengeluaran Pernbantu 
Rp . 
(tertillon11 ) 
terdl ri dart: 

No. Ta ggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

BUKU KAS UMUM 
Perfode: __ ,,, .. ,- ... 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOT.A ....... 
SKPD . 
TAHUN ANGGARAN . 

3.2 BKU 
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NtP:..-.- .... 
Nam,i 

NIP:- ...... 

Obi1tpk1tn oleh, 
Bendahara Pengeluansn/ 
Bendahua Penge!uanm 

Di5 lujul ol h, 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pe nei,;na 

- --- ~ 
lEffil PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

•.:IIIIL•1•,• St<PO ............ .. 
TAHUN A:tiGGARAN ............ 

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI 
P1>rio de: ... ~· ............ 

No. ranggal Na. Bukti uraian p nerimaan r> ngeluaran Sal do 

3. 4 Buku Pembantu Kas 

~ 
NIP: ... _ .... 

~ 
NIP:-- .. ·• 

Disiapkan o!eh, 
Benda hara Pengel l!aran/ 
Bendaha,a Pengelua,an 

Oi~tuJt.i o{eh, 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Penuuna Anggaran 

No. Ta""al No. Bt.tkti Uraian Penerlmaan Pengeluaran aldo 

BUKU PEMBANTU BANK. 
Periode: - .. 

PEMERINTAlf PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 
SKPD . 
TAHUN ANGGAR.AN . 

3.3 Buku Pembantu Bank 
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fLw:ul._ 

NP: .......... 
lll.aDli... 

NIP, ..... ~ .. 

~ 
~ 

Dislaipkm oh,h, 
!lendah,uil P1!ni;eruaran/ Bend~a 

Peni:eluofiln Pe'ml>Antu 

01.seru),loleh, 
Pen~""" Anr11;nan/ K'uasa 

No. Tanggal No. Buktl Ura Ian Penerlmaan Pengelu ran Saldo 

Perl ode:·-- - 
BUKU PEMBAIVTU PAN.IAR 

PEMERINTAH PROVINSVKA13UPATE~/KOTA ..... - 
SKPD . 
TAHUN ANGGARAN . 

------ -··-·--··--···----- 
3.6 Buku Pembantu Panjar 

Nama 
NIP: ..... ,_ .. 

Nama 
NIP: .......... 

Dl51apkan deh, 
Bendahani ~nee,1uantn/ 
Bendahara Pena,eluaran 

Dlsetujul oleh, 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna 

No. Tanggal No. Bukti Uralan Penerlmaan Pengeluaran Saldo 

BUKU PEMBANTU PAJAK 
Perfode: . 

PEMERINTAH PR()VINSl/l(AIJUPATEN/kOTA . 
SKPDm_ ....... 
TAHUN ANGGARAN . 

3.5 Buku Pembantu Pajak 



mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 
SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas 
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secara wajib administratif Pengeluaran a. Bendahara 

1. Ketentuan Umum 

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ 

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan 
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut: 

BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN S. PENYAMPAIAN 
PENGELUARAN 

NIP:·---· 

~ 
~ I 

L ~~-~ .... _I 
Dislapkan oleh, 

Benda~r~ P.en&efuara~/ 
Bendahano PeflJ: luaran 

Ol""tujul oheh, 
Pengeuna Anma1·,1n/ 

IWM" Penggu"" 

No. Tanggal No. BKU Ural an BelanJa LS Belanja TU Belanla Saldo 
UP/GU 

BUl{U PEM!JANTIJ SUB.8.INOAN OBYEK BHAN.IA 
Penode, --- ---- 

:Rp - . 
: Rp . 

Kod., R<!J<cnlng 
N3mi, Rekcni ng 
lumlnhAi=ran (DPA) 
I i,mlah Anegaran.iOPPA) 

PEM RINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 
SKPO .. 
TAHUN ANGGARAN .. 

3. 7 Buku Pembantu per Sub Rincian Objek 



Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional 

dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan 

pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA. 

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 

pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 

31 Desember. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban 

atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya. 

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi: 

1) LPJ Penggunaan UP 

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada 

setiap pengajuan GU. 

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP- 

GU. 
d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara 

khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus 

sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. 

Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke 

RKUD. 

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU 

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU 

yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai 

suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang 

ditentukan sejak TU diterima. 
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Bendahara pertanggungjawaban d. Penyampaian 

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya. 

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran 

dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. 



menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu 

anggaran secara kumulatif dan/ atau per kegiatan yang 

dilampiri: 

(1) BKU; 

(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan 

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu 

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif 

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari clan wajib 

melampirkan bukti setoran sisa UP. 

4) Pertanggungjawaban Fungsional 

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lam bat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan 

konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

dilampiri: 

(1) Laporan penutupan kas; dan 

(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat 

persetujuan PA. 

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 

fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari 

dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP 

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan 
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yang LPJ berupa administratif 

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 

PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA. 

3) Pertanggungjawaban Administratif 

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya; 

b) Pertanggungjawaban 
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LPJ penggunaan UP. 

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada 

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan 

SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah. 

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU 

1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU 

yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub 

kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak 

TU diterima. 

2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU 

kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja 

yang lengkap dan sah. 

3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU 

sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan. 

b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran. 

c. Meneliti keabsahan bukti belanja. 

c. Pertanggungjawaban Administratif 

1) Penyusunan LPJ 

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta 

melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ 

Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, 

dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan 

yang dilampiri: 

(1) BKU; 

(2) Laporan Penutupan Kas; 

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

2) Penyampaian LPJ Administratif 

a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada 

PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. 



b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang 

terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait 

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam 

buku atau laporan terkait 

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 

proses belanja dan pengeluaran kas 

2) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan 

ketidaksesuaian dan/ atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD 

meminta perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran. 

3) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK 

SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ 

Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran. 

4) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah 

diverifikasi sebagai bentuk persetujuan. 

d. Pertanggungjawaban Fungsional 

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan 

pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD 

untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan 

menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk 

persetujuan. 

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi: 

1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP 

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara 

Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP. 

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan 

kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP 

yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran 

sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran. 

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU 

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya 
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telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub 

kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak 

TU diterima. 

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA 

melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

c. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA. 

3) LPJ 

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada 

Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan 

berikutnya, dilampiri: 

(1) BKU; dan 

(2) Laporan penutupan kas. 

b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban 

bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut: 

3.1 LPJ-UP 
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Nama 
NIP: ........ "' 

Bendahara Pengeluarau 

;egiatan . • u•.:ut-.-.-,, .. pca 

l(ode Rekening Uraian Jumlah Belanja Akulli'lulasl Slsa 
Anggaran Penode ini Belanja Anggaran 

~ .'.·, 

Urusan 
BidaTie l..lrusan 
Proararn 
KeJ?iatan 
Sub K ' 

Sub Keg1atan ................. , ...... 
Kode Rekening Uraian Jumlah Belanja Alrumulasi Sisa 

Anggaran Periode ini Belanja Anggaran 

Urusan 
Bidane Urman 
Proeram 
Keaietan 

Besanm UP berdasarkan SK KOH: 
Uang Persediean (UP) Awai Periode : . 
Penggunan Uang Persediaan (UP) : ···-····~ .. 
Uang Persedlaan (UP) Al<hir Perlode ; "' . 

1.APORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANGPERSEDIAAN 
Periode: ....... -. 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

SKPD . 

Tahun Anggaran._ ... , .. 
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Nama 
NIP: .. rnrno, 

Nam a 
NIP: .......... 

Dis,apkan oleh, 
Bendahara Pengeluaran 

Menyetujui, 
Pengguna Anggaran 

Kode Rekening Uraian Jumlah 

TOTA! 
Tambahon Uang Persediaan (TU) 

Sisa Tambahan Uong Persediaan (TU) 

. .... , ., ..•..... 

' ,,,,,, . Program 
Sub Kegiatan 
Tangga[SP2D TU 

lAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEOIAAN 
Peri ode: .. 

PEMERINTAH PROVJNSI/IO\BUPATEN/KOTA ....... 
S~PD ........ 

Tahun Anggaran .. , ...... 

3.2 LPJ-TU 
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N.ama 
NIP:- 

Bendahara PengeJuaran 

Rp. c.3 Saldo Total 

C. Rekaphulas] Posis! leas di Bendahara Pengeluaran 
C.1 Saldo Kas Tunai Rp. 
C.2 Saldo Bank Rp. ---'-~~~~~~~- 

B. Kas di Bendanara Pengeluarani Pembanru 
A.1 Saldo aw-al bu Ian tanggal Rp. 
A.2. Jumlah Penerlmaan Rp.. 
A.3 Jumalah Pengeluaran Rp. ---'-~~~~~~~- 
AA S<1ldo ak,hir buten tenggal Rp. 
Saldo A.khir bulan tanggaL- .. - terdiri dari saldo di kas tunai sebesar 
Rp _ dan saldo di bank sebesar Rp .. 

A. Kas di Be-ndahara Pengetuaran 
A.1 Saldo awal bulan tanggal Hp. 
A.2 Jumlah ~enerimaan Rp. 
A.3Jumalah Pengeluaran Rp. -'-~~~~~~~- 
AA S.a'ldo aJmi·r buten tanggat i\p. 
Salc~o Akhir bulan tanggaL. ,terdiri dari saldo di fc::as tunal sebesar 
RP----- .. --·--···-··· dan saldo di bank sebesar RP.----·-·------ 

Dengan memperhatikan Peraturan Gubemur/B<upati/Walilcota _ 
No_·--·-·-- Tahun .rnengenai Siste:m dan Prosedur Pe-ngelolaan 
Keuangan Daerah .. bersama ini kami samp-aik.an Laporan Penutupan Kas 
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran S1<PD -··-··· adalah 
sejumlah Rp _ dengan perlncian sebagai befikut: 

l)j Tempat 

LAPORAN IPENUTUPAN KM 
Bulan::.-·~m• 

PEMERINTAH PROVINS~/KABUPATEN/KOTA - 

SKPD- •..•• 
Tahue Anggara.n-- 

3.3 Laporan Penutupan Kas 
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Nama 
NlP: . 

Nama 
NIP: .. 

Disiapkan oleh, 
Btndahara Pengeluarao 

Menyetujul, 
Pengguna Anggaran 

SPJ LS Gaji SPJ LS'Barang dan Jssa SPJ UP/GU/TU Jumlah PJ 
Kode. 

Uralan 
Jumlah s.d s.d s.tl 1.d s.d (lS~UP/GU(T Slsa Pil£ll 

Rekening Anggaraij Bulan S,d 6u!a11 Bulan U)s.d 8uliin Anggaran 
Bulan lni Bulan Bulan ini Bulan Bulan ini Bulan lnl lii[O tni la!IJ ini Latu inl 

JUMJ.AH 
Penerlmaan 

-SP2D 
· P01ongan hjak 
a. PPN 
b. PPh 21 
c .. PPh U 
d. PPh 23 

· lein-lein 
Jumtah Penenmaan 
Pengeluaran 

·SPJ (lSiUP/GU/TU) 
• Penvetoran Pajak 

a. PPN 
b. PPh 21 
c. PPl1 2J 
d. PPh 23- 

· lain-leln 
Jumlah ?engeluaran 
Saide Kas 

lAPORAN PERT ANGGUNGJAWABAN B£NDAHARA PENGELUARAN 
(SPJ ADMINlSTRATif) 

Bulan: .......... 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

SKPD ... - .. 

Tahun Anggaran .. , ... ". 

3.4 SPJ Administratif 
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l.'iM!A 
I/IP: . 

Namu 
NIP: .......... 

D,s apl.en c eh, 
Btndahara P?ngcluaran 

~ten,etuJui, 
Pen,guna AJlggaran 

SPJ LS Gap SPJ ts Baran& dan la.Sil SPJ UP/GU{TU Juntlah SPJ 
kodt 

Ura~n 
lum!ah s.d ~d ~.d s.d s.d 

(LS.UP/GU{f Sisa Pagu 
Rekenlng Allggaran Bulan Bulan S.d Bulan lTJ 1.d llut.,n Ang_garan 

Bu fan ini Bulan Bulan inl Bulan Bulan ini Bulan ini 1.aru In! Lalo inl t.alu lnl 

JUM!AH 
Penerimc11m 

-SPW 
- Potongan PaJa~ 

a.PPN 
b PPh 21 
t PPh 22 
a. PPh 25 

· Lain·lain 
Jumlah Penerimeen 
Pen6eluanm 

·SPJ (LS,UP/GU/TU) 
- Penyeroran Pajak 

a. PPN 
b. PPh 21 
c PPh 22 - 
cl. Pllh 23 

• ta.n-tam 
Jumlat'I Pengeluara n 
Saldo Ka.s 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN B!NDAHAIIAPENGELUARAN 
{SPJ F:\!NGS!DNAL) 

Bulan:...- .... 

PEMERINTAH PROVINSl/KABUPATEN/KOTA '"'"' 

SKPD--- 
Tahun Anggaran __ ,_ 

3. 5 SPJ Fungsional 



317 

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan 

pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah 

melakukan tahapan sebagai berikut: 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 

yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: 

1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 100% pada tahun berkenaan; 

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang dan jasa; 

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia 

barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundang-undangan 

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan 

pengadilan yang bersifat tetap. 

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap 

pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, 

pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD; 

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 

ikatan atas pekerj aan / pembayaran 

1. Ketentuan Umum 

a. Pelaksanaan 

T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI 

TAHUN ANGGARAN 



3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar 

pelaksanaan pembayaran. 

d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan/ atau penyedia barang dan jasa termasuk 

keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- 
undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan 
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi 
bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau 
pengguna barang dan jasa; 

2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditampung dalam perda perubahan APBD; 

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 
berkenaan. 

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain 
hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah 
melakukan tahapan sebagai berikut: 

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah 
daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD; 
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1) melakukan perubahan perkada ten tang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD; 

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 
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1. Ketentuan Umum 

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam 

rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat 

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 

harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup 

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja 

yang bersifat wajib dan mengikat adalah: 

a. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan 

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan 

rancangan Peraturan Daerah tentang APED oleh Kepala Daerah 

kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan 

Kepala Daerah ten tang APED paling tinggi sebesar angka APED tahun 

anggaran sebelumnya. 

U. EELANJA WAJIB DAN MENGIKAT 

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 

yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih 

dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk 

menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran 

APED; 

h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui 

tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah. 

2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APED dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APED; 

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan. 



V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK 

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan 

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat 

tahun jamak sebagai berikut: 

a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak 

(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah 

b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan 
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 

c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani 
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. 
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b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana 

dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat 

dan belanja yang bersifat wajib. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Dalam hal terdapat belanjayang sifatnya wajib dan mengikat sebelum 

DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa 

menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala 

daerah tentang belanja wajib dan mengikat. 

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing 

SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan 

Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang 

sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A 

penerbitan SPD diberikan per triwulan. 

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, 

atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan 

mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan 

b. Dalam hal dokumen belum siap. 



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154 

sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan 

penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah. 

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. 
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W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya 

harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti 

penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, 

makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah 

dan pengadaan jasa cleaning service. 

3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa 

jabatan Kepala Daerah. 

4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Kepala Daerah 

berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak 

dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran. 

d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat: 

1) nama sub kegiatan; 

2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan; 

3) jumlah anggaran; dan 

4) alokasi anggaran per tahun. 

e. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi: 

1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara 

teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output 

yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

a tau 



d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam 

tahun anggaran berjalan untuk: 

1) menutupi defisit anggaran; 

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia 

anggarannya; 

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 

4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan Pemerintah; 

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya; dan/atau 

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun 

anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas 

akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 

e. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan 

sesuai peruntukannya. 

f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan 

yang bersangkutan mencukupi. 

g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan 

digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan 

sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 

pembentukan Dana Cadangan. 

h. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa 

BUD atas persetujuan PPKD. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan 

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 
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pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan 

BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran 

c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan 

dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP). 

d. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

melalui RKUD. 

e. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan 
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD 

untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas 

atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi 

penerimaan. 

f. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan 

daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai 

uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali, yang bersumber dari: 

1) pemerintah pusat; 

2) pemerintah daerah lain; 

3) lembaga keuangan bank; 

4) lembaga keuangan bukan bank; dan 

5) masyarakat. 

g. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah 

pusat dilaksanakan melalui: 

1) pembayaran langsung; 

2) rekening khusus; 

3) pemindahbukuan ke RKUD; 

4) letter of credit; dan 

5) pembiayaan pendahuluan. 
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Berdasarkan Pasal 154, Pasal 157, dan Pasal 158 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Dacrah dilakukan melalui 
Rekening Kas Umum Daerah. 

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 
pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. 

d. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam 
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan. 

e. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
rekening Dana Cadangan. 

f. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD. 

g. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD 
berkewajiban untuk: 

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 
kepala SKPKD; 

X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku 

Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa 

BUD pada sisi penerimaan. 

i. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala 
Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

j. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

k. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 



2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang 

tercantum dalam perintah pembayaran; 

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 

4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. 

Terkait .hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan 

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan 

BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

c. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran 

pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/ atau 

sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman. 

d. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening 

tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan 

Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/ a tau investasi jangka pendek 

lainnya yang berisiko rendah. 

e. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana 

Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana 

Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah. 

f. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan 
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai 

indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan. 

g. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub 
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah 

ditetapkan. 

h. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik 
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negara/ daerah dan / a tau bad an us aha lainnya di tetapkan dengan 

peraturan daerah tentang penyertaan modal. 

i. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk 
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak 

kepemilikan. 

j. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah 
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula 
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada 
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 
hukum lainnya yang dimiliki negara. 

k. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang 
dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain: 

1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan 

2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD. 

1. Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas 
penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan 
Pengeluaran Pembiayaan. 

m. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil 
bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. 

n. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

o. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan antara lain: 

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan; 

2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD. 

p. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah 
yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku 
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 

q. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan 
surplus. 

r. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam 
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 
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A. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH PERTAMA APED 

1. Ketentuan Umum 

Laporan Realisasi Semester Pertama APED mengungkapkan laporan 

kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar 

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta 

ketaatannya terhadap APED selama periode Januari-Juni tahun 

anggaran berkenaan. 

Laporan Realisasi Semester Pertama APED menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode 
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BAB VI 

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APED DAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Peraturan Daerah tentang APED dengan mengacu pada perjanjian 

pemberian pinjaman/pemberian utang. 

s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 

t. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh 

tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ten tang APED dengan mengacu pada 

perjanjian utang/ obligasi daerah. 

u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan 

melalui RKUD. 

v. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh 

tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran. 

w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam 

Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

x. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 
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2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis 

belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam 

format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 

SKPD pada kolom realisasi semester pertama. 

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran 

dan penerimaan. 

1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran 

dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan 

laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per 

rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. 

Juni. 

Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD 

a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan 

dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan 

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 

dengan cara: 

a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama 

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir 

bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

Berdasarkan Pasal 160 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan 

umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai 

berikut: 

e. Pembiayaan; dan 

d. Surplus/Defisit-LRA; 

c. Transfer; 

Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur- 

unsur sebagai berikut: 

a. Pendapatan-LRA; 

b. Belanja; 



d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku 

PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan 

prognosis SKPD. 

e. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester 

pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani 

kepada PPKD selaku BUD paling lam bat 10 hari setelah semester 

pertama berakhir. 

Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah 

a. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan 

prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD 

melakukan verifikasi dengan Iangkah-langkah meneliti kesesuaian 

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 

dengan: 

1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan 

2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang 

ada di BUD. 

b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan 

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 

menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 

Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

c. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 

Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan 

kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan. 
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4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah 

dengan nilai rencana perubahan anggaran. 

b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD 

dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk 

ditandatangani. 

c. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti 

ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam 

penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi 

semester pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh 

PPK SKPD. 
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1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait 

perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa 

terjadinya: 

1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan 

daerah; 

2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; 

dan/atau 

C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan 

APBD sebagai berikut: 

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan 

APBD. 

2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 

antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar 

kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/atau 

e. keadaan luar biasa. 

B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD 

d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan 

kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani paling lambat minggu 

ketiga bulan Juli. 

e. Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama 

APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling 

lambat akhir bulan Juli. 



a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan 

tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. 

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA 

menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran 

yang terdapat dalam perubahan RKPD. 

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS 

menggunakan data dan informasi terkait program prioritas 

beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang 

bersumber dari perubahan RKPD. 

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS kepada DPRD. 

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 

perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. 

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS. 
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c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai 

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. 

d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan: 

1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan 

untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan 

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun 

anggaran berjalan; 

2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi 

KUA tidak tercapai; dan 

3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila 

melampaui asumsi KUA. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. 

b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta 

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 



d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 
yaitu: 

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini 
dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. 

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. 
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 
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7) pergeseran antar jenis. 

c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu: 

1) pergeseran antar organisasi; 

2) pergeseran antar unit organisasi; 

3) pergeseran antar program; 

4) pergeseran antar kegiatan, 

5) pergeseran antar sub kegiatan; 

6) pergeseran antar kelompok; 

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 

APBD. 

1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; 

dan 

Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan 
terkait pergeseran anggaran sebagai berikut: 

a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit 
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan 
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek 

dan/ atau sub rincian objek. 

b. Pergeseran anggaran terdiri atas: 

1. Ketentuan Umum 

D. PERGESERAN ANGGARAN 

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan 

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang 

ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan 

DPRD. 
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k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD 
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD. 

1. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. 

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran 
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan 
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD 
melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada 
pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi 
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat 
nasional atau daerah. 

i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, 
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda 
perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah 
perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

J. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun peru bahan 
DPA-SKPD. 

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang 

sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek 

dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran. 

e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 

yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa 

melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. 

Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut 

ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD. 

f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 
yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan 
realisasi anggaran. 

g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan 
DPA-SKPD 
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Mengacu pada Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait penggunaan 

SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut: 

a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa: 

1) menutupi defisit anggaran; 

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia 

anggarannya; 

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 

4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan Pemerintah; 

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum 

tersedia anggarannya; dan/ atau 

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun 

anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas 

akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 

E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA 

a. Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran 

berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/ sub 

kegiatan 

b. Atas usulan tersebut: 

1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang 

diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD; 

2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan 

jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD. 

c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan 

perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran 

anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan 

disahkan oleh PPKD. 
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Mengacu pada Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pendanaan 

keadaan darurat sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum 

F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT 

b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan 

pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam 

Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD. 

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada 

pihak lain yang terkait dengan: 

1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau 

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita 

acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum 

dilakukan pembayaran. 

e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 

sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD 

Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan 

dianggarkan pada SKPD berkenaan. 

f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum 

lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD 

tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan 

dan dianggarkan pada SKPD berkenaan. 

g. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran 

sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada 

tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk 

selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APED tahun 

anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran 

bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun 

anggaran berikutnya. 
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NAMA 
NIP. 

KEPALASKPD 

Tempat, tanggal 

No. Jenis Ke butuhan Satuan Perkiraan ke butuhan Dana (Rp) 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Total 

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA 
KEADAAN DARURAT 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 

Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain 

sebagai berikut: 

3. Dokumen Terkait 

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk 

mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi 

kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak 

memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga sebagaimana 

tercantum dalam BAB III.D.4. 

a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belurn 

tersedia anggarannya dalarn rancangan perubahan APBD. 

b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD 

atau dalam hal pernerintah daerah tidak melakukan perubahan 

APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan 

realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkada 

perubahan penjabaran APBD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
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NAMA 
NIP 

KEPALA SKPD 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran 
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Realisasi Penyerapan Capaian Output 
No Uraian Anggaran (Rp) 

(Rp) (%) Volume Satuan 

SKPD 

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... 

NAMA 
NIP. 

BENDAHARA UMUM DAERAH 

Tempat, . 

No SKPD Rencana ke butuhan Jumlah (Rp) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA 
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c. Ketentuan mengenai perubahan APED akibat keadaan luar biasa 
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 
penerimaan dalam APED mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima 
puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru 
dan/ atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan 
dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan 
estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APED 
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima 
puluh persen). 

a. Perubahan APED hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

Mengacu pada Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketcntuan 
terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum 

G. PENDANAAN KEADAAN LUAR EIASA 

NAMA 
NIP. 

BENDAHARA UMUM DAERAH 

Tempat, . 

Persentase 
No SKPD Penggunaan Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Realisasi 

(%) 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 

REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 



2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota 

kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 

perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala 
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Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat 

ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai berikut: 

a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS; 

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 

disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama 

bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk 

dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan 

DPRD. 

1. Ketentuan Umum 

H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD 

f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD. 

b. Penjadwalan ulang dan/ atau peningkatan capaian target kinerja 

program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu 

dalam perubahan DPA-SKPD. 

c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar 

penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD. 

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% 

(lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau 

pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub 

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. 

e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja 

program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu 
dalam perubahan DPA-SKPD. 

a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu 

dalam RKA-SKPD. 
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daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan 

paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun 

anggaran berkenaan. 

3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati 

kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi 

perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD. 

4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala 

daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani 

kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota 

kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 

perubahan PPAS. 

6) Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara, kepala 

daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk 

menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan 

perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan 

terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan 

perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan 

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS. 

7) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan 

tetap atau sementara, pejabat pengganti kepala daerah 

menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan 

perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan 

kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota 

kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan 

perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana 

tugas/penjabat/penjabat sementara kepala daerah. 

8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 

dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan 

DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan 



perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta 

menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota 

kesepakatan perubahan PPAS. 

b. penyusunan perubahan RKA SKPD; 

1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati 

Kepala Daerah Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat 

daerah dalam menyusunan RKA SKPD. 

2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, kepala 

daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman 

penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala 

SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD. 

3) Surat edaran kepala daerah paling sedikit memuat: 

a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang terkait; 

b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, 

kegiatan dan sub kegiatan SKPD; 

c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan 

Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan 

d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, 

perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA- 

SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar 

belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman 

penyusunan APBD. 

4) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan 

RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling 

lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 

5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada 

perangkat daerah disertai dengan: 

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru; 

b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah; 

c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan 

DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau 

d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening 

perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan 

DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga 

satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 

341 



6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan 

Agustus tahun anggaran berkenaan. 

7) Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan 

perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman 

penyusunan perubahan RKA-SKPD 

8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai 

bahan penyusunan rancangan Perda ten tang perubahan APBD 

sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam 

Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang 

ditetapkan setiap tahun. 

9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku 

secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD 

pada perubahan APBD. 

c. RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru 

yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun 

oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 

diverifikasi. 

d. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara 

perubahan RKA-SKPD dengan: 

1) perubahan KUA dan perubahan PPAS; 

2) prakiraan maju yang telah disetujui; 

3) dokumen perencanaan Iainnya; 

4) capaian Kinerja; 

5) indikator Kinerja; 

6) analisis standar belanja; 

7) standar harga satuan; 

8) standar kebutuhan BMD; 

9) RKBMD; 

10) Standar Pelayanan Minimal; dan 

11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD. 

e. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala 

SKPD melakukan penyempurnaan. 

f. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat 

pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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g. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 

dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang 

telah clisempurnakan oleh kepala SKPD. 

h. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran 

sebagai berikut: 

1) ringkasan Perubahan APBD yang cliklasifikasi menurut 

kelompok clan jenis pendapatan, belanja, clan pembiayaan; 

2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

urusan pemerintahan daerah clan organisasi; 

3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun , 

kelompok, jenis pendapatan, belanja, clan pembiayaan. 

4) rekapitulasi clan sinkronisasi Percla Perubahan APBD yang 

clisajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 

a) rekapitulasi perubahan belanja clan kesesuaian menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan beserta target clan inclikator; 

b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan 

clan keterpacluan urusan pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

cl) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

RKPD clan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; 

f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 
Prioritas Daerah. 

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada 
Percla Perubahan APBD antara lain: 
a) daftar jumlah pegawai per golongan clan per jabatan; 
b) daftar piutang daerah; 
c) daftar penyertaan modal claerah dan investasi daerah 

lainnya; 
d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah dan aset lain-lain; 
e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 

f) daftar dana cadangan; 
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d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

belanja bagi hasil; 

e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan 

sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

f] rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan 

Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

g) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ 

kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam 

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 
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lain: 

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

hi bah; 

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial; 

c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

g) daftar pinjaman daerah. 

i. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan 

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD. 

j. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat 

lampiran sebagai berikut: 

1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub 

rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian 

objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran 

APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara 



rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD 

dengan program prioritas perbatasan Negara. 

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada 

Perkada perubahan penjabaran APBD. 

k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 

rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai 

penjelasan. 

1. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar 

hukum pendapatan. 

m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, 

lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/ a tau 

sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub 

kegiatan. 

n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar 

hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok 

penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan 

untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. 

o. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh 

PPKD disampaikan kepada kepala daerah. 

p. penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi: 

1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau 

pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan 

sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja 

program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam 

perubahan DPA-SKPD. 

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun 

setelah perubahan. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD 

dengan langkah sebagai berikut: 
345 



1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA 

menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran 

yang terdapat dalam perubahan RKPD; 

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS 

menggunakan data dan informasi terkait program prioritas 

beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang 

bersumber dari perubahan RKPD. 

b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS kepada DPRD. 

c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 

perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan 

tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan peru bah an PPAS. 

d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan peru bah an PPAS. 

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan 

rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan 

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang 

ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan 

DPRD. 

Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD; 

a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah 

disepakati bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD 

menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD. 

b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk 

diotorisasi. 

c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD 

dalam menyusun perubahan RKA-SKPD. 

d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan 

perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang 

Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD. 
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e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD 

sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan 

APBD. 

Bagian III: penyusunan perubahan APBD 

a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan 

dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh 

SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah 

disusun oleh Kepala SKPD. 

c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD 

untuk melakukan penyempumaan. 

d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan 

dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang 

telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

kepada Kepala Daerah. 

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD; 

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan 

berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja 

program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang 

bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman 

penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut: 

a. Perubahan KUA 

b. Perubahan PPAS 

c. Nata Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

d. Susunan Nata Keuangan Perubahan APBD 

e. Perubahan DPA-SKPD 

f. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta 
lampiran 

g. Rancangan Perda tentang perubahan APBD 
h. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD beserta 

lampiran 
i. Rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD 
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Nama Nama 

. Tanggal, . 
Gubernur /Bupati/Walikota . 

~ 
lli!J 

Pimpinan DPRD 

I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Ke bijakan Umum APBD (KUA) 
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA 
1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA 

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah 
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah 

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN 
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD 

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 
4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan 
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Pendajatan Transfer, dan Lain-lairi Pendajatan Daerah yan:; Sah 

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 
5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja 
5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan 

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 
6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan 
6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan 

VII. STRATEGI PENCAPAIAN 
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target. 

viii PENUTUP 
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan 
Kejala Dae rah dan jerlu dimasukkan dalam Perubahan Ke bijakan Umum APBD 
Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi 
pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD 
Tahun Anggaran berkenaan. 

PROVINS!/ KABUPATEN / KOTA . 
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH (PERUBAHAN KUA) 
TAHUN ANGGARAN .... 

a. Perubahan KUA 



349 

Nama Nama 

............. Tanggal, . 
Gubernur /Bupati/Walikota .. Pimpinan DPRD 

VI. PENUTUP 
Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 
.... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 
Rancangan Perubahan APBD TA ... .. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan- 
kesepakatan lain antara Pemerintah Dae rah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS 

IV.PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN 
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 

V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 

III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH 

I. PENDAHULUAN 

II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA . 
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 

TAHUN ANGGARAN .... 

b. Perubahan PPAS 
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Plafon Anggaran 
No. Urusan/SKPD Sebelum Setelah Ket 

Perubahan Perubahan Bertambah/ Berkurang 

1 2 3 4 5 6 7 

Urusan/ 
Dinas/Badan/K 

1. an tor yang 
mengalami 
perubahan 

2. Ost ... 

TABEL 3.1 
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD 

SEBELUM SETELAH BERTAMBAH 
DASAR KODE JENIS PENDAPATAN DAERAH PERUBAHA I 

N 
PERUBAHAN BERKURANG HU KUM 

4. PENDAPATAN DAERAH 

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 
4.1.01. Pajak Daerah 
4.1.02. Retribusi Daerah 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 
4.1.03. Daerah Yang Dipisahkan 
4.1.04. Lain-Lain PAD Yant Sah 

4.2. PENDAPATAN TRANSFER 
4.2.01. Pendasatan Transfer 
4.2.02. Pendasatan Transfer Antar 

LAIN-LAIN PENDAPATAN 
4.3. DAERAH YANG SAH 
4.3.01. Pendasatan Hibah 
4.3.02. Dana Darurat 

Lain-Lain Pendapatan Sesuai 
4.3.03. dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-U ndangan 
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 

TABEL 2.1 
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ... 
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PERUBAHAN 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 
NO. URA IAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ 

PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 
(Rp) (Rp) (Rp) % 

1 Belariia Pezawai 
2 Belania Baranz dan Jasa 
3 Belania Bunga 
4 Belania Subsidi 
5 Belanja Hibah 
6 Belania Bantuan Sosial 
7 Belania Modal 

a. Belan]a Modal Tanah 
b. Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 
c. Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 
d. Belanja Modal Jalan, 
Jaringan, dan Irigasi; 
e. Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya; 
f. Belanja Modal Aset Tidak 
Berwujud; 

8 Belania Tidak Terduga 
9 Belania Bagi Hasil 
IO Belania Bantuan Keuangan 

TOTAL 

TABEL 3.3 
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan 
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, 

Belanja Tidak Terduga 
Tahun Anggaran .... 

PLAFON ANGGARAN 
PROGRAM/ 

SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KODE KEGIATAN/ SUB SASARAN TARGET 
KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG 

(R•l IR•l IR•l % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

x.xx.xx Proaram ... 
x.xx.xx.x.xx Ke ziatan ... 
x.xx.xx.x.xx.x Sub Keziatan ... 
x.xx.xx.x.xx.x Sub Ke aiatari ... 
x.xx.xx.x.xx.x Dst ... 
x.xx.xx.x.xx Dst ... 
x.xx.xx Dst ... 

Urusan x.xx 
Organisasi: x-xx.x-xx.x-xx.xx ... 

TABEL 3.2 
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Tahun Anggaran 2021 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan 
umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan 
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 
Anggaran ... , perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA .... 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum 
APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk 
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon 
anggaran sementara APBD TA .... 

: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 

: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota .. 

: Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota . 
2 a. Nama 

Jabatan 
Alamat Kantor 

b. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

c. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

d. Dst.. . 
se bagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...... 

Yan: bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama .. 

Jabatan : Gubernur /Bupati/Wali Kota .. 
Alamat Kantor .. 
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupateri/Kota' .. 

NOTA KESEPAKATAN 
ANTARA 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 
DEN GAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH 
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA . 

NOMOR . 
TANGGAL . 

TENTANG 
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN .... 
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Nama 
WAKIL KETUA 

Nama 
WAKIL KETUA 

Nama 
KETUA 

Nama 

fiig) 
~ 

............. Tanggal, . 
Pimpinan DPRD 

Provinsi/kabupaten/Kota . 
Selaku, 

PIHAK KEDUA 

Gubernur /Bupati/Walikota ..... 

Selaku, 
PIHAK PERTAMA 

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 
Perubahan Prioritas dan Plafon Anl!:l!:aran Sementara (PPASl Tahun Anl!:~aran .... 

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran 
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nata Kesepakatan ini. 



354 

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 
... disusun dalam Lamjiran vanz menjadi satu kesatuan vanz tidak terjisahkan 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan 
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan 
Rancanzan Perubahan An~~aran Pendajatan dan Belanja Dae rah (RPAPBD) TA ... 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan 
Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umurn APBD TA ... , para pihak 
sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi 
rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ... , Perubahan 
Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan 
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA 

Alamat Kantor . 
se bagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...... 

: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota . 

: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota . 

Alamat Kantor 
b. Nama 

Jabatan 
Alamat Kantor 

c. Nama 
Jabatan 

Alamat Kantor . 
bertindak selaku dan atas nama jernerintah Provinsi/ Kabusaten/Kota 'l·· . 

2 a. Nama . 
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota . 

: Gubernur /Bupati/Wali Kota . 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama 

Jabatan 

NOTA KESEPAKATAN 
ANTARA 

PEMERINTAH PROVINS!/ KABUPATEN / KOTA ....... 
DENG AN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 

NOMOR . 
TANGGAL .. 

TENTANG 
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

TAHUN ANGGARAN .... 
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Nama 
WAKIL KETUA 

Nama 
WAKIL KETUA 

ffii1 
~ 

Nama 
KETUA 

Nama 

............. Tanggal, . 
Pimpinan DPRD 

Provinsi/kabupaten/Kota ...... 
Selaku, 

PIHAK KEDUA 

Gubernur /Bupati/Walikota ..... 

Selaku, 
PIHAK PERTAMA 

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 
Perubahan An,:~aran Pendajatan dan Belania Daerah (APBDl Tahun An~~aran .... 
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Jumlah 
Bertambah/Berkurang 

(Rp) 
Kode Uraian 

Sebelum Setelah Sebelum Setelah 
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan 

1 2 3 4 5 6 
4 Pendasatan 

4.1 Pe ndasatan Asli Daerah 
4.1.1 Paiak Daerah 
4. 1.2 Retribusi Daerah 

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Dae rah van, disisahkan 

4.1.4 Lain-lain PAD vanz sah 

4.2 Pendasatan Transfer 

4.2.1 Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat 

4.2.2 Pendapatan Transfer Antar 
Dae rah 

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah 
Yanz Sah 

4.3.1 Pendasatan Hibah 
4.3.2 Dana Darurat 

Lain-lain Pendapatan Sesuai 
4.3.3 dengan Ketentuan Peraturan 

Perundanz-U ndanean 

Jumlah Pendasatan 

5 Belania 

5.1 Belania Ojerasi 
5.1.1 Belanja ,e:awai 
5.1.2 Belania barang dan iasa 
5.1.3 Belania bunza 
5.1.4 Belania subsidi 
5.1.5 Belania hibah 
5.1.6 Belanja bantuan sosial 

5.2 Belania Modal 
5.2.1 Belania modal tanah 

5.2.2 Belanja modal peralatan dan 
mesm 

5.2.3 Belanja modal gedung dan 
banzunan 

5.2.4 Belanja modal jalan, 
[jaringan, dan irigasi 

5.2.5 Belanja modal aset tetap 
lainnya 

5.2.6 Belanja modal aset tidak 
berwujud 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENU RUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYMN 
TAHUN ANGGARAN .... 
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Nama 
NIP: .......... 

......... , tanggal.. . 
Gubemur /Bupati/Walikota 

5.3 Be lania Tidak Terduga 
5.3.1 Be lania tidak terduga 

5.4 Belanja Transfer 
5.4.1 Belanja bagi hasil 
5.4.2 Belanja bantuan keuangan 

Jumlah Belanja 

Surplus/(Defisit) 

6 Pernbiavaan Daerah 
6.1 Penerimaan Pembiayaan 
6.1.1 SilPA 
6.1.2 Pencairan dana cadangan 

6.1.3 Hasil penjualan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 

6.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 

6.1.5 Penerimaan kembali 
[pe mber ian pinjaman daerah 
Penerimaan pembiayaan 

6.1.6 lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundang- 
undangan 

Jumlah Penerimaan 
Pembiayaan 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 

6.2.1 Pembentukan dana cadangan 

6.2.2 Penyertaan modal daerah 

6.2.3 Pembayaran cicilan pokok 
utangyangjatuh temoo 

6.2.4 Pemberian pinjaman daerah 
Pengeluaran pembiayaan 

6.2.S lainnya sesuai dengan 
ketentuan perundang- 
undangan 

Jumlah Pengeluaran 
Pembiayaan 

Pe rnbiavaan Neto 

Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan 
(SILPA) 
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I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD 

1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Pasal 177 dan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019, ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD 

adalah sebagai berikut: 

a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang 

perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen 

pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 

bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun 

anggaran berkenaan. 

b. Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

c. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah 

menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan 

perubahan PPAS. 

e. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, 

DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam 

pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah. 

f. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan 

DPRD. 

g. Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD 

ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 

perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung 

kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh 

persetujuan bersama. 
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J. PERSETUJUAN RAN CAN GAN PERDA PERUEAHAN APED 

1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APED adalah sebagai berikut: 

a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang 

perubahan APED dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah 

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan 

berakhir. 

b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan 

bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang 

perubahan APED, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang 

telah dianggarkan dalam APED tahun anggaran berkenaan. 

c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APED dilakukan 

setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APED tahun sebelumnya. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama 

berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang 

perubahan APED. 

b. Kepala Daerah menetapkan Perda tentang perubahan APED setelah 

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD tahun sebelumnya. 

c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda 

tentang perubahan APED tidak tercapai sampai batas waktu yang 

ditentukan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah 

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan 

b. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 

Perda tentang perubahan APED dengan berpedoman kepada 

perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 

c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APED 

dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh 

Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. 



K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN 

PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD 

1. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada 

Penjabaran Perubahan APBD Provinsi 

a. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 180, Pasal 183, dan Pasal 184 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat 

evaluasi Raperda provinsi tentang perubahan APBD dan Raperkada 

tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut: 

1) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah 

disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung 

sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 

gubernur. 

2) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disertai 

dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS 

yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD. 

3) Dalam melakukan evaluasi Menteri berkoordinasi dengan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

4) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 

provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan: 

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b) kepentingan umum; 

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, clan perubahan PPAS; clan 

d) RPJMD. 

5) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program 

dalam rancangan Perda tentang APED dengan Perda tentang 

RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam 

menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, 

KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda 

tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 
369 



6) Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD 

dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD 

dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal 

yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: 

a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; 

e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, 

antar-golongan, dan gender; 

f) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri; 

g) Keputusan Menteri disampaikan kepada gubernur paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran perubahan APBD diterima; 

h) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan 

rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak hasil evaluasi diterima; 
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j) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur 

dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda 

provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana 

Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 

k) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah 

melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan 

anggaran; 
1) Basil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan 

pimpinan DPRD; 

m) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda 

tentang perubahan APBD; 

n) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang 

paripurna berikutnya; 

o) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri 

untuk perubahan APBD provinsi paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah keputusan tersebut ditetapkan; 

p) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 

sementara dalam waktu yang bersamaan, yang 

melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD 

menandatangani keputusan pimpinan DPRD; 

q) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan 

sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi 

dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan 

APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi; 

r) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat 

nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri; dan/ atau 

s) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur 

tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat 

informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen 

yang dilakukan secara elektronik. 
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b. Ketentuan Pelaksanaan 

1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala 

Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala 

Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang 

Penjabaran perubahan APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada 

Menteri. 

2) Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

3) Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi 

untuk disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran 

perubahan APBD diterima. 

4) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi sesuai, 

maka gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang 

perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

5) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak 

sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan 

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui 

badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi. 

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil 

penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang 

paripurna berikutnya. 

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil 

penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 (hari) setelah 

ditetapkan. 

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda 

tentang perubahan APBD. 

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) 
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2. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada 

Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 

a. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 181 sampai dengan Pasal 184 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat 

evaluasi Raperda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan 

Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut: 

1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD 

yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat paling lam bat 3 (tiga) hari sejak 

tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang 

perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 

bupati/walikota. 

2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD 

dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan 

perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan 

DPRD. 

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda 

kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan 

Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan ke 

Menteri tanpa disertai lampiran. 
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hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah 

menetapkan Perda perubahan APBD berdasarkan hasil 

penyempurnaan. 

6) Perda perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor 

registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. 

7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan 

DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi 

tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada 

tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri 

mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan 

dan/ a tau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri 

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak 

melaksanakan evaluasi Menteri mengambil alih pelaksanaan 

evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan. 

7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

dengan: 

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 

b) kepentingan umum; 

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; 

dan 

d) RPJMD. 

8) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program 

dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan 

Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang 

digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang 

ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi 

antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 

9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi 

tentang penjabaran perubahan APBD dengan kepentingan 

umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang 

bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: 

a) terganggunya kerukunan aritarwarga masyarakat; 

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 
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d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; dan/ atau 

e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, 

antar-golongan, dan gender. 

1 OJ Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur. 
11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil 

evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan 
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan 
APBD kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak 
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi 
rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD 
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD. 

12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 
(lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda 
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan 
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD diterima. 

13) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota 
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang 
penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, 
dan RPJMD, bupati/walikota menetapkan rancangan tersebut 
menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota 
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang 
penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, 
dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi 
diterima. 

15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 
bupati/walilkota dan DPRD dan bupati/walilkota menetapkan 
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rancangan Perda kabupaten/kota tentang Perubahan APED 

menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

Perubahan APED menjadi Perkada, gubernur mengusulkan 

kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada 

menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan untuk melakukan penundaan dan/ atau pemotongan 

Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah 

melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

1 7) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan 

DPRD. 

18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda 

tentang perubahan APED. 

19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna 

berikutnya. 

20) Keputusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk 

perubahan APED kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 

dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas 

sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani 

keputusan pimpinan DPRD. 

22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai 

dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari 

gubernur, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan APED 

berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi. 

23) Perda Perubahan APED harus terlebih dahulu mendapat nomor 

registrasi dari Gubernur. 

24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APED dan rancangan peraturan 

bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APED dapat 

memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian 

dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

b. Ketentuan Pelaksanaan 

1) Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama, Kepala 

Daerah mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota 
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tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala 

Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang 

Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat 

2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi, 

berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri 

berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat 

keputusan mengenai hasil rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran 

APBD. 

4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil 

evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan 

Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya 

keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan. 

5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan 

keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota 

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan 

Perda kabupaterr/Icota tentang APBD dan rancangan Perkada 

tentang Penjabaran APBD diterima. 

6) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati/walikota 

menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD 

menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran 

APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati/walikota 

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 

(tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: · 

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD 

melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil 

evaluasi. 



A. Akuntansi Pemerintah Daerah 

1. Ketentuan Umum 
Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem 

yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi 
arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan 
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b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai 

hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada 

sidang paripurna berikutnya. 

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai 

hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah 

ditetapkan. 

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan 

Perda tentang APBD. 

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) 

hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Kepala 

Daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil 

penyempurnaan. 

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor 
registrasi dari Gubernur. 

8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh 
bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan 
rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan 
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi 
Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya 
Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan 
penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan 

akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, 

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 

antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut 

disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala 

Daerah. 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, 

peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak 

analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 

organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam 

Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 

185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur 

sebagai berikut: 

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

2) SAPD 

3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi 

dan entitas pelaporan. 

c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan 

akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. 

1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan 

atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai 

panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, 

pengukuran, penilaian, dan/ atau pengungkapan transaksi atau 

peristiwa sesuai dengan SAP·atas: 

a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam 
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SAP 

b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam 

SAP 

d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam 

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke 

dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan 

keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem 

akuntansi SKPD. 

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi: 

1) Laporan Realisasi Anggaran 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

3) Neraca 

4) Laporan Operasional 

5) Laporan Arus Kas 

6) Laporan Perubahan Ekuitas 

7) Catatan atas Laporan Keuangan 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi 

dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan 

SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah 

Provinsi / Kabu paten/ Kota. 

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran 

data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. 

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik 

spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai 

panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas 

akuntansi sampai dengan entitas pelaporan. 

d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian 

prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan 

pengungkapan atas pendapatan-10, beban, pendapatan-LRA, 

belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian 

dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi 

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
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e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian 

prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja 

konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan 

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah 

daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan 

pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan 

penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana 

menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan 

akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah 

daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan 

struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam 

pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku 

besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan 

keuangan. 

h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Keten tuan Pelaksanaan 

a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa 

peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan 

kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. 

Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, khususnya: 

a) PSAP O 1 ten tang Penyajian Laporan Keuangan 

b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas 

d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 

e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 

f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional 

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan. 
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metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya. 

b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan 

yang le bih rinci atas ke bij akan pengakuan dan 

pengukurannya. 

c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP 

namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah 

daerah 

3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu 

memperhatikan: 

a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah 

terkait. 

b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran 
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2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun 

melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian 

dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan 

keuangan di pemerintah daerah. 

3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan 

harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada 

kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. 

b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun 

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa 

peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan 

kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah 

Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya: 

a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan 

b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi 

c) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 

d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban 

f) PSAP 10 ten tang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi 

yang Tidak Dilanjutkan 

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun 

2) Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan 

penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk: 

a). Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan 



atas aset, kewajiban, pendapatan-10, beban, pendapatan- 

LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan 

yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan PSAP. 

4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode, 

pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum 

diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi. 

c. Penyusunan SAPD 

1) Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis 
pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan 
keuangan daerah. 

2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD 
mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang 
harus dibuat. 

3) Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada 
masing-masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak 
memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan 
output yang diinginkan 

4) Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang 
mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen 
terse but akan menjadi sumber pencatatan jurnal. 

5) Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap 
prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait. 

6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis 
merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang 
menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, 
data atau dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana 
pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data terkait. Selain 
itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk 
penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi 

yang membutuhkan pencatatan. 
7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi 

Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan 
penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi 
Bagian 1 - Pencatatan Transaksi 
1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data 
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3. Dokumen Terkait 
Ilustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain sebagai 

berikut: 

anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan DPA- 

SKPD. 

2) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan 

pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses 

pelaksanaan pendapatan. 

3) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan 

data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. 

4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data 

yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan. 

5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas 

berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, 

hutang, dan ekuitas terkait. 

Bagian 2 - Klasifikasi transaksi 
1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang 

sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD 
memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan 
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

2) PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan 
klasifikasi yang dilakukan. 

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan 
integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan 
keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku 
Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik. 

e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan 
1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal 

penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/ a tau 
jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan. 

2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja 
kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan 
Keuangan Konsolidasi. 



385 

*) : Untuk akun-akun komponen LRA 

Tc1nggal Uraian Ref Debit Kredit Sal do 

SKPD 
KODE REKENING 
NAMA REKENING 
PAGUAPBD•) 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 
BUKU BESAR 

b. Buku Besar 

Tanggai 
Nomor 

Kode Rekening Nama Rekenlng Debit Kredlt 
Bukti 

SKPD 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 
BUKU JURNAL 

a. Buku Jurnal 
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1. Ketentuan Umum 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 

189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah 
diatur sebagai berikut: 
a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah 
oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan 
keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. 

b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD 
selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: 
1) laporan realisasi anggaran; 
2) neraca; 
3) laporan operasional; 
4) laporan perubahan ekuitas; dan 
5) catatan atas laporan keuangan. 

c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui 
PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh 
kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk 
disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi 

B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Koda Ner.ica Saldo Noraca Saldo Ne roca Saldo Nersca Saldo Jurnal eliminasi Nerac~ Saldo 

Rekening Nama Rekenlng SKPDA SKPDb SKPDdsl SKPkO Pemda 
0 K 0 K 0 K D K D K D K 

1-- - -- - - -- --- - -- 

--- --·-·---· ,w,_ 

,._,.,,u ···-·~" -- 1-- - ··-- ,_.._ _,,_ 
,.,w.,,ou•-•"' -- 

-- --'""""M,OU 000000000-0000o0••••H --- -- - -- r--- _.,,u,_ ~ ......... 

c. Kertas Kerja Konsolidasi 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: 

1) Laporan Realisasi Anggaran 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

3) Neraca 

4) La po ran Operasional 

5) Laporan Arus Kas 

6) Laporan Perubahan Ekuitas 

7) Catatan atas Laporan Keuangan. 

f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

1. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima 

laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 

j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan 

laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah 

menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan 

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

diajukan kepada DPRD. 

k. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 

terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 

laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

1. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 

keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala 

Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 

keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD 

dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD / SKPKD yang 

menyatakan bahwa pengelolaan APED yang menjadi tanggung 

jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian 

intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian 

dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan. 

c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan 

pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah 

diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang 

memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa 

Laporan Realisasi Anggaran. 

e. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Neraca. 

f. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, 

aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi 

1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau 

berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD 

menyusun: 

a) N eraca Sal do 



b) Jurnal penyesuaian akhir periode 

c) Neraca Saldo setelah penyesuaian 

d) Jurnal penutupan 

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas 

kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian 

akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup 

dan laporan keuangan terkait. 

2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD 

menyusun: 

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

b) Laporan Operasional (LO) - 

c) Neraca 

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK- 

SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

4) PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun 

kepada Pengguna Anggaran. 

5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD 

yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi 

tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi 

pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD 

beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat 

yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada 

PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. 

b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Bagian 1 - Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi 

1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut 

Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan 

lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk 

menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD. 

2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD 

dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi. 
389 
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3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi 

berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris 

yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut 

merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak 

mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi. 

4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah 

(konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo 

SKPKD serta jurnal eliminasi. 

Bagian 2 - Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi 
1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi 

Akuntansi menyusun: 

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi 

b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi 

c) Neraca Konsolidasi 

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

e) Laporan Perubahan SAL 

f) Laporan Arus Kas 

2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan 

sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan 

Akuntansi clan/ atau Standar Akuntansi Pemerintah. 

3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah. 

4) Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yang 

menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung 

jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi 

pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

5) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah 

antara lain sebagai berikut: 

a. N era ca Sal do 
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(Dolam Rupl~h) 
Uraian Anggaran Reallsasi % Reellsasl 

l'ENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pf'nddlMl,rn Pajak Dae1dh'' 
P<•11d,1p,11,111 H1•11ih11,i ll,11•1.ih 
Pc•11d;1pala11 lluvil P<·11uc•lol;11J11 K"kay;i;1111l,1<,i;1l1 ya1111 llipi,al1kilt1 
I Hin - lain PAD yn ng sah 

Jumleh Pendapeten Asll Oaereh 
JUMLAH PENDAPATAN (7) 

BELANJA 
SELAN.IA OPERAS! 

Kclanja Pcgawa i 
Oelanja Barang dan Jasa 

Jumlah Belenja Operasl 

BELAN.IA MODAL 
Belanja Modal Ta nah 
Belanja Modal Pera Iatan dan Mesin 
BelanJa Modal Geduns dan Bangunan 
Belanja Modal Jalan, lrlRasi, dan Jartngan 
Belanja Modal AsetTe.tap Lainnya 
Belanja Modal Aset Lalnnya 

Jumlah BelanJs Modal 
JUMLAH BELANJA 

- 
SURPLU S/DEFISIT 

PEMERINTAH PROVINS! . 
SKPD _ 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO 

b. Laporan Keuangan SKPD di Provinsi 

.. 

Kode Reke11l11g Nama Rekenlng Jurnlah 
Debit Kredlt 

SKPD 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
NERACA SALDO per Tanggal . 
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(Dalam PJJ pi~1) 

Uraian 20Xl 20XO 
Kenaikan/ 

% 
Penurunan 

- 
KEGIATAN OPERASlONAl 
erno8eAIA~ 

PENDAPATAN ASll DAERAH 
Pe nda pal an Pajak Dae rJ h* 
Pendapatan Retribusi Dae,ah 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
JUMLAH PENDAPATAN 

BEBAN 
BEBAN OPERAS! 

Beban Pegawai 
Beban Barang dan Jasa 

Jumlah Beban Operasi 

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 
Be ban Penyusutan Jalan, lrigast dan Jaringan 
Beban PenyusutanAsetTetap Lainnya 
Beban Penyusutan Aset Lainnya 
Be ban Amortisasi Aset Tak Beiwujud 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 
JUM LAH BE BAN 

SURPlUS/DHISIT LO 

PEMERINTAH PROVINS! .. 
SKPD ---- 
lAPORAN OPERASIONAl 

UNlUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO 
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[Dnl arn R.L1plnh) 

Urai an 20Xl 20XO 
ASET 

ASET LANCAR 
Ka<; dan Sf't<lra Ka<; 

K.-i<; di Flendilhilrn Penr.eh1ilrnn 
Kil'i di rlendilharil Pe1wrimilan 

Piul,lllt_: P.ijak''' 
Piul .. 1111..: llel1 ibusi 
Pi uumg La i1 u 1y..i 
Penyi'> iha n 1--'iu Lctng 
~eban IJibayar IJimuka 
Persediaan 

Jurnl ah Aset l.ancar 

ASET TETAP 
lanah 
Pera Iatan dan Mesin 
Gedung clan Bangunan 
Jalan, lrigasi, clan Jaringan 
A<;PtTPtap I ainnva 
Kons truksi da In m Pe ngerj aan 
Akumulasi Penyusutan 

Jumlah Aset Tetap 

ASET LAINNYA 
Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan Penjualan Angsuran 
Tuntutan Gan ti Rugi 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
AsetTak Be1wujud 
Aset Lain - lain 
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Be1wujud 
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Jumlah Aset Lainnya 
JUMLAHASET 

t<EWAJIBAN 
l<EWAJIBAN JANGl<A PENDEI< 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 
Pendapatan Diterima Dimuka 
Utang Belanja 
Utang Jangka Pendek Lainnya 

Jumlah l<ewajiban Jang ka Pendek 
JUMLAH KEWAJIBAN 

E~!..!IIAS 
El<UITAS 
Sur pl us/Deflsl t·LO 
Ekult;;is Untuk Dlkonsolldaslkan 

JUMLAH l<EWAJIBAN DAN El<UITAS 

NERACA 
PER 31 DESEMBER 20Xl don 20XO 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ,- . 
SKPD _ 
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BAB I Pendahuluan 
1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKPD 
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD 

BAB II lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 
2.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 

BAB Ill Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah 

daerah 
3.1.1 Pendapatan - LRA 
3.1.2 Belanja 
3.1.3 Pendapatan - LO 
3.1.4 Beban 
3.1.5 Aset 
3.1.6 Kewajiban 
3.1.7 Ekuitas Dana 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 
penerapan bas is kas, untuk entitas akuntans i/entitas pelaporan yang menggunakan 
basis akrual pada pemerintah daerah 

BAB IV Penjelasan atas informasl-informasl nonkeuangan SKPD 
BAB V Penutup 

PENDAHULUAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
SKPD ------ 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES EMBER 20Xl 

[Dalam Rupiah) 
Uraian 20Xl 20XO 

Ekuitas Awai 
Surplus/Defisit LO 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendas ar: 
Sis a Lebih/Kura ng Pembiayaa n Anggaran (Si LPA/Si KPA) 

Koreksi Nilai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 
Lain - lain 

Ekuitas Akhi r 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
SKPD~~~~~~ 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 



( 0,1,111 1~1.11,h) 
AnHH:imn l!mli'.d "/. l(r.ilif11l!'1i 

I 
'--- 

395 

BELANJA TAK TERDUGA 
Belanja Tak Terduga 

Jumlah Belanja Tak Terduga 

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tanah 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
BelanJa Modal Gedung clan Bangunan 
Belanja Modal Jal an, lrlgasl, dm Jarlngan 
BelanJa Modal Aset Tetap Lalnnya 
Belanja Modal Aset Lainnya 

Jumlah Belanja Modal 

.lill.8!LJ1!. 
BELANJA OPERAS I 

Belanja Prgawal 
Belanja Barang dan Jass 
BelanJa Bunga 
BelanJa Subsldl 
Belanja Hlbah 
Belanja Bantuan Soslal 

Jumlah Belanja Operasi 

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH 
Pendapatan Hibah 
Pendapatan Dana Dalllrat 
Pendapatan Lainnya 

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 
JUMLAH PENDAPATAN 

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 
flAntuan Keuangan 

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 
Tctal Pendapatan Transfer 

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT · IAINNYA 
Dana lnsentif Daer:ih 
Dana Otonomi khusus 
Dana Keistimewaan 
Dana Dess 

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 

PENDAPATAN TRANSFER 
PfN[)APATAN TRANSHR PrMrRINTAII PIMT - llANA PrRIMP.AN(JIN 
Dana Bagi Hasil 
Dana Alokasi Umurn 
Dana Alokasi Khusus - Fisik 
uana Alokas1 khusus - Non Hs1k 

JumLlh l'mdapatan Transler Dana l'crimbangan 

l'END/1.1'/\TAN 
l'ENDAl'AT/\N /\SU DI\ERIIH 

Pe11tldpdla11 Pdjak 0d!eldl1 
~Pndapat an Uf'lnbusi I 1"Pr~h 
rmci:Jp:it:in H:icil rm1::rlnl:i:in l:rby,,:in rJ:iC'f,ih yrin~ rJ1pic ,,hk:in 
Loin bin r•AO yong ~ol, 

Juml.th Pe1uhtpal.d11 ll~i Oaerah 

UraiJn 

PEMERINTAH PROVINS! .. 
SKPKD _ 

LAPORAN Rl:ALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DE5EMBER 2DJ<l don 2DJ<O 

c. Laporan Keuangan SKPKD di Provinsi 
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BELANJA TRANSFER 
1',b1j,1 I'. c.i 11. r ii I\ ,j. l: Ii. li'I.Jli kq;,,:J; 1 I'· ,11, ,1i11l,1li,11 I(; 1lillp<1l,,1/K,,,1 d,it 11 ;,, ,,, 
f',,-(111j.1 f\.~1111.~1 K~lloil 1;:111 .111!.11 I !.1e1 -111 f.'1, •Iii I rJ 
l',:fa1jJ lb1tucn Kcu.J1 ~;:,n L\Jc1 Jh I r,:,\lin~i l·.o, l(Jl:;1.1:·,1l•,n/K0tJ 
r~.111j,1 r..i,111,-11 Ke1r:11i:;,111 [)..,e1o1li P1, ,\li1r·,i ,1!<111 Ko1i·,11p:,1eri/K,,1., k~r.,,J,, De,., 
t'd:_111j.J I 1,_111,J,_•1 li,_111,_, Ut,_o_Hi Kliu_.u, l'1·.,Ji1r.i K•.'p.JJ.1 K.Ji:oup:.1t>:11/Y.ul,J 

Jumlah Belanja Transfer - 
JUMLAH BELANJA -- -- - 

SURPLUS/DEFISIT 

PEMBIAVAAN 
PENERIMAAN PEMBIAVAAN 

Penss inaan ~I Lf'fl 
Pencairan Dana Cadal"€an 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Cipisa~an 
Penerimaai i:lnjaman Daerah - Fl':!rnerintah Pusat 
Penerimaai Ffnjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain 
Penerimaa, Ffnjaman Daerah - Lentaga Keuangan Bank 
Peneri maan Ff njaman Daerah - Lerr/Jag a Keuangan Bukan &,nk 
Penerimaan Ffnjaman Daerah- Masy:irakat(Obligasi DaerahJ 
Peneri maan Kerrbali Perrberian Pinjaman Dae, ah 
Penerimaan Pentiayaan Lainnya -- 

Jumlah Penerimaan Pemblayaan 

PENGEWARAN PEMBIAVAAN 
Pententuka1 Dena Cadargsn 
Penyernian MxJal Perrerintah Daerah 
Perrbayaran Pinjaman dari Pemerinta1 Pusat 
Perrbayaran Pinjaman dari Pemerintah Da~rah Lain 
Perrbayaran Pinjaman dari Lembaga Keuanga, eaik 
Perrbay,rnn Pinjaman deri Lembaga Keuangan hlan Bank 
PerrbaY<f'an Pinjaman dari Masyarakat IObligasi Daernh) 
Perr/Jeri an Pinjaman Daerah I Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 

Jumlah Pengeluaran P1rnblayaan r 

PEMBIAVAAN NETTO I 

Si5a Leblh Pernbfavaan Anuuaran I 
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--- 
ICIX I /IIMII 

KP11aika11/ v, 
flrn11r11n.in 

Prah y ;;nr. I )I p1·;;;hk;;r, 

S/\T- 01\NI\ PERIMBI\NG/\N 

--- --- 
rimbangan 

AT- LAINNYA 

--- 
tah Pu sat - Lainnya -~- 

aerah 

yang Sah 

--- 

n 

Isasl 

(11:,1,,n, i,,[lii•hl 

BEBAN TRANSFER 
Beban e,agl Hasll 
Beban Bantuan Keuangan 

Jumlah Beban Transfer 

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 
Beban Penyusutan Peralatan dan Me$in 
Beban Penyusutan Gedung clan Bangunan 
Beban Penyusutan Ja Ian, 111gas1, clan Jan nga 
Beban Penyusutan A;et Tetap Lainnya 
Beban Penyusutan Aset Lainnya 
Beban Amortlsasl Aset Tak BerNuJud 

Jumlah Behan Penyusutan dan Amort 

BEB.I\N 
BEBAN OPERASI 

Beban Pf€awai 
Beban e,arang da n J asa 
Beban Bunga 
Behan Subsicli 
Beban HI bah 
Beban Banttran s ostal 

Jumlah Behan Operasi 

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH 

Penclapatan Hibal, 
Penclapatan DaM Da1111ot 
Pendapatan lainnya 

Jumlah La in - lain Pendapatan Daerah 
JUM LAH PEN DAPA TAN 

PENDAPATAN TRANSFER AN TAR DAERAH 
Bantuan Ker1angan 

Jumlah Pendapatan Transfer Antar D 
Total Pendapatan Transfer 

PEN DAPATAN TRAN!.FER PEMERIN TAH PUS 
Dana lnsentif Daerah 
Dana otonorni Khusus 
Dana l(elstlmewaan 
Dana Desa 

Jumlah Pendapatan Transfer -Pemerin 

l'I Nl)Al'A IAN IIIANSI 111 
PEND/IP/IT/IN TRIIN!.FER PEMERINT/\H PU 

Dana Bagi Ha,il 
ll"n" Alnk"<i umum 
Dsri:a J\lob,i V.1,u,u,. · Fi,.1r. 
Dana Alokasi V.hu,u s · Mon Fisik 

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Pe 

KLLV\1/"J 0.1.'.Llll.\~ION/\l 
l'END/11'/\ T/\N 

PEND/\P/\T.I\N /\SU D/\ER/\H 
l'c-nd,,p.·,t.1n 1'.11 ·,~I, ·,c-r ·,h 
Pc.,11d:,pc,lc,11 Rdl 11J11,1 [IJC.,l'Jh 
PPn(la11atan 11'<<11 ~Pnp_Plolaan l',Pk'<y'<an ll'1 
I ;)111 lain i'AI J y:1ne c;,h 

Jumlah Pendapatan A~i Daerah 

UrJiJII 

l'I Ml IIIN 11111 l'IIOVIN'>I ······-········· 
~,Kl1Kll _ 

LJ\110 R/\N 01' ER/1.S I ON I\ l 
IIN IIIK IAIIIIN YAN(,1\I IIAKlllll ',AMl'AI Ill NC.AN 1"1 Ill ',I Ml',111 /IIH I rtan )flHII 
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BEBAN TAK TERDUGA 
Behan Tak Te1duga 

Jumlah Beban Tak Terduga r JUMLAH BEBAN 
I 

SURPLUS/OEFISIT DARI OPERAS! 

fil,IBW..s,!DEFISIT DARI KEGJ8.Ilill NON OPERASIONAl 
SURPLUS NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan/Pertukararif Pelepasan Asel Non La near 
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Surplus dari Kegiaton Non Operasional Lainnya >- 

Jumlah Surplus Non Operasional 

DEFlSIT NON OPERASIONAL 
DefisilPe~ualan/Pe1 lttaran/Pelepasan Asel Non Lancar 
DefisitPenyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Jum lah Deflsit Non Operasional 
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

POS LUAR B!8SA 
PENDAPATAN LUAR BIASA 

Perdapatan luar Biasa I 
Jumlah Pendapatan Luar Biasa I 

BEBAN LUAR BIASA 
Beban Luar Biasa 

Jum lah Be ban Luar Blasa 
POS LUAR BIASA 

SURPLUS/DEFJSIT LO I 
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(Dalam Rupiah) 
Uralan 20Xl 20XO 

ASET 
ASET LANCAR 

l(;p; dan SPt;:ir;:i l(;:i,; 
Kas di Kas Uaerah 
Ket~ di Be11dc11lc11 c1 Pei ,geluc11 c111 

K;:i-; di RPndaha1a Prrw1imaan 
l<a s Lai nnva 
Setara Kas 

lnvcstasi langka Pcnclck 
Piutang Pajak 
Piutang Retribusi 
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
Piutang Transfer Anta: Daer ah 
Piutang Lainnya 
Penyisihan Piutang 
Behan Dibayar Dimuka 
Persediaan 
Aset Untuk Dikonsoliclasikan 

Jumlah Aset Lancar 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
lnvestasi Non Permanen 

lnvestasi kepacla BUMN 
lnvestasi kepada BUMD 
lnvestasi dalam Obligasi 
lnvestasi dalam Proyek Pembangunan 
Dana Bergulir 

Jumlah lnvestasi Non Permanen 
lnvestasi Permanen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
lnvestasi - Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah lnvestasi Perm anen 
Jumlah lnvestasi Jangka Panjang - --- 

ASET TETAP 
Tanah 
Peral a tan clan Me sin 
Gedung dan Bangunan 
Jal an, lrigasi, clan Jaringan 
Aset Tetap Lainnya 
Konstruksi dalam Pengerjaan 
Akumtdasi Penyusutan 

Jumlah Aset Tetap 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
Sl<Pl<D _ 

NERACA 
PER 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO 
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EKUITAS 
EKUITAS 
Surplus/Deflslt-LO 

JUMLAH EKUITAS 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Utang kepada Pernerintah Pusat 
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Utang kepada Masyarakat (Obligasi) 
Premium (Diskonto) Obligasi 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 
JUMLAH KEWAJIBAN 

K_E_W AJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 
Utang Bunga 
Utang Pinjaman Jangka Pendek 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
Pendapatan Oiterima Dirnuka 
Utang Belanja 
Lltang Jangka Pendek Lainnya 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 

ASET LAINNYA 
I ;iP,ili;in l;inP,k;i P;inj;rnp, 

I ;:ip, i han Pr n j 11;:i I an A np, c.; ura n 
I untutan < i;rnti Huei 

Krmitr.:i;:in dr-ngan Pih;:ik Krtie;:i 
A~,rt I ak llr 1w11j11d 
Aset I ain - lain 
Akumulasi Amortisasi Asrt Tidak Rrrwujud 
Akumulasi Pcnyusutan Asct Lainnya 

Jumlah Aset Lainnya 
JUMLAH ASET 

DANA CADANGAN 
OJIIJ C1<.IJ11g.111 

Jumlah Dana Cadangan 
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BAB I Pendahuluan 
1.1 Maksud dantujuan penyusuanan laporan keuangan SKPKD 
1.2 La ndasan hukum penvusunan la pora n keuanga n SKPKD 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas la pora n keuangan SKPKD 

BAB II lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD 
2.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 
2.2 Hambatan dan kendala yangada d_alam pencapaian targetyangtelah ditetapke n 

BAB Ill Penjelasan pos­pos laporan keuangan pemerintah daerah 
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing­masing pos­pos pelaporan keuangan pemerintah 

daerah 
3.1.1 Pendapatan ­ LRA 
3.1.2 Belanja 
3.1.3 Pembiayaan 
3.1.4 Pendapatan ­ LO 
3.1.5 Beban 
3.1.6 Aset 
3.1.7 Kewajiban 
3.1.8 Ekuitas Dana 

3.2 Pengungkapa n atas pos­pos a set da n kewajiba n yang timbul s ehubunge n denga n 
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 
penerapan basis kas, untukentitas akuntansi/entitas pelaporanyang menggunakan 
basis akrual pada pemerlntah daerah 

BAB IV Penjelasan atas informasi­informasi nonkeuangan SKPKD 
BAB V Pen utuc 

PENDAHULUArJ 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATHI/KOTA . 
SKPKD~~~~~~­ 

CATATAN ATAS LAPORAl'J KEUANGAl'J 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGArJ 31 DESEMBER 20.Xl 

IDalam Rupiah) 
Uraian 20X1 20XO 

Ekuitas Awai 
Surplus/Defisit LO 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Si LPA/SiKPA) 

Koreksi Nilai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 
Lain - lain 

Ekuitas Akhir 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 

SKPKD~~~~~~­ 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAI DEN GAN :U DESEMBER 20X1 DAN 20XO 
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(llalam IC1111ioh) 
llraian 11nnr,ar,in w~ali'i.a'-' ·~" He.ilir,;,•,i 

.WJ.lllll!ill8N 
PEND/\rl\TI\N l\5LI DAERAH 

Penclapatan Pa1ak uaerah 
rc•11d:1p;il:111 R1lrit,1·.i r1;ic~;il1 
Penclapatan Ha11I Pengelolaan r.ebyaan Uaerah yang L•1p1sahkan 
Lain ­ lain PAO yang sah 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 

PFNOAPATAN TRAN\FFR 
PENDI\PATI\N TRANSFER PEMERINTAH PUS/\ T ­ DI\NI\ PERIMBI\NG/\N 
[•ana ~.agi I lasll 
Dana /\lokasi Umum 
L!ana Alokas: Khusus­ Hsrk 
Dana Alokasi V.husus­ Non Fisik 

Jumlah Pendapatan Tranlfer Dana Perimbangan 

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT ­ LAINNYA 
Dar,a lnsentif uaerah 
Dana otonom Y.l',usus 
Dana l(e1st11neW88n 
Dana Desa 

Jumlah Pendapatan Tran If er Pemerintah Pusat ­ La inn ya 

PENDMATAN TRANSFER AN TAR DAERAH 
Bantuan l(eua ngan - 

Jumlah Pemlapatan TranlferAntar Daerah 
Total Pendapatan Tranlfer 

LAIN ­ LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH 
Pendapatan Hi bah 
Penclapatan Dana uarurat 
Pendapatan La11111ya ­ 

Jumlah Lain ­ lain Pendapatan Daerah yang Sah 
JUMLAH PENDAPATAN 

~ 
BE LANJA OP ERAS I 

Belanja Pegawai 
BelanJa Barang clan Jasa 
Belanja Bunga 
Belanja Subsi cli 
BelanJa Hlbah 
Belanj a Bantuan Sosial 

Jumlah Belan]a Operas! 

BELANJA MODAL 
BelanJa Modal Tanah 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
BelanJ a Mada I Gedung dan Bangunan 
Belanja Modal Jalan, lr1gasi, dan Jaringan 
BelanJa Modal AsetTetapLalnnya 
BelanJ a Mada I k, et Lalnnya 

Jumlah Belanja Modal 

BELANJA TAK TERDUGA 
Belanja Tak Terck1ga 

Jumlah Belan]a Tak Terduga 

PEMERINTAH PROVINS! 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER zexi dun 20l(O 

d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 
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Slsa Leblh Pemblavilan Anmraran 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Pembentukan Dana Cadargzn 
Penyertaan Modal Pemerintah Daersh 
Pembayaran r-!njaman daii Pemerintah R.1&at 
Pembayaran Hnjaman dari Pernerintah Daerah Lain 
Pembayaran Flnjaman dari Le1TIJaga Keui3r€an Bank 
Pembayaran F!njaman dari Leniiaga Keuangan Bukan Bank 
Pembayaran Flnjaman dari Ma5Yarakat (Obligasi Daerahl 
Pemberian Pinjaman Daerah 
Pergeluaran Pembiayaan Lainnya 

Jumlah P1ngeluaran Pemblay11n 
PEMBIAYAAN NETTO 

PEMBIAYAAf\l 
PENERIMAAN PEMBIAVAAN 

Perggunaan ~.1 LF'A 
f'encairan Liana Ladangan 
H:1':il P~11juol di I Kek,1yco11 [id~1 ah y,jl 'l:l [Spi,ol 1kc11 
rcr-crimJJn rinic1rron Dw0r.Jh r'cmcri1w1h Pu,Jt 
Penerirnaan Pinjaman Daerah- Pemerintah Daerah Lain 
Penerimaan F1njaman Da~rah - Lembaga Keuangan e.ank 
Penerirnaan Pi njaman Daerah - Lernbaga Keuangan Bukan Balk 
Penerimaan Pinjaman Daerah - Ma,yarakat IObligasi Daerah) 
Penerimaan Kerroali ~mberian Pinjaman Daerah 
Penerimaan Pernbiayaan Lainnya 

Jumlah Penwlmaan Pembiayaan 

SURPLUS/DEFISIT 

BELANJA TRANSFER 
p,,,lrllljrl p..,~j 11,dl F'rljrlk Drl,,lrill k"prl.lrl F~r11,>rinl,fo1n Krlbllprll"II/K.- ,I;, ,~11 r;.,·,,, 
l1clJnjQ l!,:111tUJn KcuQngct1 Jntc,r UJcrc,h l·i·,cvin:;i 
R"lrllljrl Rrl11111rl11 Ke11~11~,11 Drle1,,l1 P1,,vi11,i f.,, KA>11p:11"11JK,,1rl 
I', ,lo1ni:, 1',111111111 K,•11; nrg,11 I j; ,,, ,ii I I 'Ii ,vii r,i , ii, 111 K,rl;11p:11,·1r/K"I;, b,p;,d., I x•,,:1 
rd.111j:.1 I 1wrJ,~1 L!cdl'.1 u1_,_,11m1i Kl1..1·,u·; l1ovi1d K•.1.1c1du Kt11!up:.1t•~1r/Kul;.1 

Jumlah Belanja Transfer 
JUMLAH BELANJA 
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(lmL1m H1111i:ih) 

Ur.1~1n ;>OXI ;,mm l(i,n,,ikan/ 
% 

l'P.nur1man 

rah 
laan l'.ekay;;an Daerah yar,6 Dipisahbn 

n /\s Ii Daera h - 

Jl[M[RINTAII PU\AT · DANAJl[RIMDANGAN 

l 
Fisrk 

n Transfer Dana Perimbangan 

PEMERINTAH PUSAT ­ LAINNYA 

n Transfer Pemerintah Pusat ­ Lainnya 

ANT AR DAERAH 

n Transfer Antar Daerah 
dapatan Transfer 

ERAH YANG SAH 

endapatan Daerah yang Sah 
PENDAPATAN 

rasl 

MORTISASI 
an dan Mesin 

dan Bangunarr 
ngast, clan Ja11rrgarr 

.ap Lalnnya 
lnnya 

k BerWL(jUd 
vusutan dan Amortlsasi 

O EDAN PENYUS UT AN DAN A 
Bebarr Penyusut:rn Pera I at 
Bebarr Penyusutan Gedung 
Bebarr Penyusutan .la Ian, I 
Bebarr Penyusutan Aset Tet 
Bebarr Perryusutan AS et La 
BebarrArnortlsasl Aset Ta 

Jumla h Dehan Pen 

D..EilMl 
BEHAN OPERAS I 

Bebarr Pegawal 
Bebarr Barang dan Jasa 
Bebarr Bunga 
Bebarr Subslcli 
Bebarr Hlbah 
Bebarr Bantuan Sosial 

Jum la h Behan Ope 

LAIN ­ LAIN PENDAPATAN DA 
Pendapatan Hi bah 
Pendapatan Dana Darurat 
Pendapatan Lainnya 

Jumlah Lain ­ lain P 
JUMLAH 

PENDAPATAN TRANSFER 
Bantuan l<euangan 

Jumlah Pendapata 
Total Pen 

Dana l(e1stin I e·y·y·a an 
Dana Des. 

Jumlah Pendapata 

PENDAPATAN TRANSFER 
Dana lnsertif Daer ah 
Dana otonorni khusus 

PENDAPATAN TRANSFER 
P[NDAl'ATAN TIIANsrrn 
Dana Bagi Hasrl 
C•ana A)oka,r l_irnun, 
Oana !llokas r Vh1.1su,. · Fis1 
Dam AJokasr Khusus -1\lon 

Jumlah Pendapata 

l([Glt\T/\N OPCR/\SION/\L 
l'LNl>/\1'/\ 1/\N 

P[ND/\P/\T/\N /\SLI D/\[R/\11 
~·er,clapatan f'aJal: uaerah 
r·endapatan netribusi Dae 
Pencl,r,atan Hasil Pengelo 
Lain· lain r·.!i.[, yang sah 

Jumlah Pendapata 

11~M~HINIAH l'HOVIN\1.. ­···­·· . 
I /\l'OH/\N 01' ~H/\SION/\1 

UN I UK IAHUN YAN(, HrnAKHIII SAMl'AI l)~N(,AN :-n l)~HMH~H /IIXI rl,111 /IIXII 
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BEBAN TRANSFER 

l:lcb,Jn ~i Husil 
~b::111[\;._111LL1;."11ll(~L1.:1111\::111 

Jumlah Bab•n Tr•nsf•r 

BEBAN TAK TERDUGA 
13d,c111 T..k T~IULJ!!cl 

Jumlah Boban Tak hrdu11a 
JUMLAH BEBAN 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAS( 

.S.U.13.J?W.s/.PEflSII DARI t!EGIATAN NON Ofl!!A.SI.QNAL 
SURPlUS NON OPERASIONAL 

~rplus f'eniualan/Vert\J<aran/f'elepasan Aset Non t.encer 
~L1rplus Penyelesalan Kewajlban Ja'l!ka Panjang 
~airplt1~ rl;,tri k'ti!g(11tnn Nnn Orf'!rrl.._inrvd I ?llnnyn 

Jumlah Surplu• Non Op•rulonal 

DERSIT NON OPERASIONAL 
Defisit Penjual an/P~·b.Jko!lran/Pelepasan A~t Nr.in Lane 2'11' 

Defisit f'enyelesaiar, Kewajiba, Jarglca Panjar;,: 
D<ofislt dari K<!glatan N:n Opereslonal L.alnnya - 

Jurnlah D.tlslt Non Operaofonal 
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

acs LUAB illA~A 
PENDAPATAN LUAR BIASA 

Pendapatan Lua­ Bi asa 
Jumlah Pond•p•t•n Luar Blaoa ­ 

BEBAN LUAR BIASA 
Beban Luar Bl'asa - 

Jurnlah Beban Luar Blaoa 
POS LUAR BIASA 

SURPLUS/DEF ISIT LO 



406 

!Dalam Ruoiahl 
Urnian 20>(1 20XO 

ASET 
ASET LAN CAR 

1·.d, ddi, '.oeldl d l'.d~ 
V.a·; d J:a·; ua .. reh 
1:o1:. ,h P.,·11,Lil rno1 r•,:11[:ld1rn ,111 

Vas di 8.,r,dahara f-'o2r,e1irnaar, 
l;':i" di f',11 JD 
Vd::; Dai 1a 8()S 

!(as Dar.a t<ai:,1 tas1 pa&.! rnF· 
l(;:i ~ La ll'lrl'{(I 

'.:ietara V.as 
lnvestasi Jangka Pendek 
Piul_;_-1118 P.:tjdk 
Piutang Ret1ibu,1 
Piutang Has ii Pengelolaan Kekavaan Dae rah yang Dipisahkan 
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang Transfer Pernenntah Pusat 
Piutang Transfer An tar Daerah 
Piutang Lainnya 
Per,ylsihan Pi utang 
Beban Dibayar Dlmuka 
Persediaan 

Jumlah A set Lancer 

INVEST AS I JANGl<A PANJANG 
lnvestasi Non Permanen 

lnvestasi kepada BUM\J 
lnvestasl kepada BUMD 
lnvestasi dalarn Obligasi 
JrwestasJ dalarn Proyek Pembangman 
Dana Ber gull r 

Jumlah lnvestasl Non Permanen 
lnvestasi Permanen 

Penyertaar.i Modal Pernerintah Daerah 
lnvestasl - Pernberian Pinjaman Daerah 

Jumlah lnvestasi Permanen 
Jumlah lnvestasi Jangka Panjani: 

ASET TETAP 
Tanah 
Peralatrm dan Mesln 
Gedung dan Bangunan 
Jalan, lrigasi, dan Janngan 
AsetTetap Lalnnya 
Kons trl1ksi dalam PengerJ aan 
Akumulasl Penyusutan 

Jumlah Aset Tetap 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
NERACA 

PER 31 DESEMBER 20Xl dun 20XO 
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JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
JUMLAH EKUITAS 

EKUITAS 
EKUITAS 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Lita ng ke pa da Pe me ri nta h Pus at 
Uta ng ke pa da Le rnha ga Keua nga n Bank 
Lita ng ke pa da Le rnba ga Keua nga n Bu ka n Bank 
Lltang kepada Masyarakat [Obligasi] 
Premium (Diskonto) Obligasi 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 
JUMLAH KEWAJIBAN 

l(EWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Lltang Per hitungan Pihak Ketiga (PFK) 
Utang Bunga 
Lltang Pinjaman Jangka Pendek 
Bagian La near Utang Jangka Panjang 
Pendapatan Diterima Dimuka 
Lita ng Be la nja 
Utang Jangka Pendek Lainnya 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 

JUMLAH ASET 

l.1r,ih.1n l.1nr,b Panj.lnr, 
I J!JihJn Pe11juJIJ11 J\111J~UrJ11 
lunturan <'ianti Hugi 

K(•111il 1.i,111 dc>111J,lll Pihil k Kc;I i!J,l 
Aset l ak Herwujud 
l\r,rt I ain lain 
Akur11ulc1~i A111orli~d~i A~el I idak Heiwujud 
Ak11n111l;i~i PE>nyur,ut;in Ar,E>t I ainnva 

Jumlah Aset Lainnya 

ASET LAIN N YA 

f),Jlld C.1cl,111g,111 
Jumlah Dana Cadangan 

DANA CADANGAN 
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(Dalam Rupiah) 
Uraian 20Xl 20XO 

Saldo Anggaran I ebih Awai 
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 

Subtotal 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Subtotal 
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
Lain­lain 

Saldo Amillaran Lebih Akhlr 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .. 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DES EMBER 20Xl dan 20XO 

(Dalam Rupiah) 
Uraian 20Xl 20XO 

Ekuitas Awai 
Surplus/Defisit LO 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 
Sisa Leblh/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Koreksi Nilai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 
Lain ­ lain 

Ekuitas Akhir 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 
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, Dalarn Ruoi::.hl 
raian 20X1 20XO 

l·.c1ya:::ir1 Ddel all y:::tr11:; Di pi:.;ahkdn 
c;;rh 

­ Fisik 
­ Non Fic;ik 

IS 

nya 

ial 

bupaten/Kota 
angan antar Daerah Provinsi 
angan ke Kabupaten/Kota 
1angan kepada Desa 
1a Otoncmi Khusus ke Kabupaten/Kot:i 

,__ -- 
fltas Operas! 

I 

sin 
nan 

Jaringa, 

os Dipisahkan 
on Permenen 

ARU5 KAS DARI AKJIEITAS INVESTAS 
ARUS MASUK KAS 

Pencairan Dana Cadangan 
Penjual an etas Tanah 
Penjual an atas Peral atan dan lv1e 
Penjual a, atas Gedung dan Bangu 
PenjLJala, atas Jalan, lrigasi, dan 
Penjualan Asetletap l.aimya 
Penjual an Aset Laimya 
Hasil Penjualan Kekayaan Lain ya 
Penerimaan Penjualan lnvestasi N 

Jumlah Arus MHuk KH 

Pei 1e1 i mc1,c111 P.:1jal­. [i::1e1 .:th 
r·.~11,~,; 111,,;rn r;.~tii h1 ,·~i rJ;­10r;­,h 
Pe11e1i1m c 111 Hc1jl Pe1Beldc1c111 Ke 
r·.~11,~1irn;r;r11 I ;iin lain 1'AD y;rnE 
Pe11e1irn:c1.:111 Dal Id 8d8i Hd' .... il 
1'r'lwii rmnn fl;­H1;r Al ,,1:::-d I rru rn 
Peneti maan Dana Al okasi Khusus 
PPnPtirnc1c1n D;im Al.­>krlsi Kh11s11s 
Penerimaan Dana lnsentif Crc:erah 
PPnP.ti rnaan D;;m O tonrrni Kh11s1 
Penerimaan Dana Keistimewaan 
Peneti maan Dana Desa 
Penerimaan Bantuan Keuargan 
Peneti rnaan Hibah 
Penetimaan Dana Darurat 
Penerimaan dari Pendapatan Lain 

Jumlah Arus Masuk Kas 
ARUS KELUAR KAS 

Pernbayaran Pegawai 
Pembayaran Barang dan Jasa 
Pembayaran Burga 
Pembayaran Subsidi 
Pembayaran Belanja Hibah 
Pembayaran Belanja Bantuan Sa, 
Pembayaran Tak Terdtg a 
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Ka 
Pembayaran Bel anja Bantu an Keu 
Pembayaran Bel anja Bantu an Keu 
Pembayaran Belanja Bantuan KeL 
Pembayaran Bel anja Transfer Dai 

Jurnlah Arus Kaluilr Kills 
Arus Kas Berslh darl Aktl 

u 
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI 

ARUS MASUK KAS 

PEMERINTAH PROVINS! .. 

LAPORAIII ARUS KAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DEN GAN 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20XO 

METODE LAIIIGSUIIIG 
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Kenalkan/Penurunan Kas 
Saldo Awai Kas 
Saldo Akhir l(as 

8.RUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSIT ORIS 
ARUS MASUK KAS 

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
Jumlah Arus Masuk Kas 

ARUS KELUAR KAS 
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Jumlah Arus Keluar Kas 
Arus Kas Berslh darl Aktlfltas Transltorls 

ARUS l<l:\S DARI AKTIFITAS P~ANAAN 
ARUS MASUK KAS 

Penerimaan Pinjaman Daeiah ­ Pemerintah Pusat 
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain 
Penerimaan Pinjaman Daeiah ­ Lembaga Keuangan Bank 
Penerimaan Pinjaman Daeiah - Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Peneiirnaan Pinjaman Daerah- Masvaiakat (Obligasi Daerah) 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dae rah 

Jumlah Arus Masuk Kas 
ARUS KELUAR KAS 

Pembayaran Pinjaman dad Pemerintah Pusat 
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain 
Pembayaran Pi1~aman dad Lembaga Keuangan Bank 
Pembayaran Pinlaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Pembayaran Pinjaman dad Masvarakat (Obligasi Daerah) 
Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Arus Keluar Kas 
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan 

ARUS KELUAR KAS 
l'<•1t1h<•111uka11 lla11a < .id;1111\a11 
Pci olchan I anah 
l'<•1oleha11 l'e1;1lal,111 dan Mw,in 
P!'1 olehau C.!'dlllll', d;m !l<1t11',llllilll 

P!'1ol!'ha11 Ialan, hiea\i, dan J;i1i11e;i11 
P!'IOl!'hilll /\~I.'. I I!' li-i)l I ;ii1111y,:1 
Pcrolchan /\sc t l.aimva 
Pcnvcrtaan Modal Pcmcrintah uacrah 
Pcngciuaran Pcmbclian lnvcstasi Non Permancn 

Jurnlah Arus Keluar Kas 
Arus Kas Bersih dari Aktifitas lnvestasi 
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PENDAHULUAN 

RAR I Pr11d.-1 huh1,111 
t.t M,ihwl d,111111j1Jill1 ,~11y11s1111.-111 l,1prn,111 kr11,rng,rn prrnrrinl.Jh d.JPr.Jh 
1.2 landasan hukurn penvusunan laporan keuangan pemerintah claerah 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah 

HAH II l konomi makro, kcbijakan kouangan clan pcncapaian target kincr]a APHO 
2..1 l.konomi ma kro 
2.2 Kebijakan keuangan 
p lndikator pencapaian target kinerja APBD ,.) 

BAB Ill lkhtisai pencapaian kiner]a keuangan pemerintah daeiah 
3.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pernerintah daerah 
3.2 Ha rnbata 11 da 11 kenda la yang a da da lam pe nca pa ia n target yang te la h diteta pka n 

BAB IV Kebijaka11 akuntansi 
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah 
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah 
4 .. 3 Basis pengukuran yang mendasari penyusuna n la poran keua nga n pemerinta h 

daerah 
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP 

pemerintah daerah 
BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 

5.1 Rincian dari penjelasan dari rnasing-masing pas-pas pelaporan keuangan pemerintah 
daera h 
5.1.1 Penda pata n - LRA 
S.1.2 Belanja 
S.1.3 Pembiayaa n 
S.1.4 Pendapatan - LO 
5.1.S Beban 
S.1.6 Aset 
S.1.7 Kewajiban 
S.1.8 Ekuitas Dana 

5.2 Pengungkapan atas pas-pas aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja clan rekonsiliasinya dengan 
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan 
basis akrual pada pemerintah claerah 

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah 
BAB VII Penutuo 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .. 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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1Dnlo111 Ruplnh )_ 

Ura Ian 20Xl 20XO 
Kenalkan/ 

% 
Penurunan 

KfGl8Il\~ Q~EMSION/11. 
PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Peml<1µdld11 P<1j<1k D<1er.ih• 
Pendapatan Retribusi Oaerah 

Jumlah Pendapatan Asll Oaerah 
JUMLAH PENDAPATAN 

BE BAN 
BEBAN OPERAS! 

Be Ila n Pegawal 
Be ban Barang dan Jasa - 

Jumlah Bcb;in Opcrnsl 

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 
Be ban Penyusulan Pe1alata11 clan Mes in 
Be ban PenyusLrtan Gedung dan sangunau 
Beba n Penyusutan Jalan, lrigasi, dan Jaringan 
Be ban Penyusutan Asel Tetap Lainnya 
Be ban Penvusutan Aset Lainnya 
Be ban Amortisasi Aset Tak Berwujud ­ 

Jumlah Behan Penyusutan dan Amortisasl 
JUM LAH BEBAN 

SURPLUS/DEFISIT LO 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA . 
SKPD ----- 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DEN GAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO 

IDalam Rupiah) 
uraian AnRR;ir.in Reall,il;i % l\c~ll:­i~ 

l'tNOAl'ATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

1'1•1xl>11rala11 Paj.tlc l},1c•1;.ih 
PP1icl;ip;it;in HPl1ih11si l);JN;ih 

1'1•1•t.11Ml,111 H,1•,il 1'1•11111•lc1l;1,111 Kl'k,1y;1.111 ll;wi;11i y;111g llipi•,,1hk,m 
tain lain PALI y;ill(l sah 

Jumlah Pendapatan Asll naerah 
JUMLAH PENDAPATAN 

fil..l8NJ.8 
BELANJA OPERASI 

l11'1;i nj;i Pl'g,,w;i i 
Bclanja Barane clan iasa 

Jumlah Belanja Operasl 

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tanah 
Belanja Modal Pera Iatan dan Mesin 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja Modal Jalan, lrigasi, <Ian Jaringan 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
Belanja Modal Asel Lainnya 

Jumlah Belanja Modal 
JUMLAH BELANJA 

SURPI.US/DEFISIT 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .. 
SKPD _ 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO 

e. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten/Kota 
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20Xl 

EKUITAS 
EKUITAS 
Su rpl us/Deflsl t­LO 
Ekultas Untuk Dlkonsolldaslkan 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhillrngan Pihak Ketiga (PFK) 
Pendapatan Diterima Dimuka 
Utang Belanja 
Utang Jangka Pendek Lainnya 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 
JUMLAH KEWAJIBAN 

ASET TETAP 
Tanah 
Pera Iatan dan Mesin 
Gedung clan Bangunan 
Jalan, higasi, danJaringan 
AsetTetap Lainnya 
Konstruksi dalam Pengerjaan 
Akumulasi Penyusutan 

Jumlah Aset Tetap 

ASET LAINNYA 
Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan Penjualan Angsuran 
Tuntutan Ganti Rugi 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
AsetTak Berwuiud 
Aset Lain - lain 
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 
Akurnulasi PenwsutanAset Lainnya 

Jumlah Aset Lainnya 
JUMLAHASET 

Kus dun Seturu Kus 
Kas di Bcnduhar a Pengeluarnn 
Kas di Bcndahara Pcnerimaan 

Piut;mg P.1j.1k"' 
Piutang HPtribu\i 
Piutang I ainnva 
Pei iyi'> ihc11 i Piu Lc11 ll::l 
Beban Dibavar Di111ukc1 
Perse diaan 

Jumlah Asct Loncar 

.~ 
ASET LANCAR 

zoxo Uraian 
(Dal am Ruuruh) 

NERACA 
PER 31 DES EMBER 20Xl dan ZOXO 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOT A 
SKPD _ 
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BAB I Pendahuluan 
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD 

BAB II lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 
2.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 

BAB Ill Penjelasan pos­pos laporan keuangan pemerintah daerah 
3.1 Rincian dari penjelasan dari mas ing­masing pos­pos pelaporan keuangan pemerintah 

daerah 
3.1.1 Pendapatan ­ LRA 
3.1.2 Belanja 
3.1.3 Pendapatan ­ LO 
3.1.4 Beban 
3.1.5 Aset 
3.1.6 Kewajiban 
3.1.7 Ekuitas Dana 

3.2 Pengungkapan atas pos­pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 
penerapan basis kas, untukentitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan 
basis akrual pada pemerintah daerah 

BAB IV Penjelasan atas informasi­informasi nonkeuangan SKPD 
BAB V Penutuo 

PENDAHULUAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
SKPD _ 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DE NGAN 31 DESEMBER 20Xl 

Dalam Rupiah) 
Uraian 20X1 20XO 

Ekuitas Awai 
Surplus/Defrsit LO 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Koreksi Nilai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 
Lain ­ lain 

Ekuitas Akhir 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
SKPD _ 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK PERIODEYANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 
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lJraian lluer.arnn IIP..1li1a1i ')(, IIP.ali\.Hi -- --- 

h 
al, f'.d .,y;,,;,,r, D;,,~1 di, )'di,:; Di1.i,,hhrn 

Asli Daerah 

EMERINTAH PUSAT - DANA PERIMOANGAN 

isik 
Transfer Dana Perimbangan 

EMERINTAH PUSAT - LAINNYA 

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 

NTAR DAERAH 

Tran sf er Anta r Da erah 
patan Transfer 

RAH YANG SAH 

ndapatan Daerah yang Sah 
DAPATAN 

sl 

Mesln 
angunan 
dan Ja r11111.a 11 
lnnya 

al 

(Dala111Rupi;il1) 

BELANJA MODAL 
BelanJa Modal Tanah 
BelanJa Modal Peralatan dan 
BelanJa Modal Gedmg dan B 
Bel anl a Modal Jal an, I rl gas I, 
BelanJa Modal Aset Tetap La 
BelanJa Modal Alet Lalnnya 

Jumlah Delanja Mod 

JI.E1illilil 
BELANJA OPERASI 

BelanJa Pegawal 
Belanja Ba rang clanJasa 
Belanja Bunga 
BelanJa subsldl 
BelanJa Hlbah 
Belanja Bantuan Sosial 

Jumla h e elanj,1 Opera 

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAE 
Penclapatan Hlhah 
Pendapatan Dana Darurat 
Penclapatan Lainnya 

Jumlah Lain - lain Pe 
JUMLAH PEN 

PENDAPATAN TRANSFER A 
Pendapatan Bagi Hasil 
B antuan Keuangan 

Jumlah Pendapatan 
Total Penda 

PENDAPATAN TRANSFER P 
Dana trsenttf Doerah 
Dana Otonorni khusus 
Dana l(eistimewaan 
Dana Desa 

Jumlah Pendapatan 

PENDAPATAN TRANSFER 
PENDAPATAN TRANSFER P 
Dana Bagi Ha si I 
Dana .t,Jol:;,si 1Jrnuff1 
Dana .t>Jokasi Khum; ­ Fisil: 
Dana .oJokasi ~husus - Non F 

Ju mla h P endapatan 

PEND/\P/\T /\N 
PEND/\PIIT/\N /IHI D/\ERIIH 

1­'enclapatan l­';;1;;k Uaerah 
Pendapatan Retribusl Daer.; 
Pt!lldapalall H.sil Pt!11:;dulo 
Lain ­ lain P.t..D yar.,i: sah 

Jumlah Pendapatan 

l'I Ml II IM 11111 l(/\IIUl'/111N/1<0111 .. 

\1(111(1) ------ 
11\PORIIN RE/\LISIISI IINGG/\R/\N PEND/\r/\T /IN DIIN BEIJ\NJ/\ D/\ER/\H 

lJNll!IC 1/\lllJN YIIN<, 11111/\1(1111! \/\Ml'/\11)1 N(,/\N :11 Ill \I Miii ii )IIXI 1!.111 )IIXII 

f. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten/Kota 
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Slsa Leblh Pemblavaar, Anggaran 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Pembentukan Dana Cadangan 
Penyertaan Modal Pernerintah Daerah 
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat 
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain 
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuarean Bank 
Pernbavaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi DaerahJ 
P~mberi an Pin jaman Daerah 
Pergeluaran Pembioyaan L.ainnya 

Jumlah P1ngelu1r1n P1mblay11n 
PEMBIAYAAN NETTO 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

rcrcc unaan ,.1 Lr/\ 
l-encsiran Uana Laclangan 
Hasil PPnj11illiln KPk;;y;i;;n f);;prnh Yilflil r:iris;ihk;in 
rencri maon ri nj.J1wm Dacrah rcmcri ntoh fucilt 
l'enerimaan l'injaman Uaerah · l'emerintah Uaerah Lain 
Penerimaan Pinjaman Daerah · Lembaga Keuangan Bank 
Penerimaan Pinjaman Daerah · Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Penerimaan Pinjaman Dae rah· Masyarakat [Obligasi Oaerab] 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 
Peneri maan Pembi ayaan Lainnya 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

SURPLUS/DEFISIT 

BELANJA TRANSFER 

BELANJA TAK TERDUGA 
l\,•l,111j., 1.,1: J,•,,.h1::, 

Jumlah Belanja Talc Terduga 

P.'"'h111j,1 P.,;.111lu;111 K'"'llrlf~ii11 .. u1l.-11 I ~'"'irtli K.-1l;up;;1~11/K,,1~ 
r.,•l,11,j., r.,11111;,n K,·11.,111:,111 Ko1h11p;,J;·n/K .. 1 .. J:,• D;,,·1..J, r,, ,vi,l'.i 
lld,Jllj.J ll.r11Luu11 Kc>LI.Jl),;ull Uu~1<1h lh.Nirr,i .Jl.JU K.JbUi-).Jl.e11/Kulu kepdJ<, iJ,!'.;.=c1~­­­+­­­­­­,;­­­­­­­­­I 

Jumlah Belanja Transfer 
JUMLAH BELANJA 
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(Ualam IOJpiah) 

Uraian I llJKl I lOKU 
Kenaikan/ 

''I; 
Pr·111111111,111 

Kl GV\TI\N OP[IJAS I N/\L 
tlNllll.M.ll\N 

P[NDAPATAN A',ll DACRAII 
rmcl:rp:ih,r, r:i1:rk r"ll"r:,1, 
Pendapatan netnbusi c,aerah 
~enclapatan Hasil ~en~elolaan 1·.eka11a;,n uaerah yang urpisahkan 
tarn- lain ~J\U yan(!. ssh ­ ­ 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 

l'FN llAl'ATAN TRANS FFR 
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT­ DANA PERIMBANG!\N 
Dana Bagi H asil 
Dana Aloka si Urnurn 
Dana Aloka si Khus 1Js ­ Fisik 
Dana Alokasi Khusus ­ l~on Fisik -~ 

Jumlah Pendapatan Tran5fer Dana Perimbangan 

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT­ LAINNYA 
Dana lnsentif Daerah 
Dana otonomi Khusus 
Dana Keistirnewaan 
Dana ussa 

Jumlah Pendapatan transer Pemerintah Pusat­ Lainnya 

PENDAPATAN TRANSFER AN TAR DAERAH 
Penclapatan Bagi Hasil 
Bantu an l(euangan 

Jumlah Pendapatan Tran5fer Antar Daerah 
Tota I Pendapatan transer 

LAIN­LAIN PENDAPATAN OAERAHYANGSAH 
Pendapatan Hibah 
Pendapatan Dana Da1urat 
Pendap,itan l.ainnva 

Jurnlah Lain· lain Pendapatan Oaerah yang Sah 
JUMLAH PENDAPATAN 

.filMN 
BEBAN OPERAS! 

Beban Pegawa1 
Beban Bara ng dan J asa 
Beban Bunga 
seban subs ldl 
Beban Hlba h 
Beban Bantuan Soslal 

Jumlah Behan Operasi 

BEPAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 
Beban Penyusutan Jalan, lrigasi, dan Jari~an 
Beban Penyusutan AsetTetap Lainnya 
Beban Penyusutan Aset Lalnn\'8 
Beban Amortisa sl Aset Tak Betwuj ud 

Jumlah Behan Penyusutan dan Amortlsasl 

P~MHIN 11\H KIIP,1111111 ~N/KO Ill .. 
SKPKU 
IAPORAN orrnN,IONAI 

UN IUK 11\HUN Y/\N(j ll~HI\KHIH ~IIMP/\( l)~N (j/\N ::111)~~~ Mllrn llJKl dan llJKU 
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BEBAN TRANSFER 
('d_;,_111 B._,_;i H._d 
fieh,111 fi,111h 1~11 l(~11ar,;;~11 

Jumlah Beban Transfer 

BEBAN TAK TERDUGA 
oelJdl I I ak I e1 du~ d 

Jumlah Beban Tak Terduga 
JUMLAH BEBAN 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 

~UBeLUSLOEEISII 0881 KE!::ilAI8HQ~ QernA~IQtl~L 
SURPLUS NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar 
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Jumlah Surplus Non Operasional 

DEFIS IT NON OPERASIONAL 
Defisit Penjualan/Pe1tukaran/Pelepasan Aset Non Lancar 
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Defisit dai Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Jumlah Defisit Non Operasional 
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

POS LUAR BIAS,I!. 
PENDAPATAN LUAR BIASA 

Penclapatan Luar ei asa 
Jumlah Pendapatan Luar Biasa 

BE BAN LUAR BIASA 
Beban Luar eiasa 

Jumlah Beban Luar Biasa 
POS LUAR BIASA 

SURPLUS/DEF! SIT LO 
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Dalam Rll[Jinh) 
Uraian 20Xl 20XO 

ASl:I 
ASET LANCAR 

K:1:; d:n1 '.-ic~l,J1:i K:r, 

Kas di l(as Daerah 
Ki.l'a di l:',1_•11ckil 1:_1r U I >,:111:,d u:_11 ;_Jr I 

Kas di Bendahara Penerirnaan 
K;_r_, L:_iir 111y;_r 
Setara Kas 

lnvPr..tw,i lrinRkri PPndPk 

Piutang Pajak 
Piutang Retribusi 
Piutang Hasil Peng el ol aan Kekayaan Dae rah yang Dipi sahkan 
Piutang Lain­Iain PAD yang Sah 
Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
Piutang Transfer Antar Dae rah 
Piutang Lainnya 
Penyisihan Piutang 
Beban Dibayar Dirnuka 

Persediaan 
Aset Untuk Dikonsoli dasikan 

Jumlah Aset Lan<:ar 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
lnvestasi Non Permanen 

lnvestasi kepada BUMN 

lnvestasi kepada BUMD 
lnvestasi dal am Obi igasi 
lnvestasi dalam Proyek Pembangunan 
Dana Bergulir 

Jumlah lnvestasi Non Perman en 
lnvestasi Pem1anen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
lnvestasi ­ Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah lnvesta6i Permanen 
Jumlah lnvesusl Jangka Panjang 

ASET TETAP 
Tan ah 
Peral a tan dan Mesin 
Gedung clan Bangunan 
Jal an, lrigasi, dan Jaringan 
AsetTet:ap Lainnya 
Konstruksi dalarn Pengerjaan 
Akumulasi Penyusut:an 

Jumlah Asat Tatap 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X O 

SKPKD ­­­­­­ 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .. 
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EKUIJAS 
EKUITAS 
Surplus/Deflslt­LO 

JUM LAH EKUITAS 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Utang kepacla Pemerintah Pusat 
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Utang kepada Masyarakat (Obligasi) 
Premium (Diskonto) Obligasi 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 
JUMLAH KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 
Utang Bunga 
Utang Pinjaman Jangka Pe ndek 
Bagian Lanca1 Utang Jangka Panjang 
Penclapatan uiterlma Dimuka 
Utang Belanja 
Utang Jangka Pemlek Lainnya 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 

ASET LAINNYA 
I ..ip,ih..111 l..111p,k..1 P,rnj..111p, 

ldgihdll Pe11judlc111Ang:,urc111 
I untutan C,c111li l\ugi 

Ke111ill<IJII dcngan Pihak KeligJ 
/\:,el Tak Bciwujud 
/\set Lain la in 
/\kumulasi Arnortisasi Asct Tidak 13c1wujud 
/\k1111111la<;i Prny11.,1rt;rn Aset I ;i inny;i 

Jumlah Aset Lainnya 
JUMLAH ASET 

I), 111.J ( ,Hl,lll/!•111 
Jumlah Dana Cadangan 

DANA CADANGAN 
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PENDAHULUAN 
BABI Pendahulua n 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD 
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD 

BAB II lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD 
2.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah dltetapkan 

BAB Ill Penjelasan pos­pos laporan keuangan pemerintah daerah 
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing­masing pos­pos pelaporan keuangan pemerintah 

daera h 
3.1.1 Pendapatan ­ LRA 
3.1.2 Belanja 
3.1.3 Pembiayaan 
3.1.4 Pendapatan ­ LO 
3.1.5 Beban 
3.1.6 Aset 
3.1.7 Kewajlban 
3.1.8 Ekuitas Dana 

3.2 Pengungkapan atas pos­pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonslllaslnya dengan 
penera pan basis kas, untuk entltas akunta ns i/entitas pela poran yang mengguna kan 
basis akrual pada pemerintah daerah 

BABIV Penjelasan atas lnformasl­lnformasl nonkeuangan SKPKD 
BAB V Penutup 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
SKPKD~~~~~~ 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl 

Dalam Rupiah) 
Ura Ian 20X1 20XO 

Ekuitas Awai 
Surplus/Defisit LO 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Si LPA/Si KPA) 

Koreksi Nilai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 
Lain ­ lain 

Ekuitas Akhir 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
SKPKD _ 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 



lt>.il,1111n111~ 
A11gga1d11 Reali1<11i % Realilaii 
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BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tanah 
BBanJa Modal Pera Iatan dan Mesln 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja Modal Jal an, lriRasi, dan Jaringan 
Belarja Modal Aset Tetap Lalnnya 
Belar;a Modal Aset Lalnnya 

Jumlah Belanla Modal 

UUANJA 
BELANJA OPERAS! 

BBanja Pegawal 
Belanja Ba rang dan Jasa 
Belarja Bung& 
Belanja Subslcll 
BBanJa Hlbah 
Delanja Dantuan scsrat 

Jumlah Belanja Operasi 

LAIN • LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
Pendapatan Hibah 
Pendapatan Dana Darurat 
Pendapata n Lai nnya 

Jumlah Lain ­ lain Pendapatan Daerah yang Sah 
JUMLAH PENDAPAT AN 

PENDAPATAN TRANSFER ANT AR DAERAH 
Pendapatan Bagi Has ii 
Bantuan Keuangan 

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 
Total Pendapatan Transfer 

PENDAPATAN TRANmR PEMERINTAH PUSAT · LAINNYA 
Dana Insert.if Daerah 
Dana Otonorni Khusus 
Dana l'.eistimewaan 
Dana Desa 

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ­ Lainnya 

PENOAPATAN TRANffER 
l'lNUAl'AIAN I HANHlH l'lMlHINIAH l'USAI · UANA l'lHIMIIAN(;AN 
Dana Bag, Hasil 
Dana Alokasi umum 
Dana Alolmi l(husus - Fisik 
Dana .11.lol:asi Khusus - I\Jon F,silr 

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 

WWAl~N 
HNUAl'AI AN ASI I UMHAH 

P1_J1d:.1p:.1l:J11 P:.1_1:if [0:.1101;.ih 

•·;,nd.,p.;t.;rr kPtnh, 1si I J.;Pr.;h 

Pendapatan Has ii Pengelolaan Yebyaan O~e1ah yang C•ip1sahl:an 
Lain - lain r·!l.u \'ang s ah 

Jumlah Pendapatan l\sli Daerah 

Ur.1inn 

l'•M• HIN IAH KAIIUl'AI •N/KOI A·····-·-·-·-····-····-·-·· 
I /\l'OH/\N H•/\11\/\\1 /\N(,(,/\H/\N l'•NU/\l'/\1/\N U/\N HH/\NI/\ UMHI\H 

UNTUI( TI\IIUN YI\NG DERI\Kllm SI\MPI\I O[NGI\N J1 O[S[MDrn 20X1 dan 20XO 

g. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 
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Slsa Leblh Pembfavaan Aneearan 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
f'errbentukan Dana Cadangan 
Penyertaan Modal Pernerintah Daerah 
Peirbayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat 
Perrbayaran Pinjaman dan Pemerintah Daerah Lain 
Perrbayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank 
Perrbayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Perrbayaran Pinjaman dari M;syarakat jObligasi Daerah) 
Perrberian Pinjaman Daerah 
Pell!eluaran Pembiayaan Lainnya 

Juml1h Pwig1lumn P1mbi1y11n 
PEMBIAYAAN NETTO 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Penggunaan SILPA 
Pencairan Dana Cadergen 
Hasil Penjualan Kekayaan Daereh yang Dipisahkan 
Penerimaan ~\njaman Daerah - Pemerintah Pusat 
Penerimaan pjnjaman Daerah- Pemerintah Daerah Lain 
Penerimaan pjnjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank 
Penerimaan pjnjaman Daerah - Lembaga Keua11:an Bukan Bari 
Penerimaan pjnjaman Daerah - Masyarakat jObligasi Daerahl 
Penerimaan Ke,Tbali Pemberian Pinjaman Daerah 
Penerimaan Pe1Tbiayaan Lainnya 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

SURPLUS/DEFIS IT 

BELANJA TRANSFER 
l\~lanja l\antuan Keuanean antar Daerah Kabupaten/Kota 
l\elanja l\antuan l(,:,uanean Kabupaten/Kota ke [:eerah frovinsi 
~,~k1nju ~,Jntuun K,::uunem C.:ieruh Provinsi otou Kc1bup<1t~n/Kot::i kpd [;,,::i 

Jumlah Belanja Transfer 
JUMLAH BELANJA 

BELANJA TAK TERDUGA 
~,d,_111j,.1 T,.11: T•:1,Ju~:u 

Jumlah Belanja Iak Terduga 
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znr ill XO 
Krnaik.1n/ 

''h l'rnurunan 

rr:1h y:,r,e I l 1w: ,-1hk,1n 

­ 

T DANA PERIMBAN GAN 

erimbangan 

SAT­ LAINNYA 

intah Pu sat ­ Lainnya 

r­ 
Daerah 
re, 

h yang Sah 

n 

rtlsir.l 

(nala111 fkJ1,iah) 

BEB.IIN TRANSFER 
Beban Bagi Hasll 
Beban Bantuan Keua11gan 

Jumlah Behan Transfer 

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 
Beban Penyusutan Peralatan dan Mes1n 
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 
Beban Penyusutan Jslan, lt1gasl, can Jarlnga 
Beb:in Penyusutan Aset Tetap lalnnva 
Beban Penyusutan Aset Lainnya 
Beban Amoltlsasl Aset Tak BeiwuJud 

Jumlah Behan Penyusutan dan Amo 

lll:IWJ 
l\EBAN OPERAS! 

Beban P~awai 
Beban Barang dan Jasa 
Beban Bunga 
Beban Subsldi 
Beban HI bah 
Beban Bantuan Sosial 

Jumlah Behan nperas 

LAIN ­ LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH 
Pendapatan Hibah 
Pendapatan Dana uarurat 
Pendapatan Lainnva 

Jumlah Lain· lain Pendapatan Daera 
JUMLAH PENDAPATAN 

PENDAPATAN TRANSFER AN TAR DAERAH 
Pendapatan Bagi Ha11I 
Bantuan Keuangan 

Jumlah Pendapatan Trani er Antar 
Total Pendapatan Trans 

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PU 
Dana lnsentif Oaerah 
Dana Otonomi Khus11s 
Dana Kei stl mewaan 
Dana Desa 

Jumlah Pendapatan Trani er Pemer 

PENDJ\PI\TI\N TRJ\NSFER 
PENDAPATAN TRAN~FER PEMERINTAH PUSA 
uana l:lag1 H as1I 
Dana Alokasi Unwri 
Dana Alokasi Khusus · Fisik 
Dana Alokasi khusus · Non Fisik 

Jumlah Pendapatan Trani er Dana P 

l(LW\ 1/\tl OJ'illlblillilll. 
&rllU\l!Ll.lf.lN 

PENOJ\PI\T/\N /\',LI DI\ERI\H 
Pendapatan Pajak uaerah 
Pendapatan Ret1ilJU11 uae1-ah 
l'rr1d:1p,·,t,,n H:1·:1l l•rner-lol,·i:·,n Kr-k:,y,,,,n I l:1 
I am - lain ~All y,,r,e ,.~1­, 

lnmlrlh PPnrlaJlillrln As.Ii [);mah 

Uraian 

l'LMLIIINIAII KAIIUl'AILN/KOIA . 
LAl1011AN 011LIIA':ilONAL 

UN IUK IAHUN YAN(j l:lll!AKHIII ':iAMl'AI UlNUAN 11 Ul':ilMl:llll lllXl dull mxu 
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BEBAN TAK TERDUGA 
lleban Tak Ieiduga 

Jumlah Behan Tak Terduga 
JUMIAH BEBAN 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERA SI 

5_llRi'_LUS/DEJ151TDARI KEGIATAN NON OPERASIONAl 
SURPLUS NON OPERASIONAL 

Surplus Penjuala11/Pe11ukaran/Pelepasa11 Asel Non La near 
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ­ 

Jumlah Surplus Non Operaslonal 

DEFISIT NON OPERASIONAL 
Defis it Penjua la n/Pertukaran/Pelerm n Aset Non La nca r 
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Jumlah Defisit Non Operaslonal 
JUMLAH SURPLUS/DEFISITDARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

eos LUAB Bl8 Sa 
PENDAPATAN LUAR BIASA 

Pendapatan Luar Biasa 
Jumlah Pend1p1t1n Luer Blm 

BEBAN LUAR BIASA. 
Be ban Luar Biasa 

.Jumlah Beb1n Luu Blase 
POS LUAR BIASA 

SURPLUS/DEFISIT LO 
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(D:alam Ruo,ah\ 
Urninn 20Xl 20)(0 

ASET 
ASET LAN CAR 

f'._;.r; ·1111 ':,,_• l_;_ir c1 1-:.;.,.; 
1-\r•; d1 f;;.r, D u•.·r c1li 
r.:a, di BC'ndahara f'C'nF'.~l uarun 
f:;i:, d1 1-'.1,11d;,I ,;11;i l'•,ri1:rir11;i;iri 
l:u:; dr l:'.LUU 
l<u·; Q;.111u BOS 
l<o, Dano l<ap1 t:i,i podo ffTr 
KR~ I Rinny;; 
Setara Kas 

lrive~l.tt~i Jarr.~.ka Per 1d1::k 
Plutang Pajak 
Piutang F:etribusi 
Plutang Has ii Pengelolaari l<el<ayaan Daerah yang Dipisahkan 
Plutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang Transfer Pernerint.ah Pusat 
Piutang Trans for Anta,· Daerah 
Plutang l.arnnva 
Penyisihan Piutang 
Beban Dibayar Dirnuka 
Persediaan 

Jumlah Aset Lancer 

INVESTASI .JANGKA PANJANG 
lnvestsst Non Perrnanen 

lrvestasi kepada BUIVll\l 
lrve stasl kepada BUtv1D 
Irvestasi dalern Obliga~i 
lrve stast dalarn Prctyek Pembangunan 
Dana Bergul rr 

Jumlah lnvestasl Non Permanen 
lnvestasl Permanen 

Penyertaan lvlodal Pernerlntah Daerah 
lrvestas: · Pemberlan P1r,Jaman Daerah 

Jumlah lnvestasl Permanen 
Jumlah lnvestasl Jsngke Panjang 

ASETTETAP 
Tanah 
Pera Iatan dan lvlesl n 
Geel.mg dan Bangunan 
Jal an, lrigasf dan Jarlngan 
Aset Te tap Lalnnya 
Kcnstruksl dalarn PengerJaan 
Akurrrulasl Penyusutrn 

Jumlah A set Tetap 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
NERACA. 

PER 31 DESEMBER 20>(1 clan zoxo 
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JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
JUMLAH EKUITAS 

El<UITAS 
EKUITAS 

KEWAJIBAN .IANGKA PAN.JANG 
Utang kepada Pemerintah Pusat 
Utang kepada l.ernbaga Keuangan Bank 
Utang kepada l.ernbaga Keuangan Bukan Bank 
Utang kepada Masyarakat (Obligasi) 
Premium (Diskonto) Obllgasi 

Jumlah Kew11jlb1m Jangka Panjang 
JUMLAH KEWAJIBAN 

l{EWAJIBAN 
KEWAJIBAN .IANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 
Utang Bunga 
Uta 11g Pinja man Ja ngka Penclek 
Bagian La near Utang Jangka Panjang 
Penclapatan Diterima Dimuka 
Utang Belanja 
UtangJangka Pe.ndek Lainnya 

Jumlah Kew11jlb11n Jangka Pendek 

JUMLAH ASET 

l.11:ih,111 l,111gk.i P,111j.111g 

I .igil1.i 11 PP11ju,il;111 l\n1:\111;i 11 

111111111,111 ( 1.Jllli H111:i 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
Aset Tak Berwujud 
Aset Lain - lain 
Akumulas i Arnortis as i Aset Iida k Berwujud 
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Jumlah Aset Lainnya 

ASETLAINNYA 

1),111,J ( ,Hid 111:,111 

Jumlah Dana Cadangan 

DANA CADANGAN 
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(Dalam Rupiah) 
Uraian 20Xl 20XO 

Saldo Anggaran Lebih Awai 
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pernbiayaan Tahun Berjalan 

Subtotal 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran jSiLPA/SiKPA) 

Subtotal 
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
Lain­lain 

Saldo Annaran Lebih Akhlr 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PER 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO 

I Dal am Rupiah] 
Uraian 20X1 20XO 

Ekuitas Awai 
Surplus/Defisit LO 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran jSiLPA/SiKPA) 

Koreksi Nilai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 
Lain ­ lain 

Ekuitas Akhir 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .. 
LAPORAN PERUBAHAN EKUIT AS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 
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ARUS KAS DARI AKTIEITAS INVESTASJ 
ARUS MASUK KAS 

Pencalran Dana Cadangan 
Penjualan atas Tanah 
Per11ualan atas Peral atan dan lv1esln 
Penjualan atas Gedung dan Bangunan 
PenJualan atas Jal an, lngasl, dan Jarlngan 
Perj ualan AsetT etap Lalnnya 
PenJualan Aset Lainnya 
Hasll PenJ ualan Kekavsen Lain yang Diplsahkan 
Penerimaan PenJualan lnvestasi Non Perrnanen 

Jumlah Arus Masuk Ku 

ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERAS! 
ARUS MASUK KAS 

F'enerirnaan F'aJal· Daerah 
l'•:11,_·1i1riddll k•_•IJjf_llJ';i Li,J1:1,.d1 
r,,,n<',11rn.1.cir, Ha-.il P,c,1·,,;~lr,l.1.1r, l:;;l.ay.1i11-, fl;i~r;ih y;ir,g D1p1' . .1h\·:;ir, 
Penerirnaan Lain - lain P . .!l[i yang sah 
Pererlmaan Dana Bagi Hasil 
Penerirnaan Dana Alokas1 Umurn 
Pererirnaan Dana A.lokas1 l<hu,us - F1s1k 
Penerirnaan Dana Alokas1 Khusus - l\~x, Fisik 
Penerirnaan Dana lrcentif Daerah 
Penerirnaan Dana Otooomi Y:h1_1s1.1s 
Pene1irnaan Dana kei'.:ljrn~waan 
Perierirnaan Dana D~sa 
Pene1irnaan Bagi Hasil da1 i P1 U./irr:,i 
Penerirnaan Bantuan l(euangar, 
Pene1irnaan Hibah 
Penerimaan Dana Darurat 
Penerirnaan clari Per,clapatan l.alnrwa 

Jumlah Arus Masuk Kas 
ARUS KELUAR KAS 

Pembayaran Pegawai 
Pembayaran Barang dan.lasa 
Pembavaran Bunga 
Pembayaran Subsidl 
Pernbavaran BelanJa Hibah 
Pembavaran Belanja Bantuan Sosial 
Pembayaran Tak Terduga 
Pembayaran Belanja Bantuan l(euangan an tar Daerah Kabupaten;l<ota 
Pembayaran BelanJa Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi 
Pembayaran Belarua Bantuan Keuangan kepada Desa 

Jumlah Arus Keluar Kas 
Arus Kas Berslh dari Aktifitas Operasi 

20XO Uraian 
I Dalarn Rupiah) 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA . 
LAPORAN ARUS KAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 
METODE LANGSUNG 
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ARUS KELUAR KAS 
Pembentukan Dana laclanr.an 
Perolehan Tanah 
Peiolehan Peral a tan dan Mesin 
Perolehan Gedung clan BanRunan 
Perolehan Jalan, lrigasi, dan Jaringan 
Peiolehan Aset I etap Lainnya 
Perolehan /\set Lainnya 
Penvertaan Modal Pemeiintah Daeiah 
Penaeluaran Pembelian lnvestasi Non Peimanen ­ 

Jumlah Arus Keluar Kas 
Arus Kas Bersih dari Aktifitas lnvestasi 

ARl!UAS DARI AKTIFITAS P~NDANAAN 
ARUS MASUK KAS 

Penerimaan Pinjan1an Daerah- Pemerintah Pusat 
Penerimaan Pinjaman Dae rah- Pernerintah Dae rah Lain 
Penerimaan Pinjaman Daeiah- Lembaga Keuangan Bank 
Penerimaan Pinjaman Daerah- Lernbaga Keuangan Bukan Bank 
Penerirnaan Pinjarnan Dae rah- Masyarakat (Obligasi Dae rah) 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Arus Masuk Kas 
ARUS KELUAR KAS 

Pembayaran Pi1~aman dari Pemerintah Pusat 
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain 
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank 
Pembayaran Pinjaman dari Lernbaga Keuangan Bukan Bank 
Pembavaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) 
Pemberian Pir~aman Daerah 

Jumlah Arus Keluar Kas 
Arus Kas Bersih dari Aktlfitas Pendanaan 

8BUS !<AS DARI Al<TIFITAS TRANSIT ORIS 
ARUS MASUK KAS 

Peneri ma an Perhitungan Fi hak Keti ga (PFK) 
Jumlah Arus Masuk Kas 

ARUS KELUAR KAS 
Pengeluaran Perhitlingan Fihak Ketiga (PFKJ 

Jumlah Arus Keluar Kas 
Arus Kas Bersih dari Aktlfltas Transitoris 

Kenalkan/Penurunan Kas 
Saldo Awai Kas 
Saldo Akhlr Kas 
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PENDAHULUAN 

!3M I Pcnduhuluan 
1.1 Md bud dc111 tujuau penvusunan lapoian keuangan pemerintah daerah 
1.2 landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah 

BAB II Ikonorni ma kro, kebijaka n keua nga n da n penca paian target kine rja APBD 
2.1 E konomi ma kro 
2.2 Kebijakan keuangan 
2.3 lndikatoi penca pa ia n target kinerja APBD 

BAB Ill lkhtisar pencapaian kineria keuangan pemerintah daerah 
3.1 lkhtisa r rea lisas i pen ca pa ia n target ki nerja keua nga n pe merinta h daera h 
3.2 Ha rnbata n da n kendala yang ada dalam pencapaia n target yang telah diteta pkan 

BAB IV Kebijakan akuntansi 
4.1 Entitas akmtansi I entitas pelaporan keuangan daerah 
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daera h 
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah 
4.4 Penerapan kehijakan akuntansi berkaitan denga n ketentua n yang ada da la 111 SAP 

pernerinta h dae rah 
BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 

5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pernerintah 
daerah 
5.1.1 Penda pat an - LRA 
5.1.2 Belanja 
5.1.3 Pembiayaan 
5.1.4 Pendapatan - LO 
5.1.5 Beban 
5.1.6 Aset 
5.1.7 Kewajiban 
5.1.8 Ekuitas Dana 

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset clan kewajiban yang timbul sehubungan dengan 
penerapan basis aknral atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan 
basis akrual pada pemerintah daerah 

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah 
BAB VII Penutup 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATIN/KOTA .. 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 
1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan 
pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APED sebagai berikut: 
a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APED kepada DPRD dengan 
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED dilampiri Laporan Evaluasi 
Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APED. Pedoman penyusunan 
Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APED akan 
diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. 

c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APED sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala 
Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. 

d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling 
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

e. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan 
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APED. 

f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan 
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APED 
dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama 
dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APED, Kepala Daerah menyusun 
dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah ten tang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APED. 

g. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APED ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari 
Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat bagi Daerah kabupaten/kota. 

BAB VIII 

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
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ten tang Daerah terhadap rancangan Peraturan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APED. 

2) Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil 

6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
2) Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan 

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APED. 

3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APED dituangkan dalam 
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan 
pimpinan DPRD. 

4) Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APED. 

b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APED saat tidak tercapai 
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 
Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Menteri 
bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
bagi daerah kabupaten/kota dilakukan dengan pengaturan sebagai 
berikut: 
1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 
penjelasan dan dokumen pendukung kepada Menteri (bagi Daerah 
provinsi) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi 
Daerah kabupaten/kota) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD 
tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah 

pertanggungj awa ban ten tang Daerah rancangan Peraturan 
pelaksanaan APED. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APED. 
1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 

h. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya 
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak 
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap 
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B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINS! 
1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 
Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan 
Daerah provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan 
RaPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut: 
a. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan 
Peraturan Kepala Daerah provinsi ten tang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri 
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 
rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 
gubernur. 

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah 
provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian 
dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah 
provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi 
tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 
penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling 
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan 
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi 
diterima. 

d. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan 
Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksariaan APBD sudah sesuai dengan 

pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) mengesahkan 
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 

3) Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah 
menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 
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Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi 
tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 
penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 
penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan 
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur 
menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi menjadi Peraturan 
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi 
menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi. 

e. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan 
Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan 
Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi 
tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 
penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang 
penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan 
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur 
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak hasil evaluasi diterima. 

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, 
dan gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan 
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi 
tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD menjadi 
Peraturan Kepala Daerah provinsi, Menteri mengusulkan kepada 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana 
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi 
ranPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan Menteri. 

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat 
informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, 
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Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan 
Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED adalah sebagai berikut: 
a. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APED yang telah disetujui bersama 
DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota 
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APED 
disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling 
lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APED untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 
Eupati/Walikota. 

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi 
terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APED dan rancangan Peraturan 
Kepala Daerah kabupaten/kota ten tang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APED untuk menguji kesesuaian 
dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APED, Peraturan 

APED PELAKSANAAN PENJAEARAN PERTANGGUNGJAWAEAN 
KAEUPATEN/KOTA 
1. Ketentuan Umum 

Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

C. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWAEAN 
PELAKSANAAN APED DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG 

Kepala Daerah mengirimkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APED serta rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan APED kepada Menteri untuk dievaluasi. 

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APED serta 
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APED. 

c. Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk 
disampaikan kepada gubernur. 

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan 
hasil pemeriksaan EPK sudah ditindaklanjuti, gubernur menetapkan 
rancangan Peraturan Daerah Provinsi menjadi Peraturan Daerah 
provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi menjadi 
Peraturan Kepala Daerah Provinsi. 
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Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala 
Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala 
Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, 
dan/ atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari 
terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah 
kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan 
rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang 
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

d. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 
Kepala Daerah kabupaten/kota ten tang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan 
Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah 
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah 
kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah 
kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah 
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah 
kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan 
rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi 
Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota. 

e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan 
Kepala Daerah kabupaten/kota ten tang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan 
Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah 
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah 
kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah 
kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak 
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil 
evaluasi diterima. 

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota 
dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan 
Daerah kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
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APBD menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan 
Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Kepala 
Daerah kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, 
selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk 
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan Peraturan 
Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi 
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan 
Menteri. 

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat 
memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen 
yang dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, 

bupati/walikota mengirimkan rancangan Peraturan Daerah 
kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku 
wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. 

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi 
terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD. 

c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat 
keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada 
bupati/walikota. 

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan 
hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, bupati/walikota 
menetapkan rancagan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi 
Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala 
Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah 
kabupaten/kota. 
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Berdasarkan Pasal 205, 206, 207, 208, 209, dan Pasal 210 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan Badan 
Layanan Umjum Daerah adalah sebagai berikut: 

BABX 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Berdasarkan Pasal 198 dan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang 
daerah adalah sebagai berikut: 
1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan 

kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah 
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat 
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara 
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari 
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali 
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. 

6. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh 
manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya. 

7. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

8, Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perLlndang-undangan. 

9. Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan 
peraturan perulndang-undangan. 

10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah 
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah. 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang 
daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah. 

BAB IX 

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 
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Berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian 
daerah adalah sebagai berikut: 

BAB XI 

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

1. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala 
Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang 
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan 
fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama 
pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan. 

4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi: a. penyediaan barang dan/atau 
jasa layanan umum; b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan 
ekonomi dan/ atau layanan kepada masyarakat; dan/ atau c. pengelolaan 
wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian 
masyarakat atau layanan umum. 

5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. 
6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola 

untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. 
8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 
9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis 

BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan 
Pemerintahan yang bersangkutan. 

10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai 
belanja BLUD yang bersangkutan. 

11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas 
peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. 

12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD 
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana 
kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah 
Daerah. 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengelolaan BLUD. 
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A. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH 
Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan 
Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan 

diumumkan kepada masyarakat. 
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi 

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. 
3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk: 

a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan 
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan 

Daerah; 
c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja 

Keuangan Daerah; 
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; 
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan 
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan 

wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

BAB XII 

INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 
hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang 
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik 
langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian 

dimaksud. 
3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap penggantian kerugian. 
4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah. 
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B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
1. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Pasal 215 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 
a. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan 

5. Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah 
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Selanjutnya melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagai berikut: 
1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap 
disesuaikan dengan kondisi dan/ atau kapasitas Pemerintah Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut 
perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen 
menjadi aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi 
pada hal-hal sebagai berikut: 
a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara 

elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada 
setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik. 

b. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat 
disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user interface) 
dalam sistem yang memadai. 

c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan 
informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

3. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai hal- 
hal sebagai berikut: 
a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya 

digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah. 
b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan 

penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah, 
pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi. 
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Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan 
tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau 
sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. 
Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222 
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum pembinaan dan 
pengawasan sebagai berikut: 
1. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional 

dikoordinasikan oleh Menteri. 
2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan 

oleh: 
a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi; 

BAB XIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah provinsi. 
b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 

Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan 
pelaksanaan sebagai berikut: 
a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik 

Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar 
(BAS) Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas: 
1) Laporan Operasional (Statement of Operations); 
2) Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other Economic 

Flows); 
3) Neraca (Balance Sheet); 
4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan 
5) Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah 

Daer ah. 
b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah 
Provinsi. 

c. Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik atas 
laporan konsolidasi statistik Pemerintah Daerah Provinsi. 
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b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota; dan 
c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah. 

3. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan 
pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. 

4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 

bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan 
keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan 
Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah 
daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat 
proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai 
dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi 

kinerja dimaksud, sebagai berikut: 
a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 

pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara 
mendalam, dan/ atau penelaahan dokumen. 

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara 
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan 
aspek-aspek lain yang mempcngaruhi kinerja pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah. 

c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan 
indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri. 

5. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

6. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, 
efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan 
sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 
Daerah. 

7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

9. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara 
bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah 
Daerah. 
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10. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling 

sedikit meliputi: 

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah 

Daerah; 

b. penyusunan rencana kerja SKPD; 

c. penyusunan anggaran; 

d. pengelolaan Pendapatan Daerah; 

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 

f. akuntansi dan pelaporan; dan 

g. pengadaan barang dan jasa. 

11. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan 

daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

12. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib 

mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya. 

13. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan 

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri. 





No JudulBuku 
1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, xii, 198 hlm. 
2 Petunjuk Pelaksanaan Pera tu ran Pemerintah Republik Ten tang 

Penataan Ruang, xii, 290 hlm. 
3 Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, viii, 108 hlm. 
4 Gelar, Tanda J asa dan Tanda Kehormatan & Bendera, Bahasa dan 

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Tahun Terbit : 2009, 
Ukuran buku 15 x 21 cm, x, 116 hlm. 

5 Kepemudaan dan Sistem Keolahragaan Nasional edisi lengkap, 
Tahun Terbit: 2010, Ukuran buku 15 x 21 cm, xii, 230 hlm. 

6 Undang-undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan & Undang-undang 
Kepo1isian Negara Republik Indonesia, Tahun Terbit : 2009, Ukuran 
buku 15 x 21 cm, xiii, 299 hlm. 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 
2007 Tentang Pedoman tata cara Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah, x, 611 hlm. 

8 Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Tahun Terbit : 
2010, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi, 83 hlm. 

9 Ped om an Penyusunan rencana Pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal, vi, 34 hlm. 

10 Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik, vii, 53 hlm 

11 Undang-undang Tentang Kesejahteraan Sosial, viii, 67 hlm. 
12 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup & Bidang Usah yang Terbuka 

Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Ukuran buku 15 
x 21 cm, x, 452 hlm. 

13 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tahun Terbit : 2010, Ukuran 
buku 15 x 21 cm, x, 165 hlm. 

14 Perbankan Syari'ah dan Pedorrian Pengelolaan Dana Bergulir, x, 158 
hlm. 

15 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga-Beserta 
Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kependudukan 
xi, 216 hlm. 

16 Perlindungan Dan Penaelolaan Lingkungan Hidup, viii, 114 hlm. 
17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sarnpah Rumah Tangga, iv, 86 hlm. 

18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang 
Kearsipan & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2012 Tentang Kearsipan,iv,247 hlm. 

19 100 Dongeng Binatang, Ukuran buku 15 x 21 cm, vii, 108 hlm. 
20 Cara Gampang Jadi Wartawan, Tahun Terbit : 2011, Ukuran buku 

15 x 21 cm, iv, 100 hlm. 

LAMP IRAN 
INFORMASI BUKU-BUKU 

TERBITAN CV. DUTA NUSINDO SEMARANG 



21 Dilema Seorang Whistle Blower (Pahlawan Atau Penghianat), Tahun 
Terbit: 2011, Ukuran buku 15 x 21 cm, x, 128 hlm. 

22 Indahnya Berkomunikasi Dengan Al-Qur'an, Tahun Terbit : 2011, 
Ukuran buku 21 x 27 cm, xiii, 69 hlm. 

23 Cinta Itu Buta, Tahun Terbit: 2012, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 
72 hlm. 

24 Jangan Hinakan Wanita, vi, 180 hal. 
25 Panen Hikmah Karena Disiplin Shalat, Tahun Terbit : 2012, Ukuran 

buku 15 x 21 cm, viii, 142 hlm. 
26 Seri Himpunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jilid 1,2, dan 

3, Ukuraan buku 15 x 21 cm, xxxiv, 3530 hlm. 
27 Instruksi presiden RI No. 1 Tahun 2015 Ten tang Percepatan 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Peraturan 
Presiden RI No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas 
Perpres No. 54 Tahun 2010 Ten tang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi, 
1368 hlm. 

28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
Ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Ukuran buku 15 x 21 
cm, xiv, 1086 hlm. 

29 Himpunan Peraturan Republik Indonesia Tentang Desa, Kelurahan 
dan Kecamatan edisi 2013, viii, 233 hlm. 

30 Dilema Seorang Peniup Peluit ( Pejuang Moral Yang Tangguh) x, 128 
hlm. 

31 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, 
vi, 137 hlm. 

32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, Tahun Terbit: 2014, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 110 hlm. 

33 Undang-undang Jabatan Notaris ( UURI No. 2 Tahun 2014), vi, 128 
hlm. 

34 Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, iv, 404 hlm. 

35 Undang-undang Perindustrian (UURI N0.3 TAHUN 2014), viii; 111 
hlm. 

36 Undang-undang Keprotokolan, vi 116 hlm. 
37 Pembentukan Produk Hukum Daerah, viii, 247 hlm. 
38 Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Beserta Pen gem bangan 

Produk Unggulan Daerah, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 
21 cm, vi, 178 hlm. 

39 Administrasi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, vi, 190 hlm. 

40 Kelautan, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, vi, 192 
hlm. 

41 Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Beserta Program 
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program 
Indonesia Sehat, vi, 226 hlm. 



42 Pembentukan Produk Hukum Daerah & Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, Tahun Terbit: 2014, vi, 165 hlm. 

43 Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, ukuran 
15 x 21, viii, 379 hlm. 

44 Penyelenggaraan Jaminan Harl Tua, Pensiun, Kecelakaan Kerja dan 
Kematian, vii, 185 hlm. 

45 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa (PPRI No. 43 Tahun 
2014), Tahun Terbit: 2014, Ukuran buku 15 x 21cm, v, 120 hlm. 

46 Pengelolaan Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Buku Ke.1, 
Tahun Terbit : 2015, viii, 308 hlm. 

47 Pengelolaan Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Buku Ke.2, 
Tahun Terbit: 2015, Ukuran buku 20 x 28cm, viii, 415 hlm. 

48 Memotret Data Kuantitatif, Tahun Terbit: 2015, Ukuran buku 15 x 
21cm, x 129 hlm. 

49 Norma Bagi Profesi Notaris dalam Pengawasan Notaris, Ukuran 
buku 15 x 21cm, vii, 190 hlm. 

50 Birokrasi Pelayanan Publik, Tahun Terbit: 2015, Ukuran buku 15 x 
21cm, vi, 140 hlm. 

51 Memotret Data Kualitatif, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 
21cm, viii, 144 hlm. 

52 Dimensi Prima Organisasi dan Kelembagaan, Tahun Terbit : 2014, 
Ukuran buku 15 x 2 lcm, viii, 224 hlm. 

53 Membangun Ekonomi Kerakyatan Model Blusukan, Tahun Terbit : 
2015, Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 158 hlm. 

54 Praktik Akuntan Publik, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 
21cm, vi, 106 hlm. 

55 Perubahan Standar Pendidikan Beserta Pemberian Kesetaraan 
Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan PNS, Tahun Terbit : 2015, 
Ukuran buku 15 x 2 lcm, vi, 442 hlm. 

56 Perizinan dan Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah, Tahun Terbit : 2015, Viii, 17 4 hlm. 

57 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Perpustakaan Beserta 
Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya, Tahun 
Terbit: 2014, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 170 hlm. 

58 Peraturan Pengupahan Pemutusan Hubungan Kerja dan 
Ketenagakerjaan, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, 
viii, 206 hlm. 

59 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 454 
hlm. 

60 Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Keluarga dan Juklak 
Kependudukan, Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi, 
216 hlm. 

61 Hi bah Pemerintah Pu sat Kepada Pemerintah Daerah Beserta 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Tahun Terbit : 2016, vi, 201 hlm. 

62 Pengelolaan Aset Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Desa Beserta Perangkat Desa, Tahun Terbit: 2016, vi, 241 hlm. 

63 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2016), Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 
20 x 28 cm, vi, 456 hlm. 



64 Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Keikutsertaan Perancang 
Peraturan Perundang-Undangan, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 
20 x 28, vi, 165 hlm. 

65 Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20x28,vi,642 hlm. 

66 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari APBD, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi, 105 
hlm. 

67 Kartu Indentitas Anak dan Induk Kependudukan Secara Nasional 
Beserta Akte Kelahiran Dan KTP Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional, Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 
15 x 2 lcm, viii, 192 hlm. 

68 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tan ah Dan Majelis 
Kehormatan Notaris, Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, 
vi, 105 hlm. 

69 Pedoman Penetapan Izin Gangguan Dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Di Daerah, Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, 
viii, 96 hlm. 

70 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia 
Tentang Keimigrasian, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20 x 
28cm, vi, 254 hlm. 

71 Amnesti Pajak ungkap tebus lega, Tahun Terbit : 2016, 
Ukuran buku 20 x 28cm, viii, 493 him. 

72 Rencana Kerja Pemerintah Dan Pedoman Penyusunan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tahun Terbit : 
2016, Ukuran buku 18,5 x 26,5cm, vi, 280 him. 

73 1 Set Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019: 
Buku I : ix, 293 him. 
Buku II : xxx, 856 him. 
Buku III : xviii, 497 him. 
Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 20 x 28 cm 

74 Perindustrian (UURI No. 3 Tahun 2014) Dan Perdagangan (UURI 
No. 7 Tahun 2014), Tahun Terbit: 2014, Ukuran buku 15 x 20 cm, 
vi, 194 him. 

75 Perangkat Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016) 
Dilengkapi Undang- Undang Pemerintah Daerah, Tahun Terbit 
2016, Ukuran buku 20 x 28 cm, viii, 746 hlm. 

76 Standar Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dan Puskesmas, 
Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 20 x 28 cm, vi, 574 hlm. 

77 HIMPUNAN PERATURAN BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJMN 
EDIS! BUKU 1, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, viii, 
324 him. 

78 PETUNJUK PELAKSANMN BPJS KESEHATAN & 
KETENAGAKERJMN EDISI BUKU 2, Tahun Terbit : 2016, Ukuran 
buku 15 x 21cm xiv, 302 him. 

79 PETUNJUK PELAKSANMN BPJS KESEHATAN & 
KETENAGAKERJMN EDISI BUKU 3, Tahun Terbit : 2016, Ukuran 
buku 15 x 21cm, vi, 710 him. 

80 SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR 
Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 182 him. 



81 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAHKAMAH 
AGUNG, PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, 
PERADILAN AGAMA BUKU I, Tahun Terbit : 201 7, Ukuran buku 15 
x 21 cm, xvi 702 hlm. 

82 HIMPUNAN PERATURAN DAN SURAT ED ARAN MAHKAMAH 
AGUNG BUKU II, Tahun Terbit: 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, 
xii 674 hlm. 

83 PETUNJUK PRAKTIS NOTARIS DAN PPAT 2017 
- BUKU I, xv, 1078 hlm. 
- BUKU II, xvi, 1046 hlm. 
- BUKU III, xiv, 1104 hlm. 

Tahun terbit : 2017, Ukuran buku 20 x 28 cm. 
84 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, 

PAJAK JUAL BELi ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, PNBP 
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN RI, DAN PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR, Tahun Terbit: 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, x, 392 
hlm. 

85 PROSEDUR DAN TATA KELOLA MEDIAS! DI PENGADILAN, Tahun 
Terbit : 2017, Ukuran Buku 15x21 cm, viii, 216 hlm. 

86 PETUNJUK PELAKSANAAN ORGANISASI KEMASYARAKA TAN, 
Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 15x21 cm, viii, 184 hlm. 

87 PENATAAN DESA, STANDAR MINIMAL DESA, DAN BAD AN 
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2017, Tahun Terbit: 
2017, Ukuran Buku 15x21 cm, vi, 176 hlm. 

88 (SU GENG BASUKI, S.H., M.Si.) REFORMASI BIRO KRAS I DAN 
PELA YANAN PUBLIK, Tahun terbit : 201 7, Ukuran buku 15 x 21 
cm x, 222 hlm. 

89 PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAE RAH 
(PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016), Tahun Terbit : 2017, 
Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 606 hlm. 

90 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPR! NO. 11 TAHUN 2017) 
Dilengkapi : UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA, Tahun 
terbit: 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 356 hlm. 

91 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH (PPRI NO. 12 TAHUN 2017), Tahun terbit 
: 2017. Ukuran buku 20 x 28 cm, vi, 564 hlm. 

92 PENGAMPUNAN PAJAK, AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK 
KEPENTINGAN PERPAJAKAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN VANG, Tahun terbit : 2017, Ukuran Buku 20 x 
28 cm, viii, 688 hlm 

93 PERPPU ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN 
PANCASILA DAN UUD RI 1945 
Dilengkapi: 

- Pera tu ran Perundang-Undangan Pemerintah RI Ten tang 
Organisasi Kemasyarakatan 

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang 
Perkumpulan 

Tahun terbit: 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, xxxviii, 200 hlm. 



94 "PERATURAN DI BIDANG PERDAGANGAN" 
Sengketa Konsumen, Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, 
Perdagangan Antarpulau, dan Pelayanan Bantuan Pemerintah. 
Tahun terbit: 2017, Ukuran 15 x 21 cm, ix, 266 hlm. 

95 HAK KEUNGANAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DPRD (PP Nomor 18 Tahun 2017) & PENGELOMPOKAN 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANMN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL (Permendagri Nomor 
62 Tahun 201 7) 
Tahun terbit: 2017, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 120 hlm. 

96 PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 86 TAHUN 2017 TENT ANG Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Dae rah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Dae rah Ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Peru bahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 20x 28 cm, vi, 150 hlm. 

97 MEMAHAMI DAN MENGUASAI TEORI AKTA NOTARIS RAGAM 
AWAL AKTA, KOMPARISI DAN AKHIR AKTA NOTARIS. 
Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 176 hlm. 

98 PENGADMN BARANG/JASA (PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 
TAHUN 2018) & PELATIHAN PENGADMN BARANG/JASA 
(PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 4 TAHUN 2018). Tahun Terbit: 
2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 150 hlm. 

99 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) (PERATURAN PEMERINTAH 
RI NOMOR 2 TAHUN 2018) 
Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 162 hlm. 

100 BAD AN USAHA MILIK DAERAH (PPRI Nomor 54 Tahun 2017) & 
PED OMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS 
PENANAMAN MODAL (Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 
2017). 
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 209 hlm. 

101 MERELASIKAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DENG AN 
EKSEKUSlHAKTANGGUNGAN 
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku: 20x28 cm, vi, 361 hlm. 

102 PELA YANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 
ELEKTRONIK. 
Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku: 20x28cm, v, 221 hlm. 

103 PETUNJUK PRAKTIS NOTARIS DAN PPAT 2018 BUKU IV. 
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 20 x 28 cm, xvi, 1054 hlm. 

104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019. 
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 15 x 21 cm. vi, 443 hlm. 

105 HIMPUNAN PENGADMN BARANG JASA PEMERINTAH BUKU 4. 
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 626 hlm. 

106 KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA. 
Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20 x 28, iv, 626 hlm. 



107 MENCERMATI MASALAH DAN SOLUSI KENOTARIATAN. 
Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 20 x 28, xv, 252 hlm. 

108 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. 
Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 78 hlm. 

109 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 
Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 146 hlm. 

110 PEDOMAN UMUM PROGAM INOVASI DESA DAN PENGGUNMN 
DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI. 
Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 388 hlm. 

111 MENDALAMI SELUK BELUK PERMASALAHAN DAN SOLUSI 
PRAKTIS PENGELOLAAN YAYASAN. 
Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 20 x 28 cm, x, 324 hlm. 

112 PENGELOLMN KEUANGAN DAERAH, LAPORAN 
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 215 hlm. 

113 PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 90 TAHUN 2019 TENT ANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, 
DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN 
KEUANGAN DAERAH (BUKU 1) 
Tahun Terbit: 2020, Ukuran 20 x 28 cm, v, 1150 hlm. 

114 LAMPIRAN KELANJUTAN PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA NO MOR 90 TAHUN 2019 TENT ANG 
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH (BUKU 2) 
Tahun Terbit: 2020, Ukuran 20 x 28 cm, v, 1150 hlm 

115 STANDAR HAR GA SATUAN REGIONAL DAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH DILENGKAPI : LAPORAN DAN EVALUASI 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 cm, vi, 232 hlm 

116 PENILAIAN KINERJA PNS DAN MANAJEMAN PEGAWAI 
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA EDIS! TAHUN 2020 
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 cm, viii, 772 hlm 

117 PENINGKATAN KINERJA PERA WAT MELALUI KOMITMEN 
ORGANISASIONAL DAN EFIKASI DIRI 
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 15 x 21 cm, viii, 224 hlm 

118 PENINGKATKAN PENGEMBANGAN KARIR, PEMENUHAN 
KEBUTUHAN ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
PNS 
Tahun Terbit: 2020, Ukuran 15 x 21 cm, viii, 394 hlm 

119 PETUNJUK PRAKTIS NOTARIS & PPAT TAHUN 2020 BUKU V 
Tahun Terbit: 2020, Ukuran 20 x 28 cm, xvi, 1050 hlm 

120 SATGAS SABER PUNGLI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 
KORUPSI 
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 15 x 21 cm, viii, 234 hlm 

121 KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA 
INDONESIA 
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20x28 cm, viii, 800 hlm 




